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ABSTRAK
Maghfiroh, Rizal Nanda. 2016. Nilai Pendidikan Multikultural Pada Pancasila
dan Piagam Madinah Serta Relevansinya Terhadap Pendidikan Agama Islam
(PAI). Skripsi, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan
Keguruan, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing Skripsi: Mohammad Amin Nur, M.A

Pendidikan dan masyarakat bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa
terpisahkan, pendidikan selain berperan meningkatkan kualitas masyarakat juga
mampu mempengaruhi berubahnya sebuah sistem sosial masyarakat melalui
proses stratifikasi sosial. Sementara itu problema dalam masyarakat tiada lain
disebabkan karena kegagalan sebuah pendidikan. Oleh karena itulah berubahnya
tatanan masyarakat menuntut pendidikan harus senantiasa berkembang
menyesuaikan kondisi masyarakat. Kedatangan globalisasi menerjang belahan
kehidupan menyebabkan berubahnya tatanan masyarakat kearah ‘“kampung besar”
hingga pada akhirnya muncul gagasan pendidikan multikultural yang bertujuan
untuk mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan ditengah-tengah masyarakat yang
multi kultur guna bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan
dinamis.

Pancasila dan Piagam Madinah merupakan dua konstitusi yang sering
dikaitkan dengan gagasan kemanusiaan mengingat keduanya muncul untuk
menyatukan berbagai perbedaan dalam masyarakat, Pancasila menyatukan bangsa
Indonesia yang terkenal plural dan Piagam Madinah menyatukan berbagai suku
bangsa di Madinah. Dengan demikian Pancasila dan Piagam Madinah berkaitan
erat dengan kajian pendidikan multikultural yang juga membawa nilai-nilai
humanis.

Tujuan penelitian ini terdiri dari dua hal yaitu: (1) Untuk mengetahui nilai-
nilai pendidikan multikultural pada Pancasila dan Piagam Madinah, (2) untuk
mengetahui relevansi nilai-nilai pendidikan multikultural pada Pancasila dan
Piagam Madinah terhadap Pendidikan Agama Islam (PAIl). Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik studi pustaka
(library research). Adapun pengumpulan data dilakukan melalui metode
dokumentasi. Sedangkan untuk pembahasan data menggunakan analisis dedukiif,
induktif, komparatif, serta interpretatif.

Hasil penelitian ini menujukkan bahwa, (1) Nilai-nilai Pancasila dan
Piagam Madinah sejalan dengan nilai inti pendidikan multikultural (demokrasi,
humanisme, pluralisme). Hal ini tampak pada kesesuaian nilai-nilai Pancasila dan
Plagam Madinah yang pada dasarnya tidak lepas dari nifai inti pendidikan
multikultural. (2) Nilai pendidikan multikultural pada Pancasila dan Piagam
Madinah mempunyai sebuah relevansi terhadap Pendidikan Agama Islam (PAI)
merujuk pada tiga indicator yaitu; kesesuaian nya dengan tujuan PAI, adanya
pengaruh yang ditimbulkan terhadap PAI, dan adanya keterkaitan satu sama lain

Kata kunci : Nilai Pendidikan Multikultural, Pancasila, Piagam Madinah
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ABSTRACT

Maghfirah, Rizal Nanda. 2016. Vaues of Multicultural Education of Pancasila
and the Medina Charter and relevance to Islamic education. Thesis, Department of
Islamic Education, Faculty of Tarbiyah and Teaching sciences, State Islamic
University of MaulanaMalik 1brahim Malang.

Supervisor: Mohammad Amin Nur, M.A

Education and society are like two sides of a coin that could not be
separated, the role of education in addition to improve the quality of society are
aso able to affect changes in socia system through a process of socid
stratification. Meanwhile no other problems in society caused by the failure of an
education. Hence changes in society requires education to be constantly evolving
to adjust the condition of society. The phenomenon of globalization has changed
the lives hit parts of the society towards the "Global Village" until finally came
the idea of multicultural education that ams to develop human values in the midst
of multi-cultural society to aim to create a harmonious and dynamic life.

Pancasila and the Medina Charter represent two constitutions that are often
associated to the idea of humanity since both appear to unite the various
differences in society, Pancasila Unite the Indonesian which famous of pluralism,
and the Medina Charter brings together various tribes in Medina. Thus Pancasila
and the Medina Charter is closely related to the study of multicultural education
that also carries humanist values.

The purpose of this research consisted of two things: (1) To determine the
values of multicultural education in the Pancasila and the Medina Charter, (2) to
determine the relevance of the values of multicultural education in the Pancasila
and the Medina Charter towards Islamic Education (PAl). This study used a
qualitative approach using techniques literature study (library research). The data
collection was conducted through documentation method. As for the discussion of
the analysis of data using deductive, inductive, comparative and interpretative.
The results showed that, (1) The values of Pancasila and the Medina Charter in
line with the core values of multicultural education (democracy, humanism,
pluralism). It looks at the suitability of the values of Pancasila and Medina Charter
basically can not be separated from the core values of multicultural education. (2)
The value of multicultural education in the Pancasila and Medina Charter has a
relevance to the Islamic Education (PAI) refers to the three indicators, namely; its
conformity with the purpose of PAI, the influence caused to PAI, and the relation
each others.

Keywords: Vaues of Multicultural Education, Pancasila, the Medina Charter
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ABSTRAK
Maghfiroh, Rizal Nanda. 2016. Nilai Pendidikan Multikultural Pada Pancasila
dan Piagam Madinah Serta Relevansinya Terhadap Pendidikan Agama Islam
(PAI). Skripsi, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan
Keguruan, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing Skripsi: Mohammad Amin Nur, M.A

Pendidikan dan masyarakat bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa
terpisahkan, pendidikan selain berperan meningkatkan kualitas masyarakat juga
mampu mempengaruhi berubahnya sebuah sistem sosial masyarakat melalui
proses stratifikasi sosial. Sementara itu problema dalam masyarakat tiada lain
disebabkan karena kegagalan sebuah pendidikan. Oleh karena itulah berubahnya
tatanan masyarakat menuntut pendidikan harus senantiasa berkembang
menyesuaikan kondisi masyarakat. Kedatangan globalisasi menerjang belahan
kehidupan menyebabkan berubahnya tatanan masyarakat kearah ‘“kampung besar”
hingga pada akhirnya muncul gagasan pendidikan multikultural yang bertujuan
untuk mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan ditengah-tengah masyarakat yang
multi kultur guna bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan
dinamis.

Pancasila dan Piagam Madinah merupakan dua konstitusi yang sering
dikaitkan dengan gagasan kemanusiaan mengingat keduanya muncul untuk
menyatukan berbagai perbedaan dalam masyarakat, Pancasila menyatukan bangsa
Indonesia yang terkenal plural dan Piagam Madinah menyatukan berbagai suku
bangsa di Madinah. Dengan demikian Pancasila dan Piagam Madinah berkaitan
erat dengan kajian pendidikan multikultural yang juga membawa nilai-nilai
humanis.

Tujuan penelitian ini terdiri dari dua hal yaitu: (1) Untuk mengetahui nilai-
nilai pendidikan multikultural pada Pancasila dan Piagam Madinah, (2) untuk
mengetahui relevansi nilai-nilai pendidikan multikultural pada Pancasila dan
Piagam Madinah terhadap Pendidikan Agama Islam (PAIl). Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik studi pustaka
(library research). Adapun pengumpulan data dilakukan melalui metode
dokumentasi. Sedangkan untuk pembahasan data menggunakan analisis dedukiif,
induktif, komparatif, serta interpretatif.

Hasil penelitian ini menujukkan bahwa, (1) Nilai-nilai Pancasila dan
Piagam Madinah sejalan dengan nilai inti pendidikan multikultural (demokrasi,
humanisme, pluralisme). Hal ini tampak pada kesesuaian nilai-nilai Pancasila dan
Plagam Madinah yang pada dasarnya tidak lepas dari nifai inti pendidikan
multikultural. (2) Nilai pendidikan multikultural pada Pancasila dan Piagam
Madinah mempunyai sebuah relevansi terhadap Pendidikan Agama Islam (PAI)
merujuk pada tiga indicator yaitu; kesesuaian nya dengan tujuan PAI, adanya
pengaruh yang ditimbulkan terhadap PAI, dan adanya keterkaitan satu sama lain

Kata kunci : Nilai Pendidikan Multikultural, Pancasila, Piagam Madinah
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ABSTRACT

Maghfirah, Rizal Nanda. 2016. Vaues of Multicultural Education of Pancasila
and the Medina Charter and relevance to Islamic education. Thesis, Department of
Islamic Education, Faculty of Tarbiyah and Teaching sciences, State Islamic
University of MaulanaMalik 1brahim Malang.

Supervisor: Mohammad Amin Nur, M.A

Education and society are like two sides of a coin that could not be
separated, the role of education in addition to improve the quality of society are
aso able to affect changes in socia system through a process of socid
stratification. Meanwhile no other problems in society caused by the failure of an
education. Hence changes in society requires education to be constantly evolving
to adjust the condition of society. The phenomenon of globalization has changed
the lives hit parts of the society towards the "Global Village" until finally came
the idea of multicultural education that ams to develop human values in the midst
of multi-cultural society to aim to create a harmonious and dynamic life.

Pancasila and the Medina Charter represent two constitutions that are often
associated to the idea of humanity since both appear to unite the various
differences in society, Pancasila Unite the Indonesian which famous of pluralism,
and the Medina Charter brings together various tribes in Medina. Thus Pancasila
and the Medina Charter is closely related to the study of multicultural education
that also carries humanist values.

The purpose of this research consisted of two things: (1) To determine the
values of multicultural education in the Pancasila and the Medina Charter, (2) to
determine the relevance of the values of multicultural education in the Pancasila
and the Medina Charter towards Islamic Education (PAl). This study used a
qualitative approach using techniques literature study (library research). The data
collection was conducted through documentation method. As for the discussion of
the analysis of data using deductive, inductive, comparative and interpretative.
The results showed that, (1) The values of Pancasila and the Medina Charter in
line with the core values of multicultural education (democracy, humanism,
pluralism). It looks at the suitability of the values of Pancasila and Medina Charter
basically can not be separated from the core values of multicultural education. (2)
The value of multicultural education in the Pancasila and Medina Charter has a
relevance to the Islamic Education (PAI) refers to the three indicators, namely; its
conformity with the purpose of PAI, the influence caused to PAI, and the relation
each others.

Keywords: Vaues of Multicultural Education, Pancasila, the Medina Charter
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BAB |
PENDAHULUAN
A.Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan dengan banyaknya
pulau besar dan pulau kecil yang terlentang dari Sabang hingga Merauke.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1982/1983 mencatat kurang
lebih 13.677 pulau besar dan kecil yang berada di wilayah Indonesia,
sedangkan yang berpenghuni kurang lebih 6.004 pulau.' Kemajemukan negara
Indonesia tidak berhenti pada segi geografis saja namun juga berlanjut pada
segi antropologi masyarakat, hal ini dibuktikan dengan banyaknya suku bangsa
yang mendiami negara tersebut. Suku-suku tersebut menyebar ke berbagai
penjuru negeri Indonesia dari ujung Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawes,
hingga ujung Papua. Sebut sgja suku Batak di Sumatera Utara, suku Tengger
dan suku Samin di Jawa Timur, suku Dayak di Kalimantan, Torgja di Sulawesi,
hingga suku Asmat di Papua. Hingga saat ini populasi penduduk Indonesia
diperkirakan mencapai 210 juta. Dari jumlah tersebut diperkirakan separuhnya
beretnis Jawa, sisanya terdiri dari etnis-etnis yang mendiami kepulauan luar
Jawa seperti Suku Makassar-Bugis (3,68%), Batak (2,04%), Bali (1,88%),
Aceh (1,4%) dan suku-suku lainnya® Suku-suku sebagaimana diatas
merupakan representatif kecil dari banyaknya suku bangsa yang terdapat pada
bangsa Indonesia. Selain banyaknya suku bangsa kemajemukan dalam negara

Indonesia juga terdapat pada agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia.

! Musril Zahari, Menjunjung Bahasa Persatuan, (Jakarta: Gria Media, 2011), Him 6
2 Dede Rosyada, dkk, Pendidikan Kewargaan, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat
Mandiri, (Jakarta: ICEE UIN Jakarta,2000), HIm 29
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Tercatat ada enam agama yang diakui oleh kementerian agama antara lain
Islam, Hindu, Budha, Katholik, Protestan, serta Konghuchu, bahkan agama
Baha’i pernah diproyeksikan sebagai agama ketujuh yang diakui oleh
Kementerian Agama Republik Indonesia pada masa kepemimpinan
Suryadarma Ali. Kemagjemukan redlitas sosia diatas semakin membuktikan
bahwa negara |ndonesia merupakan negara yang sangat multidimensional.

Sebagai negara yang multidimensional memang hal tersebut tentu akan
semakin memperkaya budaya bangsa Indonesia, akan tetapi hal tersebut
bagaikan dua siss mata uang, keaneka ragaman suku bangsa dan agama
memang akan semakin memperkaya budaya bangsa, namun disisi lain justru
hal tersebut berpeluang besar menimbulkan suatu gejolak sosial bahkan akan
berakhibat pada suatu konflik, mengingat fanatik yang berlebihan pada suatu
golongan tentu akan mengarahkan kepada faham etnosentrisme yakni faham
dimana suatu kelompok menganggap dirinya atau kelompoknya lebih baik dan
sempurna daripada kelompok lain. Jika hal tersebut dibiarkan berlarut-larut
tentu hal tersebut akan berkembang menjadi hal yang lebih buruk lagi yakni
maraknya faham primordialisme atau dalam kata lain faham yang lebih
mengutamakan kelompok tertentu daripada kepentingan umum.

Menghadapi lingkungan yang multidimensi dibutuhkan sebuah
formula khusus yang bertujuan untuk merangkul semua lini kehidupan bangsa
Indonesia yang beraneka ragam baik suku bangsa, ras, maupun agama. Tentu
tidak bisa dipungkiri bahwa pendidikan merupakan satu-satunya sarana yang

paling cocok sebagai alat penanaman nilai-nilai terutama yang berkaitan
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dengan nilai sosial masyarakat. Undang-undang sistem pendidikan nasional
tahun 2003 mengatakan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan
terencana untuk mewujudkan suasana belgjar dan proses pembelgaran agar
peserta didik secara aktif mengembangakan potensi dirinya untuk memiliki
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,
akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa
dan negara® Satu poin yang perlu digaris bawahi pada pengertian diatas
berkaitan dengan pentingnya pendidikan sebagai media penanaman nilai sosial
masyarakat, bahwa melalui pendidikan diharapkan mampu menjadi aat
pengendalian diri bagi peserta didik. Pengendalian diri ini diperlukan peserta
didik untuk menjadi insan kamil, dimana peserta didik dituntut mampu
mengendalikan dirinya baik berhubungan dengan eksistensinya sebagai
‘abdullah (hamba Allah) maupun yang berhubungan dengan posisinya sebagai
homo social (mahluk sosial). Pengendalian diri ini diperlukan peserta didik
agar mampu mengontrol dirinya sesuai dengan nilai-nilai serta norma-norma
yang berlaku di sebuah lingkungan masyarakat.

Berkaitan konteks pendidikan, bahwa semua persoalan dalam
masyarakat akan dapat diperbaiki melalui proses pendidikan. Artinya
kegagdan masyarakat adalah kegagalan pendidikan begitu sebaliknya
kegagalan sebuah pendidikan berimbas pula pada tatanan masyarakat. Dengan
demikian, dalam mengatasi segala problematika masyarakat sebaiknya dimulai

dari penataan secara sistemik dan metodologis dalam pendidikan. Salah satu

,UUD No.20 Tahun 2003 tentang S KDIKNAS,(Bandung:Citra Umbara, 2003), HIm 3
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wujud kongket penataan pendidikan Indonesia sendiri yakni penggagasan
konsep pendidikan berbasis multikultural, yaitu proses pembelgaran yang
lebih mengarah pada upaya menghargai perbedaan diantara sesama manusia.
Pada pendidikan multikultural diharapkan peserta didik akan mampu
memahami secara utuh bahwa mereka adalah bagian kecil dari banyaknya
perbedaan pada bangsa Indonesia yang pada akhirnya mereka diharuskan untuk
mampu memahami berbagai fenomena perbedaan pada bangsa Indonesia guna
mewujudkan diri menjadi masyarakat madani. Dede Rosyada menjelaskan
bahwa masyarakat madani adalah sistem sosia yang subur yang diasaskan
kepada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan
perseorangan dengan kestabilan masyarakat.”

Pendidikan multikultural dapat diartikan sebagai pendidikan mengenai
keragaman kebudayaan yang merupakan anugerah tuhan. Keragaman sendiri
sebenarnya merupakan fitrah bawaan manusia yang tidak bisa dihilangkan,
mengingat perbedaan merupakan sunnatullah. Justru melalui  sebuah
keragaman akan terwujud sebuah ikatan kebersamaan yang pada akhirnya
mampu menciptakan kehidupan yang harmonis. Mencuplik dari perkataan
Musdah Mulia, “tiada suatu masyarakat yang benar-benar tunggal dan utuh
tanpa ada unsur-unsur perbedaan didalamnya. Persatuan itu justru terjadi dan
kebanyakan terjadi dalam keadaan berbeda-beda (Unity in diversity)”

Melaui pendidikan multikultural diharapkan menjadi formula baru

bagi bangsa Indonesia yang dikenal sebagai bangsa yang multidimensional dan

* Dede Rosyada, dkk, Op.cit, HIm 240
® lbid, Him 42

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



multikultural. Konsep dasar pendidikan multikultural yang mengajarkan
tentang nilai toleransi antar individu maupun antar kelompok yang memiliki
budaya masing-masing menjadikan pendidikan multikultural sesuai dengan
filosofis bangsa Indonesia yang tercermin dalam semboyan “Bhineka Tunggal
Ika” (berbeda-beda tetapi tetap satu). Kesesuaian paradigma pendidikan
multikultural juga tidak hanya terhenti pada semboyan diatas sgja, akan tetapi
juga berlanjut pada dasar negara bangsa Indonesia sendiri yaitu Pancasila.
Kesesuaian ini dapat dilihat pada 5 sila yang terdapat pada Pancasila, dimana
kelima sila tersebut jika dihubungkan dengan paradigma pendidikan
multikultural tentu mempunyai keterkaitan yang sangat erat, keduanya
terkandung gagasan tentang kemanusiaan, persatutan, keadilan, maupun
toleransi. Justru adanya gagasan konsep pendidikan multikultural sgjatinya
menjadi point plus bagi Pancasila dan bangsa Indonesia, dimana melaui
pendidikan multikultural dapat menjadi sarana untuk internalisas dan
pengalaman nilai-nilai dari Pancasila sendiri.

Berbicara perkembangan perjalanan pancasila sebagai dasar negara
Indonesia tidak serta merta statis begitu sgja, banyak tantangan dan hambatan
yang seringkali muncul. Bahkan ketika orde baru, Pancasila seakan-akan
menjadi kambing hitam pemerintahan mengingat pemerintah saat itu
pemerintah berpayung kesaktian Pancasila guna melanggengkan kekuasaan
melalui penafsiran tunggal Pancasila. Alhasil Pancasila tatkala itu laksana
sebuah pohon yang tak mampu menjadi tempat berteduh, dimana Pancasila tak

lebih sekedar kumpulan pengetahuan sagja tanpa berisi pesan nilai didalamnya.
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Oleh karena itulah bangsa Indonesia pada saat itu seakan-akan lupa akan jati
dirinya sebagai bangsa yang multi budaya. Ujian bangsa Indonesia terkait
kesetiaannya pada Panji Pancasila tidak hanya berhenti pada pemerintahan
orde baru, masih ada ujian lain yang silih berganti menimpa rakyat Indonesia
guna membuktikan keistigomahannya pada nilai-nilai Pancasila diantaranya
datang dari gerakan berbagai kelompok yang menentang Pancasila sebagai
ideologi primer bangsa Indonesia, mereka beranggapan bahwa Pancasila telah
gagal menjadi alat untuk mencapai kemakmuran rakyat Indonesia. Umumnya
tindakan mereka tersebut tiada lain karena efek kekecewaan pada Pancasila
yang mengalami penyelewengan Pancasila tatkala pemerintahan orde baru,
meskipun ada diantara mereka yang yang menentang Pancasila karena faktor
kegagalan menerapkan konsep negara Islam di Indonesia dengan penerapan
prinsip hukum Islam pada negara tatkala perumusan dasar negara Indonesia
usai kemerdekaan. Padahal jika dilihat dari eksistens Pancasila sebenarnya
Pancasila tidaklah sepenuhnya gagal total. Kemampuannya merangkul segenap
bangsa Indonesia yang plural untuk bersatu membentuk NKRI baik secara De
Facto maupun De Jure membuktikan bahwa Pancasila benar-benar “sakti”.
Diantara golongan yang tak sependapat dengan Pancasila sebagai
ideologi bangsa Indonesia datang dari kelompok sebagian umat Islam yang
dipimpin SM Kartosoewirjo, mereka berkeinginan untuk merubah ideologi
Pancasila yang telah ditetapkan sebaga ideologi bangsa Indonesia dengan
ideologi yang berdasarkan pada konsep ketuhanan atau yang lebih dikenal

dengan konsep Negara Islam Indonesia (NIl). Kartosoewirjo menganggap
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bahwa Pancasila bersifat sekuler bukan bersumber dari nilai-nilai ilahiyah.
Daam mengupayakan tujuannya Kartosoewirjo pada akhirnya membentuk
gerakan Negara Islam Indonesia (NII), ia bersama para pengikutnya pun
melakukan berbagai macam pemberontakan secara radikal pada pemerintahan
Republik Indonesia di berbaga daerah mulai dari Aceh, Jawa Tengah,
Sulawesi, hingga Mauku. Meskipun gerakan NIl Kartosoewirjo telah berhasil
ditumpas, akan tetapi sekarang ini muncul kembali beberapa kelompok yang
mempunyai vis dan mis yang tidak jauh berbeda dengan ideologi
Kartosoewirjo, tak kerap dari mereka pun seringkali melancarkan aksi teror
secara radikal mulai dari Pemboman, Pengancaman, atau bahkan Penganiyaan
guna mencapa tujuan yang diinginkannya. Bahkan diabad ini Indonesia
merupakan salah satu sasaran utama pergerakan Islam garis keras dalam
memperluas jaringannya. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus
pemboman dan penyerangan di Indonesia membawa bendera Islam
sepertihalnya kasus bom Bali, bom hotel JW Marriot, beberapa gergja, dan
kasus lainnya.

Melihat kenyataan tersebut penulis merasa prihatin atas tindakan
radikal yang dilakukan oleh sebagian umat Islam sebagai mana diatas. Sebagian
dari mereka menganggap bahwa Pancasila yang dijadikan sebagai dasar negara
merupakan produk buatan manusia bukan bersumber pada prinsip agama Islam
yang terkandung pada Al-Qur’an dan Al Hadits, oleh karena itulah mereka
menganggap Pancasila bercorak la diniyah yang besifat sekuler, tidak

mengakui wahyu (Al-Qur’an) sebagai sumbernya. Padahal Pancasila sendiri
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dirumuskan oleh para tokoh yang mayoritas beragama Islam, sebut sgja KH.
Wahid Hasyim yang merupakan putra dari Almaghfurullah Hadaratus Syaikh
KH. Hasyim Asy’ari, A. Kahar Muzakkir yang merupakan sekretaris dari PSII
(Partai Syarikat 1dlam Indonesia), H. Agus Salim yang merupakan Mantan
Anggota PSII, bahkan Ir. Soekarno dan Moh. Hatta sendiri juga berstatus
sebagal seorang muslim, Soekarno pernah tinggal bersama Cokroaminoto
selaku pendiri Syarekat 1slam (SI) bahkan Moh. Hatta sendiri merupakan anak
seorang guru tarekat di Sumatera Barat. Apabila nilai-nilai dari Pancasila tidak
dikembangkan dalam kehidupan sosial masyarakat tentulah bangsa Indonesia
akan mengalami disintegrasi. Dengan demikian nilai-nilai Pancasila harus
senantiasa dikembangkan melalui sebuah pendidikan multikultural, mengingat
pendidikan multikultural merupakan terobosan baru yang menawarkan konsep
humanis, demokratis, sertapluralis.

Paparan diatas membuktikan pada kita bahwa pancasila merupakan
sebuah produk yang lahir dari kontribusi beberapa tokoh Islam sebagaimana
diatas, oleh karena itulah penulis sangat menyayangkan tindakan yang perbuat
oleh sebagaian umat islam untuk mengkontruksi ulang Pancasila sebagal dasar
negara Indonesia. Alasan lain yang menyebabkan penulis menyayangkan hal
tersebut adalah mengacu pada Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW.
Daam sgarah Isam dikatakan bahwa nilai-nilai Issam yang dibawa Nabi
Muhammad SAW merupakan rahmat bagi seluruh aam, tidak hanya
diperuntukan untuk umat islam semata. Hal ini dibuktikan dengan tindakan

Nabi Muhammad SAW dalam mengupayakan terbentuknya Piagam Madinah
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dimana melaui piagam tersebut pada akhirnya mampu menjadi sebuah
penengah dan alat pemersatu masyarakat Madinah yang pada waktu itu dihuni
oleh berbagai macam suku kabilah seperti suku Aus dan Khasraj dan berbagai
macam agamamulai dari I1slam, Y ahudi, Nasrani, maupun agama Paghani.

Peran Piagam Madinah sebagal alat pemersatu masyarakat Madinah
yang heterogen seakan-akan mengingatkan pada kita tentang peran Pancasila
sebagal alat pemersatu masyarakat Indonesia yang sangat multidimensi dalam
memperjuangkan sebuah kemerdekaan bangsa Indonesia. Jika kita renungkan
dan pahami benar terkait nilai-nilai Pancasila dengan nilai-nilai Piagam
Madinah tentulah kita akan menemukan kesamaan mendasar antar keduanya,
dimana keduanya membawa misi penyebaran nilai humanisme, sebuah faham
tentang pengakuan eksistenss manusia sebagai mahluk sosial  yang
membutuhkan pengertian, kasih sayang, simpati, maupun empati dari sesama
manusia

Berdasarkan kesamaan inilah pada akhirnya membuat penulis
berkeinginan untuk membuat sebuah penelitian tentang “Nilai Pendidikan
Multikultural Pada Pancasila dan Piagam Madinah Serta Relevansinya
Terhadap Pendidikan Agama Islam (PAI)”, dengan tujuan untuk mencari
tahu nilai pendidikan multikultural pada Pancasila dan Piagam Madinah.
Sehingga nilai-nilai yang didapat dari hasil penelitian ini dapat memperkuat
akan pemahaman pentingnya budaya kebersamaan dan persatuan bagi bangsa

Indonesia, sepertihalnya yang terdapat pada Pancasila dan Piagam Madinah
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dan mampu diaplikasikan dalam Pendidikan termasuk Pendidikan Agama
Islam (PAI).
. Rumusan Masalah.

Rumusan masalah adalah upaya untuk menyatakan secara tersirat
pertanyaan-pertanyaan yang hendak dicarikan jawabannya atau pernyataan
lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan dikaji
berdasarkan identifikasi dan masalah. Selanjutnya berdasarkan pada latar
belakang diatas, didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana nila pendidikan multikultural pada Pancasila dan Piagam
Madinah ?

2. Bagamanarelevans nilai pendidikan multikultural Pancasila dan Piagam
Madinah terhadap Pendidikan Agama Islam (PAI) ?

. Tujuan Penédlitian.

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas didapatkan tujuan sebagai
berikut:

1. Untuk mengetahui nilai pendidikan multikultural pada Pancasila dan
Piagam Madinah.
2. Untuk mengetahui relevans nilai pendidikan multikultural Pancasila dan
Piagam Madinah terhadap Pendidikan Agama Islam (PAI).
. Manfaat Penelitian
Adapun penelitian atau pembahasan terhadap masalah tersebut diatas
mempunyai maksud agar berguna bagi:

1. Manfaat Akademis
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a. Menjadi sumbangsih pemikiran bagi praktis pendidikan, yaitu
mengetahui adanya konsepsus multikultural pada Pancasila dan Piagam
Madinah sehingga nantinya diharapkan akan mampu diimplementasikan
pada dunia pendidikan untuk dapat melahirkan konsep baru terkait
pendidikan multikultural .

b. Penelitian ini mempunyal relevansi dengan Fakultas [Imu Tarbiyah dan
Keguruan (FITK) khususnya konsentras Pendidikan Agama Idam,
mengingat isi penelitian sedikit banyak menyinggung tentang objek
kajian Pendidikan Agama Islam sepertihalnya kajian Piagam Madinah
dalam sgjarah kebudayaan Islam. Dengan demikian penelitian ini dapat
menjadi literatur berkaitan tentang nilai pendidikan multikulrtural
berdasarkan analisis antara Pancasila dengan Piagan Madinah.

c. Penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi yang positif bagi
penulis khususnya agar bisa mengetahui lebih dalam tentang keterkaitan
antara nila pendidikan multikulrtural antara Pancasila dengan Piagan
Madinah, sehingga diharapkan hasil penelitian ini mampu menjadi
tambahan khazanah kepustakaan yang bisa membantu penditian
selanjutnya.

2. Manfaat praktis
Penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan referensi bagi
para pembaca berkaitan dengan nila pendidikan multikultura antara

Pancasila dan Piagam Madinah. sehingga nantinya akan didapatkan

pemahaman yang utuh dan sempurna terkait nilai multikultural antara
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pancasila dengan Piagam Madinah. Kemudian nilai-nilai tersebut dapat
diimplementasikan pada suatu lembaga pendidikan teramasuk Pendidikan

Agamalslam (PAI).

E. Originalitas Penelitian

Penelitian ini merujuk dua penelitian sebelumnya berkenaan dengan kajian
pendidikan multikultural yakni penelitian dari Rohil Zilfa mahasiswa UIN
Maliki Malang jurusan Pendidikan Agama Islam lulusan tahun 2008 yang
penelitiannya berjudul “Pendidikan Multikultural (Studi Komparasi Pemikiran
H.A.R Tilaar dan Said Nursi)” dimana hasil penelitian tersebut adalah bahwa
dalam inti pendidikan multikultural disebutkan bahwa tiga hal; demokrasi,
humanisme dan pluralisme adalah ruhnya. Dengan demikian pendidikan
sebagal wadah siswa memahami aspek-aspek tersebut harus benar-benar
mampu memfasilitasi peserta didik untuk mempelajari, memahami dan
menerapkan indikator dari ketiga hal tersebut. Sedangkan penelitian terdahulu
kedua adalah penelitian dari Osep Zam Zam Mubarok mahasiswa UIN Maliki
Malang Jurusan Pendidikan Agama Islam lulusan tahun 2008 berjudul
“Konsep Pendidikan Islam Multikultural Menurut M Amin Abdullah” dimana
hasil penelitian tersebut adalah bahwa dalam pendidikan Islam, multikultural
sangat penting untuk diterapkan, hal ini untuk mengantisipas redlitas
kemgjemukan yang ada dalam masyarakat, membantu mewujudkan
perdamaian atau toleransi di tengah-tengah kemajemukan masyarakat.

Adapun perbandingan dua penelitian sebelumnya dengan penelitian yang

sedang peneliti lakukan sebagaimana tertera dalam tabel berikut:
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Tabe 1
Perbandingan Dengan Penelitian Terdahulu
Nama
Pendliti,
Judul, Orignilitas

No Bentuk, Persamaan Perbedaan Pendlitian

Pener bit,
dan Tahun

1 | Rohil Zilfa, Kesamaan Hal yang Fokus penelitian
Pendidikan penelitian mebuat ini lebih mengarah
Multikultural | penédliti dari penelitian kepada upaya
(Studi penelitian Rohil | peneliti untuk
Komparasi Zilfaadalah berbeda membandingkan
Pemikiran keduanya dengan nilai
H.A.R Tilaar | membahas penelitian multikulturalisme
dan Said terkait nilai- Ronhil Zilfa di pendidikan
Nursi), nilai dari adalah cara multikultural pada
Skripsi, FITK | pendidikan andisisdalam | duakonstitusi;
UIN Maliki, | multikultural. melakukan Pancasila yang
2008 Hal lain yang komparasi bercorak

membuat kedua | dimanadalam | nasionalis dan
penelitian sama | penelitian Piagam Madinah
adalah metode | pendliti lebih | yang dianggap
yang digunakan | condong ke islamis
dimana analisis histori
keduanya mengingat
menggunakan penelitian
metode peneliti
komparas berkaitan
mengingat dengan
keduanya peristiwa
menggunakan sementara
dua objek dalam | penelitian
judul penelitian. | Rohil Zilfa
berkaitan
dengan
pemikian
tokoh.

2 | Osep Zam Kesamaan Teknik Kajian pendidikan
Zam penelitian ini pembahasan dalam penélitian
Mubarok, dengan yang ini cenderung
Konsep penelitian Ozep | digunakan, bersifat pendidikan
Pendidikan Zam keduanya | dimanadalam | islam
Islam membahas penelitian ini multidisipliner
Multikultural | terkait teknik korelasi | yang diharapkan
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Menurut M pembahasan dan mampu menyel ami
Amin multikultura perbandingan | seluruh ruang
Abdullah, yang yang kehidupan
Skrispsi, dihubungkan diunggulkan termasuk dalam
FITK UIN dengan kgjian sementara kajian
Maliki Islam, dalam multikultural yang
Malang, 2008 | sepertihalnya penelitian dihubungkan
multikultural Osep Sam dengan kajian ke-
yang tanpa ada Indonesiaan.
dihubungkan unsur korelasi
pada Piagam perbandingan.
Madinah dalam
penelitianini.

Berdasar kepada dua penelitian terdahulu diatas berkaiatan dengan
penelitian yang peneliti lakukan ini terdapat ha baru yang tidak dibahas
dalam dua penelitian sebelumya dimana penelitian ini memadukan tiga kajian
yakni; pendidikan multikultural yang merupakan produk barat (Amerika),
Pancasila (Indonesia) serta Piagam Madinah (Islam/Arab, kemudian
merelevansikannya dengan kgjian Pendidikan Agama Islam (PAL).

Defenisi Operasional

Guna mempermudah pemahaman dan kejelasan tentang arah penulisan
dalam skripsi ini maka peneliti memaparkan definisi yang tertera dalam judul
pembahasan.

1. Nilal, bahwa nilai itu pada hakekatnya adalah sifat dan kualitas yang
melekat pada suatu objek, dimana pemunculan sifat terse but merupakan
hasil kongket dari fitrah manusia sebagai mahluk yang mampu berfikir
untuk mengembangkan potens dirinya.

2. Pendidikan multikultural, merupakan sebuah konsep atau gagasan baru

dalam dunia pendidikan sebagai suatu kepercayaan dan penjelasan yang
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mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis didalam
membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, serta identitas pribadi.

. Pancasila, berasal dari bahasa Sansekerta dari Indiayakni Panca dan Syila.
Panca berarti lima dan Syila berarti sendi, alas, atau dasar, sebuah
konstitusi yang berisi lima dasar bangsa Indonesia yang secara yuridis
terbentuk usai Indonesia memperoleh kemerdekaan pada 17 Agustus 1945
oleh Panitia Persigpan Kemerdekaan Indonesia (PPK1).

. Piagam Madinah, adalah sebuah konstitusi tertulis pertama Islam yang
berisikan tentang aturan bermasyarakat di Madinah baik muslim maupun
non muslim yang dipelopori Nabi Muhammad SAW.

. Relevans adalah sesuatu yang mempunyai kecocokan atau hubungan
maupun keterkaitan dengan suatu objek lainnya, sehingga adanya
hubungan tersebut mampu menimpulkan dampak bagi suatu objek
tertentu.

. Pendidikan Agama Islam, adalah usaha sadar yang dan terencana yang
dilakukan seorang pendidik untuk mengembangkan potensi peserta didik
dalam penghayatan nilai-nilai 1slam guna mewujudkan insan kamil yang
mampu berperan sebagai hamba Allah atau pun sebagai mahluk sosial.

Berdasarkan pada pengertian dari beberapa istilah diatas dapat
disimpulkan bahwa penelitian yang berjudul “Nilai  Pendidikan

Multikultural pada Pancasila dan Piagam Madinah serta Relevansinya

terhadap Pendidikan Agama Islam (PAI)” sebuah langkah yang dilakukan

peneliti dalam pemahaman tentang sebuah nilai pendidikan multikultural
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yang terkandung pada Pancasila dan Piagam Madinah kemudian nilai
tersebut direlevansikan terhadap Pendidikan Agama Islam (PAI) guna
sebagal pengembangan Pendidikan Agama Islam (PAI) ke depan sesuai

dengan perkembangan zaman.

G. Sistematika Pembahasan.

Pembahasan dalam skrips ini dibagi kepada beberapa bab. Secara
umum terdiri dari beberapa bagian yaitu pembahasan teoritis dan pembahasan
empiris. Dari dua pokok bahasan tersebut, kemudian penulis menjabarkan
menjadi enam bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Pada bab ini penulis membagi pokok bahasan menjadi sub-sub
bahasan, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitian, sistematika penelitian, ruang lingkup dan batasan masalah, serta
definisi operasional.

Bab I1: Kajian Pustaka

Bab ini merupakan pondasi awal peneliti dalam melakukan penelitian
ini, mengingat pada bab ini terdapat beberapa sub-sub bahasan yang menjadi
acuan teoritis berkaitan dengan tema nilai pendidikan multikultural pada
Pancasila dan Piagam Madinah. Adapun sub-sub bahasan pada bab ini
berkaitan dengan nilai pendidikan multikultural antara lain; hakekat
pendididikan multikultural, konsep pendidikan multtikultural, tujuan dan peran
pendidikan multikultural, serta nilai pendidikan multikultural. Sedangkan sub-

sub bahasan yang berkaitan dengan Pancasila antara lain; pengertian Pancasila,
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kronlogi lahirnya Pancasila, nilai dasar Pancasila. Sementara sub-sub bahasan
yang berkaitan dengan Piagam Madinah antara lain sebagai berikut; pengertian
Piagam Madinah, kronologi munculnya Piagam Madinah, serta nilai dasar
Piagam Madinah.

Bab I11: Metodologi Penditian.

Pada bab ini meliputi beberapa pembahasan sebagai berikut; pendekatan
dan jenis penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis
data, pengecekan keabsahan temuan, hingga prosedur penelitian.

Bab 1V: Paparan Data dan Temuan Penelitian

Bab ini merupakan pemaparan tentang berbagai data yang ditemukan
dalam proses penelitian terkait nilai pendidikan multikultural pada Pancasila
dan Piagam Madinah. Dengan kata lain melalui bab ini diuraikanlah sebuah
hasil tentang penelitian secara umum sebelum hasil penelitian tersebut dikupas
pada bab V berdasarkan rumusan masalah yang ditetapkan sebelumnya.
Bab V: Pembahasan Hasil Penelitian

Pembahasan tentang berbagai data dan temuan penelitian yang telah
dikemukakan pada bab 1V kemudian dianalisis berdasarkan rumusan masalah
yang telah ditetapkan sebelumnya pada bab |I. Dengan kata lain pada bab V ini
akan diuraikan tentang bagaimana nila pendidikan multikultura pada
Pancasila dan Piagam Madinah, selain itu perbandingan keduanya juga akan

dibahas secara mendalam pada bab kelimaini.
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Bab VI: Penutup

Pada bab terakhir ini memuat dua tiga bahasan. Pertama kesimpulan
dimana pada sub bab ini akan diuraikan tentang sebuah kesimpulan dalam
penelitian ini, dimana melalui sub bab ini akan diuraikanlah secara sistematis
dan lengkap hasil penelitian mulai dari rumusan masalah, tujuan penelitian,
hasil yang diperoleh, hingga dissmpulkan dalam sebuah kesimpulan. Kedua
implikasi penelitian, dimana melalui sub bab ini diuraikanlah sebuah paparan
terkait konsekuensi logis dari ssmpulan penelitian bailk secara teori maupun
praktis. Dengan kata lain temuan baru atau hasil penelitin akan memiliki
impilkasi pada subjek yang diteliti. Ketiga saran-saran yang berisi pesan-pesan
dari peneliti kepada berbagai pihak berdasar pada temuan penelitian yang telah

disimpulkan.
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BAB 11

KAJIAN PUSTAKA

A. Hakekat Pendididkan Multikultural
1. Pengertian Pendidikan Multikultural

Sebelum berbicara tentang pendidikan multikultural secara
kesatuan maka kita perlu memahami pengertian Pendidikan dan
Multikultural secara terpisah agar dapat membantu dalam memahami secara
utuh apa sesungguhnya Pendidikan Multikultural. Pertama Pendidikan,
secara Etimologis istilah pendidikan dinisbatkan pada istilah “Pedagogi”
dalam bahasa Inggris, dimana istilah “Pedagogi” sendiri berasal dari istilah
Yunani “Pedagogia” yang berarti pergaulan pada anak-anak. Selain isitilah
“Pedagogia” dalam kamus bahasa Yunani juga dikenal istilah
“Paedagogos” yang merupakan gabungan dua kata, “Paedos” yang berarti

anak dan “Agoge”.yang berarti saya membimbing atau memimpin.°
Mencuplik perkataan Ki Hajar Dewantara dalam kongres Taman
Siswa di tahun 1930 menyebutkan bahwa pendidikan mempunyai arti upaya
untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, pikiran, dan tubuh anak,’
dimana ketiganya tidak boleh dipisah-pisahkan bagian masing-masing agar
dapat memajukan kesempurnaan hidup peserta didik. Argumen bapak
pendidikan nasional diatas ternyata mendapat afirmasi dari undang-undang

sistem pendidikan nasional tahun 2003 dimana dikatakan bahwa Pendidikan

®Choirul Mahfud, Pendidikan Multikultural, (Pustaka Pelajar:Yogyakarta,2014), HIm 32
" Ibid, HIm 33
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merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar
dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangakan
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian
diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia. Serta keterampilan yang
diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.® Melalui penjelasan dari
UU SIDIKNAS diatas yang perlu digaris bawahi yaitu bahwa pendidikan
merupakan sebuah aktifitas terencana yang dilakukan dengan penuh
kesadaran dan tanggung jawab baik dari pendidik sebagai orang yang
mentransfer atau peserta didik sebagai sasaran dari proses pendidikan.
Mencuplik perkataan Dede Rosyada bahwa hakekat pendidikan
adalah proses pembelajaran yang tidak hanya pemberian pengetahuan,
melainkan aktivitas untuk membangun kesadaran, kedewasaan, dan
kemandirian, serta pembebasan merupakan tujuan inti pendidikan.®
Argumen mantan Rektor IAIN Jakarta (sekarang menjadi UIN Syarif
Hidayatullah) tersebut menujukkan bahwa pendidikan tidak hanya berperan
sebagai transfer of knowledge, akan tetapi disisi lain juga berperan sebagai
building of character, dimana melalui pendidikan diharapkan mampu
membentuk peserta didik memiliki karakter individu yang dewasa dan
mandiri. Opini dari Dede Rosyada diatas mendapat afirmasi dari Ali
Maksum (2011), ia sependapat dengan Dede Rosyada yang mengatakan
bahwa pendidikan bukan sekedar proses memindah ilmu pengetahuan dari

pendidik kepada peserta didik pendidikan dimaknai sebagai proses

,UUD No.20 Tahun 2003 tentang SIKDIKNAS, (Bandung:Citra Umbara,2003), HIm 3

° Dede Rosyada, dkk ,Op.Cit, HIm 17
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mentransfer nilai (transfer of values) dan kerja budaya yang menuntut
kreativitas peserta didik untuk menjadi manusia sejati. *°

Istilah kedua adalah multikultural (multicultural) yang secara
Etimologi berasal dari bahasa Inggris yakni multi yang berarti banyak,
aneka, atau beragam dan cultural yang berarti budaya atau kebudayaan.!!
Dengan kata lain multikultural merupakan suatu penyebutan keadaan
dimana terdapat bermacam-macam budaya dalam keadaan tersebut. Akan
tetapi yang perlu dipahami bahwa budaya disini bukanlah dipahami secara
sempit, melainkan sebagai dialektika manusia terhadap kehidupannya.
Dilektika ini akan melahirkan banyak wajah dalam sebuah tatanan
kehidupan seperti sejarah, pemikiran, bahasa, adat, dan lain sebagainya.

Pada kamus bahasa Inggris yang dikeluarkan oleh Oxford Unniversity,

kebudayaan diartikan sebagai “culture” yang berarti perkembangan
pemikiran (mind) dan kerohanian (spirit) sekelompok manusia, melalui
latihan dan pengalaman. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI), kebudayaan adalah keseluruhan pengetahuan manusia sebagai
mahluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta
pengalamannya dan yang menjadi pedoman tingkah laku manusia.*?

Dede Rosyada memberikan pengertian sendiri terkait dengan apa itu
kebudayaan atau kultur, menurutnya kebudayaan adalah pengetahuan

manusia sebagai mahluk sosial yang isinya adalah perangkat-perangkat atau

10 Ali Maksum, Pluralisme dan Multikulturalisme Paradigma Baru Pendidikan Agama Islam,
(Aditya Media Publishing:Malang, 2011), HIm 8

" Ibid, HIm 143

12 EX Warsito Djoko, Multikulturalisme, (Jakarta: PT Indeks, 2009), HIm 22
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model-model pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh pendukung-
pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi
dan digunakan sebagai rujukan atau pedoman untuk bertindak.*

Sementara itu Parsudi Suparman memberikan pandangan lain terkait
apa itu multikultural. Menurut Parsudi multikultural mempunyai arti
kebudayaan, namun ia memberikan sudut pandang lain terkait kebudayaan.
Parsudi tidaklah mengkomentari kebudayaan sebagai suatu produk manusia
namun ia lebih memandang pada sisi fungsi kebudayaan sebagai pedoman
manusia.'*

Dalam konteks ke-Indonesiaan, multikultural dipahami sebagai
kebhinekaan yang berarti perbedaan. Istilah bhineka sendiri berasal dari
bahasa Sanseketa yang terdapat dalam kitab Soetasoma karya Mpu Tantular.
Melalui Kkitab tersebut, Mpu Tantular menguraikan pandangannya terkait
perbedaan antara paham Siwaisme dan Buddhisme, namun rumusan
Bhineka Tunggal Ika yang diungkapkan dalam kitab tersebut mempunyai
makna keragaman yang universal, bukan lagi terbatas pada paham Siwaisme
dan Buddhisme.

Setelah memahami pengertian pendidikan dan multikultural secara
terpisah barulah kita memahai pendidikan multikultural dalam konteks
kesatuan. Meminjam pendapat Andersen dan Cusher, bahwa pendidikan
multikuktural dapat diartikan sebagai pendidikan mengenai keragaman

kebudayaan. Kemudian James Banks mendefinisikan pendidikan

3 1bid, HIm 30
4 Ali Maksum, Op.Cit, HIm 143
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multikultural sebagai pendidikan untuk people of colour. Artinya,
pendidikan multikuktural ingin mengeksplorasi perbedaan sebagai
keniscayaan dan sunnatullah. Kemudian, bagaimana kita mampu menyikapi
perbedaan tersebut dengan penuh toleran.’® Sementara itu Muhaemin el
Ma’hady berpendapat bahwa secara sederhana pendidikan multikultural
dapat didefinisikan sebagai pendidikan tentang keragaman kebudayaan
dalam meresponi perubahan demografis dan kultural lingkungan masyarakat
tertentu.

Kemudian Hilda Hernandez melengkapi opini tentang pengertian
dari pendidikan multikultural, menurutnya pendidikan multikultural
merupakan perspektif yang mengakui realitas politik, sosial, dan ekonomi,
yang dialami oleh masing-masing individu dalam pertemuan manusia yang
kompleks dan beragam secara kultur, dan merefleksikan pentingnya budaya,
ras, seksualitas dan gender, etnisitas, agama, status sosial, ekonomi, dan
pengecualian-pengecualian dalam proses pendidikan. Dengan kata lain
bahwa ruang pendidikan sebagai media transformasi ilmu pengetahuan
(transfer of knowledge) hendaknya mampu memberikan nilai-nilai
multikulturalisme dengan cara saling menghargai, menghormati atas realitas
yang beragam (plural), baik latar belakang maupun basis sosio budaya yang
melingkupinya.®®

Sementara Syafig Mughni dalam memberi pengantar buku Choirul

Mahfudz (2014) “Pendidikan Multikultural” ia menyimpulkan bahwa

1> Choirul Mahfud, Pendidikan Multikultural, (Yogyakarta: Pusataka Pelajar, 2005), HIm 175
'® Ibid, HIm 176
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pendidikan multikultural dirumuskan sebagai wujud kesadaran tentang
keanekaragaman kultural, hak-hak asasi manusia, serta pengurangan atau
penghapusan berbagai jenis prejudise untuk membangun suatu kehidupan
yang adil dan maju. Selain itu tokoh yang pernah menjadi rektor Universitas
Muhammadiyyah Sidoarjo tersebut menambahkan bahwa pendidikan
multikultural merupakan suatu strategi untuk mengembangkan kesadaran
atas kebanggaan seseorang kepada bangsanya (the pride in one’s home
nation.)

Simpul Kkata, istilah pendidikan multikultural menggambarkan isu-
isu dan problematika pendidikan yang berkaitan dengan masyarakat
multikultural. Lebih jauh ia juga mencakup pengertian tentang
pertimbangan terhadap kebijakan dan strategi pendidikan dalam masyarakat
multikultural. Pendidikan multikultural merupakan suatu konsep, ide,
gagasan sebagai suatu kepercayaan dan penjelasan yang mengakui dan
menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis didalam membentuk gaya
hidup, pengalaman sosial, serta identitas pribadi. Dengan kata lain
pendidikan multikultural merupakan suatu media untuk mengintegrasikan
berbagai perbedaan budaya, ras, agama, yang ada disuatu wilayah sehingga
hasil integrasi tersebut dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan suatu
kelompok, sehingga perbedaan budaya dalam suatu wilayah tidak berujung
pada suatu konflik. Bagi Indonesia sendiri kehadiran pendidikan

multikultural merupakan formula terbaru untuk menyikapi keaneka ragaman
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budaya yang berada di Indonesia baik itu berupa hasil cipta, karsa, karya,
maupun rasa.
Kemunculan Gagasan Pendidikan Multikultural

Pada awal kemunculannya pendidikan multikultural sendiri tiada
lain merupakan gerakan sosial sebagai wujud perlawanan akan ketidak
adilan. Hal ini mengacu menurut pendapat Fredrick J. Baker pendidikan
multikultural adalah gerakan reformasi yang didesain untuk mengubah
lingkungan pendidikan secara menyeluruh sehingga peserta didik yang
berasal dari kelompok ras dan etnik yang beragam memiliki kesempatan
yang sama untuk memperoleh pendidikan di sekolah, pendidikan tinggi, dan
universitas. Opini dari Fredrick diatas mendapat penguat dari Francisco
Hidalgo yang menyatakan bahwa pendidikan multikultural merupakan
pembelajaran yang bebas dari rasisme, seksisme, serta bentuk-bentuk
dominasi sosial dan intoleran lainnya. Dengan demikian melalui pendidikan
multikultural diharapkan nantinya akan mampu menciptakan tatanan sosial
yang humanis, toleran, dan pluralis sehingga pada akhirnya akan membawa
suatu masyarakat menjadi masyarakat yang beradab.

Kembali ke istilah multikultural, jika ditelusuri dari perspektif
kronlologis kemunculan istilah tersebut ternyata istilah multikultural pada
pendidikan multikultural dinisbatkan pada gagasan multikulturalisme,
sebuah ideologi atau faham yang menjunjung tinggi kepluralan budaya pada
suatu daerah. Faham multikultural memandang budaya merupakan fitrah

bawaan setiap insan yang terlahir di dunia ini sehingga kebebasan berkarya
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menurut budaya masing-masing menjadi hal yang perlu dijunjung dan
dihormati.

Perspektif historis mengatakan bahwa gagasan multikulturalisme
pertama kali muncul di Amerika sekitar tahun 1950-an diawali dengan
adanya gagasan Melting Pot yang dikembangkan oleh J. Hector yang
menekankan penyatuan budaya dan melecehkan budaya asal, sehingga saat
itu Amerika hanya memiliki satu budaya baru yakni budaya Amerika yang
kebudayaannya di dominasi oleh kaum imigran berkulit putih dengan
budaya WASP (White, Anglo Saxon, and Protestan), yakni kebudayaan
putih (white) dari bangsa yang berbahasa inggris (Anglo Saxon), dan yang
beragama Protestan.*’

Kegagalan konsepsus Melting Pot dalam menghadapi masyarakat
yang majemuk pada akhirnya mendorong beberapa tokoh semacam Horrace
Kallen mengambangkan sebuah konsepsus baru yang bernama Salad Bowl.
Berbeda dengan Melting Pot yang melelehkan budaya asal dalam
membangun budaya baru yang dibangun dalam keragaman, teori Salad
Bowl atau yang dikenal sebagai teori gado-gado tidak menghapus budaya
asal, justru kultur lain di luar WASP diakomodir dengan baik dan masing-
masing memberikan kontribusi untuk membangun budaya Amerika sebagai
sebuah budaya nasional.

Ketika WASP berkuasa di Amerika sekikat sehingga tak jarang

terjadi diskriminasi sosial terhadap kaum non-WASP, tak jarang diantara

7 Ali Maksum, Op.cit, HIm. 156
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mereka yang dipekerjakan sebagai buruh kasar diberbagai perusahaan dan
industri. Tidak hanya pada bidang perekonomian, diskriminasi juga terjadi
di bidang lainnya seperti bidang pendidikan yang membuat golongan non-
WASP harus menjadi orang kedua. Umumya mereka justru kebanyakan dari
bangsa Amerika sendiri seperti kelompok Indian dan kelompok Chicano
yang berkulit hitam. Kemudian pada akhir abad ke-20 dipelopori dari
kelompok Asia-Amerika mulailah dikembangkan berbagai praktik
pendidikan yang berusaha untuk menggaet kelompok suku bangsa yang
didominiasi kaum WASP ditengah masyarakat yang bersifat Melting Pot.
Peristiwa tersebut menandai awal kemunculan gagasan Multiculturalism di
Amerika sebagai kelanjutan dari konsepsus sebelumnya semacam Melting
Pot maupun Salad Bowl. Konsep multiculturalism menekankan
penghargaan dan penghormatan terhadap hak-hak minoritas, baik dilihat
dari segi etnik, agama, ras hingga warna kulit.

Kemunculan istilah muktikulturalisme pada tahun 1950-an
diperkuat dengan pernyataan Longer Oxford Dictionary yang
mengemukakan bahwa istilah multiculturalism berasal dari kata
multicultural. Kamus ini merujuk kalimat surat kabar Kanada, Montreal
Times yang menggambarkan masyarakat Montreal sebagai masyarakat
multikultural dan multilingual. *®
Gagasan multikulturalisme yang mengatas namakan kesederajatan

kian menguat di Amerika sekitar tahun 1970-an usai diskriminasi terhadap

18 1bid, HIm 157
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golongan kulit hitam kian menggila di tahun 1960-an. Ali Maksum (2011)
mencuplik tulisan Nieto (1992) dan Reed (1997) yang mengemukakan
bahwa Kketika itu adalah marak-maraknya penyebaran konsep
multikulturalisme yang mengatasnamakan kesederajatan dan humanisasi
melalui bentuk pengajaran dan pendidikan di berbagai sekolah.'® Gagasan
multikulturalisme kian menguat seiring kemunculan teori sosiologi Feminis
yang membungkam suara sebagian kaum wanita. Ditahun berikutnya
banyak kelompok wanita minoritas yang berdarah Afrika-Amerika dan
Amerika latin mulai mengeluhkan kehadiran teori feminis yang hanya
terbatas untuk kaum wanita berkulit putih.?°

Meskipun menurut perspektif histori istilah  multikultural
dinisbatkan pada konsep multikulturalisme yang berasal dari Amerika, bagi
Indonesia sendiri istilah multikultural sebenarnya telah melekat dalam diri
bangsa Indonesia. Konsep Bhineka Tunggal Ika (Berbeda-beda akan tetapi
tetap satu) yang dinisbatkan pada kitab Negarakertama karangan Empu
Prapanca di zaman kerajaan Majapahit membuktikan bahwa gagasan
multikulturalisme telah lahir di Indonesia bahkan sebelum gagasan tersebut
mencuat di Amerika.

3. Tujuan dan Peran Pendidikan Multikultural

Pada pertengahan 2002, sebuah jurnal antropologi mengdakan

symposium internasional yang bertemakan “Membangun kembali Indonesia

yang bhineka tunggal ika menuju masyarakat multikultural”. Symposium

¥ 1bid, HIm 158
2 1bid, HIm 152
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ini menghasilkan konsep penting, bahwa keragaman budaya dalam sebuah
komunitas besar (bangsa) merupakan sebuah keniscayaan yang tidak bisa
terelakkan. Sebgaiamana dikatakan Gus Dur, kebudayaan sebuah bangsa
pada hakikatnya adalah kenyataan yang majemuk atau pluarlistik.?! Dengan
demikian sebuah bangsa tentulah tidak akan berkembang peradabannya
apabila tingkat pluralistasnya kecil. Begitu juga dengan sebuah bangsa yang
besar perbedaan kebudayaannya, akan menjadi kerdil bila ditekan secara
institusional, tindakan semacam itu akan merusak nilai-nilai yang ada dalam
budaya itu sendiri, akhibatnya konflik sosial merupakan hal yang
mengancam bila hal tersebut terjadi dalam suatu sisem sosial. Berlandaskan
hal inilah pendidikan multikultural diharapkan menjadi tawaran solusi
dalam mengtasi permasalahan-permasalahan sebagaimana tersebut diatas.
Pendidikan Multikultural merupakan kunci penting untuk memahami
realitas kehidupan. Realitas kehidupan merupakan hasil kontruksi. Dari
sinilah pendidikan Multikutural menyandang predikat yang sangat urgen
dalam sebuah struktur sosial masyarakat. Pendidikan multikultural
diharapkan mampu mengawal keaneka ragaman budaya-budaya yang
terdapat dalam suatu bangsa, dimana setiap budaya-budaya tersebut lahir
dari suku bangsa yang tentu berbeda satu sama lain.

Pendidikan multikultural menjadi suatu keniscayaan, karena
kondisi sosial budaya bangsa dan negara Indonesia yang sangat beragam.

Indonesia merupakan negara yang sangat luas dengan jumlah penduduk

2L 1bid, HIm 91

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



30

yang besar dan dengan budaya yang sangat beragam. Situs Wikipedia
mencatat bahwa Negara Indonesia dihuni sekitar 200 juta penduduk yang
tersebar kurang lebih dari 13.000 pulau. Wilayah Indonesia tersusun atas 33
propinsi, 440 kabupaten/kota, 5.263 kecamatan, serta 62.806 desa. Terdapat
puluhan suku bangsa dengan adat istiadat yang berbeda, dan lebih dari 660
bahasa daerah yang digunakan oleh penduduk Indonesia. Sejumlah 293.419
satuan pendidikan (SD/MI, SMP/MTs,SMA/MA) di Indonesia tersebar di
berbagai wilayah, total 51,3 juta siswa dan 3,31 juta guru.

Dalam konteks pendidikan, bahwa semua persoalan dalam
masyarakat akan dapat diperbaiki melalui proses pendidikan. Artinya
kegagalan masyarakat adalah kegagalan pendidikan dan sebaliknya. Dengan
demikian, dalam mengatasi segala problematika masyarakat sebaiknya
dimulai dari penataan secara sistemik dan metodologis dalam pendidikan.
Salah satu komponen. Untuk memperbaiki realitas masyarakat, perlu
dimulai dari proses pembelajaran yang luwes dan dinamis. Pendidikan
multikultural sendiri merupakan sebuah gagasan baru dalam dunia
pendidikan dimana dalam gagasan ini peranan masyarakat yang multi akan
budaya menjadi hal yang ditekankan.

Dalam memahami terkait tujuan dan kegunaan dari pendidikan
multikultural tidaklah terlepas dari konsep multikultural sebagai sebuah
ideologi, atau yang dikenal dengan sebutan multikulturalisme. Ali Maksum

(2011) memberikan pemahaman terkait multikulturalisme, menurutnya
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multikulturalisme merupakan sebuah ideologi yang berperan sebagai alat

untuk meningkatkan derajat manusia dan kemanusiaannya.?

Tujuan pendidikan dengan berbasis multikultural dapat
diidentifikasi menjadi empat hal antara lain:

a. Untuk memfungsikan peranan sekolah dalam memandang keberadaan
siswa yang beraneka ragam.

b. Untuk membantu siswa dalam membangun perlakuan yang positif
terhadap perbedaan kultural, ras, etnik, kelompok keagamaan.

c. Memberikan ketahanan siswa dengan cara mengajar mereka dalam
mengambil keputusan dan keterampilan sosialnya.

d. Untuk membantu peserta didik dalam membangun ketergantungan
lintas budaya dan memberi gambaran positif kepada mereka mengenai
perbedaan kelompok.

4. Konsep Pendidikan Multikultural.

Dalam buku “Paradigma Pendidikan Universal”, Ali Maksum
menggambarkan bahwa bangsa Indoensia merupakan bangsa yang
masyarakatnya sangat majemuk atau pluralis. Kemajukan Bangsa Indonesia
dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu horizontal dan vertical. Dalam
perspekif horizontal, kemajemukan bangsa Indonesia dapat dilihat dari
perbedaan agama, etnis, bahasa daerah, geografis, pakaian, dan budayanya.

Sementara dalam perspektif vertikal, kemajemukan bangsa Indonesia dapat

22 Ali Maksum,Op.cit, HIm 143
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dilihat dari perbedaan tingkat pendidikan, ekonomi, pekerjaan, dan tingkat
sosial budayanya.?®

Kemajemukan tersebut memang memiliki dampak positif dimana
melalui kemajemukan pada bangsa Indonesia pada akhirnya mampu
memperkaya bangsa Indonesia. Akan tetapi pada sisi lain juga menimbulkan
dampak negatif, dimana kemajemukan merupakan salah satu faktor utama
pemicu terjadinya konflik baik konflik itu bersifat individu dengan individu
ataupun konflik antar kelompok sosial. Hal ini jika dibiarkan berlarut-larut
tentu akan melahirkan distabilitas keamanan hingga pada akhirnya
membawa menuju disintegrasi sosial yang dapat merusak kesatuan bangsa
Indonesia. Oleh karena itulah diperlukan paradigma baru untuk menyikapi
berbagai multinya suatu kebudayaan. Pendidikan multikultural sendiri
merupakan salah satu alternatif untuk menahan laju konflik yang
ditimbulkan oleh perbedaan budaya yang terdapat pada suatu bangsa.

Perlu ditekankan bahwa kita tidak bisa menerima konsep pendidikan
multikultural yang deskripif yaitu hanya sekedar mengakui adanya
pluralitas budaya dari suku-suku bangsa di Indonesia. Disamping pengakuan
atas pluralitas tersebut kita juga mempunyai suatu tugas yaitu mewujudkan
kebudayaan Indonesia yang dimiliki oleh suatu negara bangsa.

Dalam melaksanakan pendidikan multikultural ini  mesti
dikembangkan prinsip solidaritas, yakni kesiapan untuk berjuang dam

bergabung dalam perlawanan demi pengakuan perbedaan yang lain.

2 Choirul Mahfud, Op.cit, HIm 184
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Solidaritas menuntut kita agar meluapakan upaya-upaya penguatan identitas,
melainkan menuntut Kita agar berjuang demi dan bersama yang lain.

Perlu disadari bersama bahwa pendidikan multikultural tidak hanya
sebatas “merayakan keragaman”. Akan tetapi pendidikan multikultural lebih
tepat diarahkan sebagai advokasi untuk menciptakan masyarakat yang
toleran. Berbicara terkait toleran sendiri seringkali dikaitkan dengan istilah
toleransi beragama yang memunyai arti sikap hormat menghormati antar
pemeluk agama yang berbeda-beda dan antar pemeluk satu agama yang
berlainan aliran untuk mengakulturasikan suatu ajaran agama dan
pemahaman keagamaan dalam kehidupan sehari-hari demi Kkelestarian
kerukunan hidup bermasyarakat.

Mengutip dari argument Choirul Mahfud bahwa pendidikan

multikultural biasanya memiliki beberapa ciri-ciri, antara lain:**

a. Pendidikan multikultural bertujuan untuk membentuk “manusia
berbudaya” dan menciptakan “masyarakat berbudaya”.

b. Materinnya mengajarkan nilai-nilai luhur kemanusiaan, nilai-nilai
bangsa, dan nilai-nilai kelompok etnis.

c. Metode yang digunakannya demokratis, yang menghargai aspek-aspek
peradaban da keberagaman bangsa dan kelompok etnis.

d. Evaluasinya ditentukan pada penilaian terhadap tingkah laku anak didik

yang meliputi persepsi, apresiasi, dan tindakan terhadap budaya lainnya.

24 Choirul Mahfudz, Op.Cit, HIm 187
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5. Nilai Pendidikan Multikultural

Berbicara tentang nilai pendidikan multikultural tentulah terlebih
dahulu harus mengetahui tentang apa sesungguhnya nilai itu sendiri. Hal ini
dibutuhkan untuk menjadi dasar pijakan dalam memahami terkait nilai pada
pendidikan multikultural. Istilah nilai seringkali dihubungkan dengan
konsep lainnya, atau pun dikaitkan dengan sebuah statement. Konsep nilai
ketika dihubungkan dengan logika menjadi benar-salah, ketika dihubungkan
dengan estetika menjadi indah-jelek, dan ketika dihubungkan dengan etika
menjadi baik-buruk. Tapi yang pasti nilai merupakan sebuah kualitas bukan
sebuah kuantitas. Louis Katsoff mengatakan bahwa nilai adalah kualitas
empiris yamg tidak bisa didefinisikan, namun kenyataan bahwa nilai tidak
dapat didefiniksikan tidak berarti nilai tidak bisa dipahami.*®

Dikaitkan dengan sebuah kegiatan, menilai berarti menimbang,
suatu kegiatan untuk meghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain
kemudian untuk selanjutnya diambil suatu keputusan. Keputusan itu sendiri
adalah suatu nilai yang dapat menyatakan berguna atau tidak berguna, benar
atau tidak benar, baik atau tidak baik, dan seterusnya. Kegiatan penilaian
sendiri tentulah berhubungan dengan unsur indrawi manusia sebagai subjek
penilai, yaitu unsur jasmani, rohani, akal, rasa, serta kepercayaan. Nilai
bersumber pada budi yang berfungsi mendorong dan mengarahkan sikap
dan perilaku manusia. Oleh karena itulah Alport mengidentifikasikan nilai-

nilai yang terdapat pada kehidupan masyarakat pada enam macam, yaitu:

Abdul Latif,Pendidikan berbasis nilai kemasyarakatan,(Bandung: PT Refika

Aditama,2007), HIm 69
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nilai teori, nilai ekonomis, nilai estetika, nilai sosial, nilai politik, serta nilai
religi.

Abdul Latif (2007) mengatakan bahwa ada tiga cara untuk
memperoleh sebuah nilai. Pertama, yaitu dengan cara pencarian kebenaran
dan keutamaan melalui filsafat, yakni melalui cara berfikir kontemplatif
(paradigm logis-abstrak). Melalui filsafat seseorang akan bisa menemukan
makna dari sesuatu yang abstrak. Hal ini dikarenakan filsafat mampu
mengoptimalkan fungsi akal untuk mendeskripsikan makna yang belum
dijelaskan pada suatu ilmu pengetahuan. Kedua, nilai diperoleh melalui
paradiga berfikir logis-empiris. Paradigma ini merupakan paradigma ilmu
pengetahuan yang memerlukan bukti nyata dalam menguji kebenaran dan
keutamaan suatu hal. Nilai yang diperoleh melalui cara ini banyak
mengungkapkan kebenaran teoritik karena ditempuh melalui cara berfikir
ilmiah. Ketiga, perolehan nilai melalui hati dan fungsi rasa, cara ini tidak
lagi menyertakan pertimbangan logis (filsafat) atau logis-empiris (ilmu
pengetahuan). Hal ini dikarenakan nilai atau pengetahuan yang terlahir
melalui cara ini masuk melalui pintu intuisi dan bersarang pada keyakinan
hati. Model perolehan nilai ini dilakukan melalui cara penggambaran batin
pada wilayah supra-logis.?®

Melalui pembahasan panjang lebar terkait hakekat sebuah nilai
dapat disimpulkan bahwa nilai merupakan sebuah sifat yang melekat pada

objek tertentu, dimana pemunculan sifat terse but merupakan hasil kongket

% Abdul Latif, Op.Cit, HIm 74
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dari fitrah manusia sebagai mahluk yang mampu berfikir untuk
mengembangkan potensi dirinya. Kemunculan sebuah nilai pada objek
tertentu tentulah dipengaruhi oleh efektifitas sebuah objek tertentu ditengah-
tengah sistem sosial, seberapa besar objek tersebut berpengaruh pada
tatanan sistem sosial yang terdiri dari beraneka ragam norma dan budaya.
Sebagaimana contoh di Indonesia bahkan di berbagai negara, korupsi
seringkali dianggap masyarakat menyandang nilai tindak kejahatan sosial.
Penafsiran masyarakat akan nilai kejahatan pada korupsi tentulah
dipengaruhi oleh pengaruh sifat dari korupsi yang seringkali merugikan
kepentingan umum, hingga pada akhirnya beberapa kalangan memutuskan
untuk men-justice bahwa korupsi mengandung nilai kejahatan sosial.
Melekatnya sebuah nilai pada tindak korupsi juga berlaku pula bagi
pendidikan multikultural yang juga merupakan sebuah objek bagi manusia
sebagai subjek kehidupan. Guna memahami apa nilai dasar pendidikan
multikultural tentulah harus memahami pula efektifitas perkembangan
pendidikan multikultural ditengah-tengah sistem sosial masyarakat,
seberapa besar pendidikan multikultural mendapat sambutan positif oleh
kelompok sosial. Oleh karena itulah memahami akan hakekat pendidikan
multikultural secara utuh baik latar belakang kemunculannya, tujuan dan
peranannya, hingga gagasan dan ide yang terkandung didalamnya menjadi
hal terpenting untuk mendapati sebuah nilai dasar dari pendidikan

multikultural.
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Berdasarkan pada perkembangan pendidikan multikultural
ditengah sistem sosial masyarakat, Rohil Zilfa dalam penelitiannya
pendidikan multikultural (Studi Komparasi Pemikiran H.A.R Tilaar dan
Said Nursi) mengatakan bahwa ada tiga nilai dasar dari multikulturalisme
yang menjadi ruh dalam pengembangan pendidikan multikultural, ketiga
nilai dasar tersebut antara lain:?’

a. Nilai Demokrasi

Tinjauan etimologis mengatakan bahwa istilah demokrasi
berasal terdiri dari dua kata yang diambil dari bahasa yunani, “demos”
yang berarti rakyat atau penduduk pada suatu tempat, dan “Cratein”
atau “Cratos” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Penggunaan
istilah demokrasi sendiri seringkali dikaitkan dengan permasalahan
terkait sistem politik khususnya politik pemerintahan, dibuktikan
dengan banyaknya pakar tokoh dunia yang mengartikan demokrasi
sebagai sebuah sistem politik pemerintahan guna mendobrak sistem
monarki pemerintahan. Sepertihalnya yang di paparkan Joseph A
Schmeter yang mengatakan bahwa demokrasi merupakan suatu
perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana
individu-individu  memperoleh  kekuasaan untuk  memperoleh
kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara
rakyat.”® Mencuplik perkataan Dede Rosyada yang menyimpulkan

bahwasahnya hakekat demokrasi mengandung tiga hal utama, Pertama

2" Rohil zilfa, Pendidikan Multikultural -Studi Komparasi Pemikiran H.A.R Tilaar dan Said Nursi,
(Skripsi, FITK UIN Maliki, 2008), Abstrak.
%8 Dede Rosyada, dkk, Op.cit, HIm 110
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pemerintah dari rakyat (Government of the people), Kedua pemerintah
oleh rakyat (Government by people), Ketiga pemerintah untuk rakyat
(Government for people).?®

Meskipun demokrasi dinisbatkan pada rana sistem politik
pemerintahan bukan berarti istilah demokrasi melepaskan diri dari
unsur rana sosial, mengingat sistem politik merupakan sebagian kecil
dari objek kajian sosial masyarakat. Demokrasi merupakan pandangan
hidup kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara sebagai
perwujudan nyata dari fitrah manusia yang pada pada dasarnya setiap
individu dengan individu lain menyandang status yang sama.

Kembali kepembahasan tentang demokrasi, Nurcholish Madjid
menegaskan bahwa demokrasi bukanlah berarti kata benda tetapi
merupakan kata kerja yang mengandung makna sebagai proses
dinamis,® oleh karena itu demokrasi haruslah diupayakan guna
mengembangkan nilai dasar yang menjadi fitrah manusia. Dengan kata
lain pendidikan multikultural merupakan sarana pengembangan nilai
dari demokrasi itu sendiri.

Selain berperan sebagai pengembang nilai demokrasi, secara
tersirat kemunculan pendidikan multikultural sendiri tiada lain
dipengaruhi oleh proses dari gagasan demokrasi itu sendiri.
Sebagaimana dikatakan diawal bahwasahnya adanya konsepsus

pendidikan multikultural secara kronologis historis dipengaruhi oleh

2 1bid, HIm 111
% 1bid, HIm 113
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gagasan sosial bernama multiculturalism yang membawa prinsip
pengakuan dan persamaan berbagai budaya termasuk kelompok
minoritas. Melalui gerakan multiculturalism inilah pada akhirnya
perlahan-lahan mampu memberi angin segar bagi kelompok-kelompok
minoritas di  Amerika untuk berperan aktif di berbagai bidang
kehidupan termasuk bidang politik pemerintahan.

Nilai Humanisme

Humanisme berasal dari dua kata, Human yang berarti manusia
dan isme yang menyandang arti aliran atau ideologi, dengan demikian
humanisme merupakan sebuah gagasan “memanusiakan manusia”
dimana gagasan ini memandang lahirnya manusia bersatatus merdeka
serta setara dalam martabat dan hak. Nilai kedua inilah yang menjadi
latar belakang utama kemunculan gagasan multiculturalism yang pada
akhirnya dikembangkan dalam kajian pendidikan multikultural.

Tragedi “menganak tirikan” golongan non-WASP di Amerika
sekitar tahun 1950-an secara tidak langsung merusak konsep dasar
manusia yang pada hakikatnya lahir berstatus merdeka dan memiliki
hak sama. Hingga pada akhirya “pelencengan fitrah manusia”
sebagaimana diatas membuat beberapa tokoh pemikir Amerika untuk
membuat gebrakan sosial untuk merubah paradigma Melting Pot di
Amerika pada saat itu, gagasan inilah yang pada akhirnya berkembang

menjadi gagasan multikulturalisme.
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Nilai Pluralisme.

Secara etimologi pluralisme berasal dari dua kata yakni plural
yang berarti majemuk, ganda, atau jamak serta isme yang berarti
gagasan, aliran, atau ideologi, dengan kata lain pluralisme merupakan
sebuah gagasan tentang keberagaman suatu hal dalam sebuah sistem
sosial masyarakat baik itu budaya, adat, agama, dan lain sebagainya. Di
Indonesia sendiri istilah pluralisme dikembangkan oleh tokoh nusantara
“Nurcholis Madjid” dimana menurutnya pluralisme merupakan suatu
landasan sikap positif untuk menerima kemajemukan semua hal dalam
kehidupan sosial dan budaya, termasuk agama.*! Maksud dari sikap
positif disini mengandung arti sikap untuk bersikap aktif dan bijaksana
dalam menghadapi berbagai keberagaman.

Berbicara tentang istilah pluralisme pada konteks ke-
Indonesiaan seringkali terdapat berbagai kontroversi mengiringi
perkembangan gagasan tersebut. Pluralisme seakan-akan seperti teroris
yang harus dijauhi dan dirusak, mengingat istilah tesebut lahir dari
kalangan bangsa barat yang seringkali dianggap sebagai bangsa sekuler.
Bahkan MUI (Majlis ‘Ulama Indonesia) pernah berfatwa bahwa
pluralisme merupakan paham yang sesat yang membahayakan dan
harus dijauhi, mengingat MUI sendiri dalam berfawa mengacu pada
anggapannya terhadap arti Pluralisme yang menurutnya pluralisme

mengajarkan bahwa semua agama itu benar karena kesemua agama

% Ali maksum, Op.cit, HIm 78
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mengarah menuju ke kebaikan. Bagi MUI anggapan ini tiada lain
bertentangan dengan nilai agama islam yang melarang untuk tidak
mengaduk-aduk nilai agama Islam dengan agama lainnya sepertihalnya
dijelaskan dalam QS. Al Kafirun terkait pelarangan keimanan ganda.

Padahal jika dicermati secara mendalam sebenarnya konsep
pluralisme sendiri tidaklah bertentangan dengan nilai-nilai yang
diajarkan dalam agama islam. Bahkan konsep pluralisme merupakan
jembatan dalam pengaplikasian nilai-nilai agama Islam, mengingat
agama Islam sendiri merupakan agama sosial. Hal ini diketahui dari
sejarah Nabi Muhammad SAW saat beliau berdakwah di Madinah,
dalam menghadapi kemajemukan Madinah atas suku bangsa dan agama
Rasulullah SAW tidak pernah menolaknya dan menganggapnya salah.
Bahkan Rasulullah SAW berusaha untuk senantiasa merangkul semua
unsur-unsur di Madinah seperti halnya tampak melalui Piagam Madinah
yang merupakan kesepakatan bersama masyarakat Madinah.

Gagasan pluralisme semakin compatible dengan ajaran Islam
seiring kecocokannya dengan konsep toleransi. Syekh Qardhawi
memberikan pemahaman terkait toleransi, menurutnya toleransi adalah
sikap menghormati dan menghargai adanya perbedaan-perbedaan, baik
pendapat, pemikiran, agama, dan adat istiadat (budaya) guna
membangun hubungan baik dengan sesama manusia (hablum

minannas).*> Pemahaman dari Syekh Qardhawi diatas tentulah

%2 A. llyas Ismail, Toleransi Agama, Republika Khazanah, Rabu 27 Mei 2015, HIm 25
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berkesinambungan dengan gagasan pluralisme, dimana keduanya

mengajarkan untuk saling menghargai perbedaan.

Dalam agama Islam Nabi Muhammad SAW seringkali
memberikan contoh begitu banyak tentang bagaimana cara hidup
berdampingan secara baik dengan orang lain. Gelar “Al-Amin” yang
diberikan pada Rasulullah oleh orang Quraish membuktikan bahwa
contoh yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW bukanlah omong
kosong belaka. Sebagaimana diceritakan oleh hadist yang diriwayatkan
oleh Bukhari dan Muslim yang artinya:

“Pada suatu hari, Rasulullah ditemani banyak sahabat. Tiba-tiba,
lewat jenazah diantar menuju pemakaman. Rasulullah berdiri,
seperti member hormat. Disampaikan kepada beliau bahwa
jenazah tersebut orang Yahudi yang tak pantas memperoleh
penghormatan. Namun Nabi balik bertanya, “Alaisat Nasfan
(Bukankah dia manusia) ?” (HR Bukhari dan Muslim)

Dikaitkan dengan agama Islam, nilai-nilai yang terkandung pada
pendidikan multikultral sendiri tidaklah bertentangan jauh dengan nilai-nilai
Islam dalam hal berhubungan dengan sesama manusia. Hal ini dikarenakan
Islam sendiri menganggap bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha
Esa dalam kondisi yang bermacam-macam dan beranekaa ragam., hal ini
bertujuan agar manusia senantiasa saling mengenal satu sama lain. Adapun

nilai-nilai Islam yang terkandung pada pendidikan multukultural sebagai

berikut:
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Prinsip persamaan (Al Musawah)
Prinsip ini memberi sebuah isyarat bahwa perbedaan yang timbul
pada lingkungan sosial masyarakat bukan menjadi penyebab membedaa-

bedakan seseorang. Hal ini tertuang dalam QS. Al Hujurat: 13

Ji35 Cpnt Jw‘ﬁﬁwﬁwﬂv*bl [
s (»LEZCMQ\ (&mmu;ﬁs—;@ 1333664

“ Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari
seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu
berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-
mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu
disisi Allah ialah orang yang paling tagwa diantara kamu.
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal “ (QS.
Al Hujurat: 13)

Prinsip keadilan (Al-Adalah)

Dalam pendidikan multikultural prinsip keadilan merupakan hal
yang vital keberadaannya. Hal ini disebaabkan karena pendidikan
multiklutural sendiri senaantiasa berusaha menyama ratakan keadilan
bagi berbagai kelonpok-kelompok sehingga tidak aka nada perilaku
etnosentrisme maupun primordialisme. Hal ini sesuai dengan QS Al

Maidah: 8:

P
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“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang
yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi
dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap
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sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku
adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah
kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang
kamu kerjakan” (QS. Al-Maidah: 8)

c. Prinsip perdamaian (As-Salam)

Pendidikan multikulural sendiri merupakan model pendidikan yang
berperan sebagai media unuk menciptakan perdamian dimuka bumi,
mengingat adanya pendidikan multikiltural diharapkan mampu
mengembangkan nilai-nilai toleransi. Hal ini sesuai dengan QS. Al Anfal

61:

A
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S

Dan jika mereka condong kepada perdamaian, Maka
condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah.
Sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha
mengetahui.” (QS. Al Anfal:61)

E' J')

B. Hakekat Pancasila
1. Pengertian Pancasila
Berbicara terkait Pancasila tentulah kita dituntut untuk memahami

pengertian dari Pancasila itu sendiri. Hal ini bertujuan sebagai penjajakan
awal dalam memahami arti dari pancasila itu sendiri, sehingga nantinya
diharapkan akan didapat sebuah pemahaman yang utuh terkait hakekat
Pancasila. Secara Etimologi Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta dari

India yakni Panca dan Syila. Panca berarti lima dan Syila berarti sendi, alas,
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atau dasar, Syila sendiri selain bertarti dasar juga mempunyai arti sebuah
peraturan tingkah laku yang baik.*

Menurut Ngudi Astuti penggunaan istilah Pancasila telah dikenal
sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad XI1V. Hal ini dibuktikan dengan
ditemukannya istilah “Pancasila” pada kitab Negara Kertagama dan kitab
Sutasoma karya Empu Prapanca dan Enpu Tantular. Dalam kitab Sutasoma,
selain terdapat istilah Pancasila yang diartikan “berbatu sendi yang lima”
juga terdapat istilah Pancasila yang mempunyai arti “pelaksanaan kesusilaan
yang lima” yaitu sebagai berikut:

a. Panatipada veramani sikhapadam samadiyani artinya tidak boleh
membunuh.

b. Dinna dana veramani sikhapadam samadiyani artinya tidak boleh
mencuri.

c. Kameschu micchacara veramani sikhapadam samadiyani artinya tidak
boleh berzina.

d. Musawadah veramani sikhapadam samadiyani artinya tidak boleh
berbohong dan berdusta.

e. Sura meraya masjja pamada tikana veramani artinya tidak boleh mabuk.

Dalam Kkitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca yang

ditulis tahun 1365 juga ditemukan penggunaan istilah Pancasila yakni

#Ngudi Astuti,Pancasila dan Piagam Madinah, (Jakarta: Media bangsa,2012), HIm 33
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“Yatnaggegawani Pancasyiila kertasangkarbbhisekaka karma” yang
artinya raja menjalankan dengan setia kelima pantangan (Pancasila).>
Sementara Pancasila sebagai dasar negara diperoleh dari alinea
kempat pembukaan UUD 1945 dan sebagaimana tertuang dalam
memorandum DPR-GR 9 Juni 1966 yang menandaskan Pancasila sebagai
pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dan dipadatkan oleh PPKI
atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar Negara Republik Indonesia.
Memorandum DPR-GR itu disahkan pula oleh MPRS dengan ketetapan
No.XX/MPRS/1966, dan  dikuatkan  dengan  ketetapan = MPR
No.V/IMPR/1973 dan No.IX/MPR/1978 yang menegaskan kedudukan
Pancasila sebagai sumber dari segala hukum atau sumber dari tertib hukum
di Indonesia, dimana didalamnya terdapat lima azas utama sebagai pijakan
bangsa Indoensia, lima azas tersebut antara lain:
a. Ketuhanan Yang Maha Esa
b. Kemanusiaan yang adil dan beradab
c. Persatuan Indonesia
d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan perwakilan.
e. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Kronologi Lahirnya Pancasila
Berbicara mengenai asal mula Pancasila maka tidak bisa

dilepaskan dengan segi history bangsa Indonesia dimana bangsa Indonesia

3 1bid, HIm 34
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sendiri merupakan salah satu dari beberapa negara di dunia yang menderita
karena dijajah oleh bangsa-bangsa maju seperti Inggris, Belanda, Portugis,
Jepang, dan lain sebagainya. Latar belakang inilah yang pada akhirnya
mampu mendorong beberapa tokoh nasionalis sebagai wakil seluruh bangsa
Indonesia untuk berjuang meraih sebuah kemerdekaan dan kebebasan yang
sejati, hingga pada akhirnya lahirlah Pancasila sebagai dasar pijakan bangsa
Indonesia dalam mengarungi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Munculnya Pancasila tidak serta merta muncul begitu saja, akan
tetapi kehadiran Pancasila ditengah-tengah bangsa Indonesia muncul melalui
proses yang panjang. Presiden Soeharto mengemukakan “ bahwa adanya
Pancasila secara formal memang lahir usai proklamasi dikumandangkan, akan
tetapi jauh sebelum itu bangsa Indonesia telah memiliki unsur-unsur
Pancasila, bahkan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari”.*®
Perkataan presiden kedua Indonesia tersebut jika kita fikirkan ternyata ada
benarnya juga. Sejak Indonesia berada pada zaman kerajaan Mataram,
kerajaan Majapahit, kerajaan Sriwijaya, atau pada zaman kerajaan Islam
seperti Samudra Pasai, Demak, Banten bangsa Indonesia telah mengenal akan
nilai-nilai ketuhanan yang mereka implementasikan dalam kehidupan sehari-
hari, hal ini dibuktikan dengan banyaknya bangunan candi-candi, atau masjid-
masjid kuno sebagai perwujudan nilai-nilai ketuhanan bangsa Indonesia.
Bahkan nilai kepercayaan terhadap nilai-nilai ketuhanan sebenarnya juga

telah ada sebelum agama Hindu masuk ke nusantara, dimana pada masa

Kabul Budiyono, Pendidikan Pancasila untuk perguruan tinggi,(Bandung:

Alfabeta,2009),HIm 29
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tersebut masyarakat Indonesia memilki kepercayaan Animisme dan
Dinamisme. Pada masa itu pula masyarakat Indonesia menganggap bahwa
benda-benda keramat, atau roh-roh leluhur mempunyai kekuatan.

Dipandang dari segi historis kemunculan Pancasila sebagai azas
tunggal bangsa Indonesia berkaitan erat dengan peristiwa menjelang
berakhirnya berakhirnya perang dunia kedua. Dalam akhir perang dunia
Jepang semakin terpukul tatkala Uni Soviet menyatakan perang terhadap
Jepang, sehingga perjanjian untuk tidak saling menyerang antara jepang dan
Uni Soviet yang disepakati sebelum perang dunia kedua tidak lagi berlaku.
Akhibat hal tersebut pada akhirnya Jepang harus menghadapi musuh dari
berbagai penjuru, Inggris di daratan Asia, Amerika di bagian pasifik,
sedangkan Uni Soviet dari arah utara. Bahkan tentara sekutu telah
mendaratkan pasukannya di Tarakan, Balikpapan dipimpin oleh jenderal
MacArthur, selain membuat kedudukan jepang terjepit, juga berpengaruh
terhadap keputusan dan sikapnya terhadap Indonesia.*®

Peristiwa sebagai mana diatas menyebabkan Jepang khawatir akan
munculnya pemberontakan dari bangsa Indonesia mengingat pada saat itu
bangsa Indonesia gencar-gencarnya untuk mengobarkan semangat anti
penjajah. Situasi ini menyebabkan perdana menteri Jepang, Koiso mengambil
siasat untuk meredam sikap perlawanan bangsa Indonesia dimana ia
berencana untuk memberikan janji kemerdekaan pada bangsa Indonesia.

Selain bertujuan untuk meredam semangat nasionalisme bangsa Indonesia,

Zainul Milal Bizawie, Laskar Ulama —Santri & Resolusi Jihad, (Jakarta:Pustaka Kompas,
2014), HIm.157
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sikap perdana menteri Koiso tersebut juga bertujuan untuk meraih simpati
dari rakyat Indonesia yang dapat mereka manfaatkan untuk keperluan perang
melawan blok sekutu.

Kekalahan jepang diperang pasifik membuat jepang berfikir licik
untuk memanfaatkan rakyat Indonesia dengan mendirikan panitia khusus
untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, mereka pun mengundang tiga
tokoh Soekarno, Hatta, Dr. Radjiman Widyodiningrat ke Dalat Vietnam
untuk menemui Marsekal Terauci guna membahas kemerdekaan Indonesia.®’

Janji perdana menteri Jepang sebagaimana diatas, diimplementasikan
dalam sebuah badan bentukan Jepang bernama BPUPKI (Badan penyelidik
usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia) atau dalam bahasa Jepang
disebut Dokuritsu Jumbi Coosakai pada tanggal 1 Maret 1945 yang
diumumkan oleh Seikko Shikikan Letjen Kumakichi Harada. BPUPKI sendiri
memiliki tujuan utama yaitu mempelajari dan menyelidik segala sesuatu yang
terkait dengan pembentukan Negara Indonesia yang merdeka.

Susunan BPUPKI terdiri atas sebuah badan peundingan dan kantor
tata usaha dimana untuk badan pertimbangan terdiri ketua (kaico), dua wakil
ketua (fuku kaico) dan 60 anggota (iin). Adapun ketua BPUPKI sendiri adalah
Dr. KRT. Radjiman Wedyodiningrat dari kalangan elit priyai. Sementara para
tokoh nasionalis semacam Ir. Soekarno, Moh. Hatta, KH. Wahid Hasyim

dijadikan pihak Jepang sebagai anggota BPUPKI.

3" Musrifah Sunarto, Sejarah Peradaban Islam, (Radawali Press: Jakarta, 2005), HIm 46
% 1bid, HIm 158
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Mansyur Suryanegaara menengarai bahwa sikap Jepang membentuk
BPUPKI tidak lebih sebagai upaya untuk memunculkan kesan bahwa Jepang
telah bisa mengerti aspirasi umum rakyat Indonesia mengenai tuntutan
kemerdekaan. Bersamaan dengan adanya langkah ini maka Jepang melakukan
upaya terhadap kemungkinan munculnyaa perlawanan fisik dari para rakyat.*

Tidak terpilihnya Ir. Soekarno, KH. Wahid Hasyim, dan Abi Kusho
Tjokrosuyoso sebagai ketua BPUPKI menguatkan indikasi adanya upaya licik
Jepang untuk mengatur badan tersebut. Akan tetapi berperan menjadi anggota
justru membuat beberapa tokoh nasionalis semisal Ir. Soekarno lebih leluasa
dalam alur kerja badan tersebut.

BPUPKI bekerja cepat menyelenggarakan berbagai sidang untuk
mencari rumusan yang tetap serta disepakati mengenai dasar dan bentuk
negara jika kemerdekaan bagi Indonesia itu kelak terwujud. Sidang BPUPKI
ini terbagi ke dalam dua periode, Pertama adalah pada 29 Mei — 1 Juni 1945
yang mengagendakan terkait masalah ideologi negara, sementara kedua
adalah pada 10-14 Juni 1945 tentang konstitusi negara.

Sidang pertama diselenggarakan selama tiga hari, dari tanggal 29 Mei-
1 Juni 1945 dengan mengajukan tiga pembicara yakni Moh. Yamin, Dr.
Supomo, dan Ir. Soekarno. Mereka secara bergantian memaparkan
pemikirannya terkait dasar negara didepan forum.

Dalam kesempatan pertama berpidatonya, Moh Yamin mengemukakan

lima azas dasar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, adapun lima azas

%9 Kabul Budiyono,Op.Cit, HIml 39
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tersebut yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri
kerakyatan, dan peri kesejahteraan rakyat. Sementara pada sidang kedua yang
diselenggarakan pada 31 Mei giliran Prof. Soetomo berpidato mengemukakan
gagasannya terkait dasar negara. Dalam kesempatan ini Soepomo
mengajukan pemikirannya tentang dasar negara Yyaitu: persatuan,
kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat.
Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945 giliran Ir. Soekarno mengemukakan
gagasannya tentang dasar negara. Berbeda dengan dua pidato sebelumnya
yang menguraikan pandangan tentang dasar negara, dalam kesempatan ini
Soekarno selain menguraikan panjang lebar tentang dasar negara, Soekarno
juga memberikan nama untuk dasar negara yang diuaraikannya itu dengan
istilah “Pancasila”, hal ini dikarenakan terdapat lima prinsip dasar dalam
pemikiran dan uraiannya tersebut. Selain dinamakan Pancasila, rumusan Ir
Soekarno tersebut juga dikenal dengan Trisila dan Ekasila.*® Adapun kelima
prinsip dasar tersebut yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau
perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, serta
ketuhanan Yang Maha Esa. Sejak saat inilah tiap tanggal 1 Juni 1945
diperingati sebagai Hari lahirnya Pancasila.**

Meskipun belum didapatkan rumusan baku mengenai dasar negara,
namun dalam sidang pertama seluruh anggota BPUPKI telah mendapat
gambaran umum tentang dasar negara yang dinilai tepat dan sesuai. Oleh

karena itulah dibentuklah sebuah panitia kecil berjumlah delapan orang yang

* Ngudi Astuti, Op.Cit, HIm 24
# Zainul Milal Bizawie,Op.Cit. HIm 160
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meliputi: ketua yang dipegang oleh Ir. soekarno, dan tujuh orang anggota
yakni Moh. Hatta, Sutardjo Kartohadikusumo, KH. Wahid Hasyim, Ki Bagus
Hadikusumo, Otto Iskandar Dinata, Moh. Yamin, serta AA. Maramis. Panitia
kecil berjumlah delapan orang tersebut memiliki tugas untuk menampung
saran, usul, serta konsep negara dari para anggotanya yang nantinya akan
diserahkan ke secretariat BPUPKI.

Dalam sidang kedua BPUPKI pada 10 Juli 1945, ketua panitia kecil,
Ir. Soekarno melaporkan kepada kepala BPUPKI bahwa mereka pada tanggal
22 Juni telah mengadakan pertemuan dengan 38 anggota BPUPKI yang
menjadi anggota Cuo Sangi-in dimana dalam pertemuan tersebut disepakati
terbentuknya sebuah panitia lagi yang dinamakan “Panitia Sembilan” yang
terdiri atas Ir. Soekarno, Mohammad hatta, Moh. Yamin, Ahmad Soebardjo,
AA. Maramis, Abdul Kahar Mudzakir, KH. Wahid Hasyim, H. Agus Salim,
dan Abikusno Cokrosuyoso.*?

Dari serangkaian diskusi dan pertemuan Panitia Sembilan dihasilkan
rumusan yang menggambarkan maksud dan tujuan dari pembentukan negara
Indonesia merdeka dalam sebuah preambule yang dinamakan Piagam Jakarta
(Jakarta Charter) pada 22 Juni 1945.Rumusan kolektif dari dasar negara
Indonesia yang merdeka itu adalah:*

a. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi
pemeluk-pemeluknya.

b. Kemanusiaan yang adil dan beradab.

*2 Ibid, HIm 161
* Ngudi Astuti, Op.Cit, HIm 25
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c. Persatuan Indonesia.

d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat Kkebijaksanaan dalam
permusyawaratan perwakilan

e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rumusan Piagam Jakarta sebagaimana diatas merupakan cikal
bakal isi Pancasila sebagaimana sekarang. Hanya saja terdapat perbedaan
pada poin pertama, dimana poin pertama inilah yang memicu perdebatan
sengit antara golongan Nasionalis, golongan muslim, serta golongan
Kristiani.

Pada tanggal 11 Juli 1945, panitia perancang mencapai kesepakatan
bulat dengan menyetujui isi preambule Piagam Jakarta. Pada sidang
berikutnya yang dilaksanakan tanggal 12 Juli 1945, Soekarno selaku ketua
Panitia Sembilan melaporkan kepada pimpinan BPUPKI tentang tiga hasil
kerja kepanitiaan yakni Pernyataan kemerdekaan Indonesia, Pembukaan
Undang-undang ,dan undang-undang dasar sendiri (Batang tubuh). Namun
sebelum konsep Piagam Jakarta tersebut disahkan pada 12 Juli, munculah
masalah yang serius. Masalah tersebut bermula ketika muncul aspirasi dari
kelompok minoritas non muslim dari Indonesia timur kepada Mohammad
Hatta yang menyatakan agar sebelum undang-undang dasar itu disepakati
sebaiknya dilakukan perubahan dalam poin pertama Piagam Jakarta. Mereka
menghendaki perubahan pada redaksi poin pertama Piagam Jakarta yakni
“kewajiban menjalankan syariat islam bagi para pemeluk-pemeluknya”,

bahkan pada saat itu muncul isu jika poin pertama Piagam Jakarta

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



54

dipertahankan maka akan berdiri pula negara Kristen Indonesia di wilayah
Indonesia Timur.*

Perdebatan poin pertama Piagam Jakarta sebagaimana diatas sangat
menguras waktu dan pikiran,. Hingga pemerintah Jepang membubarkan
BPUPKI untuk menggantinya dengan PPKI (Panitia persiapan kemerdekaan
Indonesia) atau Dokuritzu Jumbi Inkai pada 7 Agustus 1945, perdebatan
poin pertama ini masih berlangsung, bahkan saat proklamasi
dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945.%

Atas kepedulian dan melihat adanya potensi perepecahan ketika
negara belum mencapai kemerdekaannya itu maka beberapa Panitia
Sembilan mencari jalan tengah yang dapat diterima sehingga negara
Indonesia tidak harus bubar dan terpecah belah sebelum negara resmi
terbentuk. Dalam situasi inilah perwakilan kaum Islam, KH. Wahid Hasyim
dan perwakilan kaum nasionalis, Ir. Soekarno menunjukkan kontribusi yang
sangat mengesankan guna mencegah terjadinya perpecahan tersebut.

Kedua tokoh tersebut begitu intens sekalius berusaha
memaksimalkan pengaruh dan kemampuannya untuk berupaya keras
mencari titik temu. Salah satu usaha dari mereka adalah pengadaan beberapa
konsultasi dengan anggota PPKI lainnya semacam Ki Bagus Hadikusumo,
AA. Maramis, H. Agus Salim, dan lain sebagainya. Akhirnya setelah
tercapainya beberapa kompromi dan konsultasi dengan para tokoh lainnya

didapatlah kesepakatan untuk mengubah azas pertama Piagam Jakarta yang

# zainul Milal Bizawie, Op.Cit, HIm 163
* Ibid, HIm 164
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dinilai memenuhi kepentingan semua pihak, kemudian menggantinya
dengan redaksi “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai pengganti dari tujuh
kata poin pertama Piagam Jakarta. Kesepakatan inilah yang pada akhirnya
dijadikan dasar falsafah bangsa Indonesia hingga sekarang yang dikenal
dengan “Pancasila”.
. Lima Sila Pancasila

Sebagaimana dijelaskan diawal bahwasahnya istilah Pancasila
merupakan gabungan dari dua istilah bahasa Sansekerta, Panca yang berarti
lima dan Sila yang mengandung arti dasar, sendi, pijakan, atau landasan.
Dengan demikian “Pancasila” merupakan lima dasar yang menjadi pijakan
seluruh rakyat Indonesia dalam hidup berbangsa dan bernegara.

Pandangan kaufalsafah ke-Indonesiaan memang menganggap
bahwa kehadiran Pancasila bukanlah hal yang baru, sepertihalnya anggapan
Soekarno yang menganggap kelima sila Pancasila digali berdasarkan
falsafah kehidupan bangsa Indonesia. Akan tetapi berdasarkan pandangan
kronologis historis, kemunculan lima sila sebagaimana yang tertera dalam
Pancasila sekarang tiada lain merupakan kesepakatan dari kontrak sosial
antara perwakilan kaum nasionalis, Islamis, dan kristiani yang tergabung
dalam wadah BPUPKI dan PPKI. Anggapan yang mengatakan bahwa
Pancasila merupakan sebuah kontrak sosial datang dari As’ad Said Alj, ia
merujuk pada pidato Soekarno pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945 dimana

Soekarno mengatakan:*®

*® As’ad Said Ali, Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan bangsa, (Jakarta:LP3ES,2009), HIm 17
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Kita bersama-sama mencari persatuan philosophische grondslag,
mencari weltanschauung yang kita semua setuju. Saya katakan lagi
setuju, yang saudara Yamin setujui,yang Ki Bagoes setujui, yang Ki
Hajar setujui, yang saudara Sanoesi setujui, yang saudara Abikoesno
setujui, yang saudara Lim Koen Hian setujui, pendeknya kita semua
mencari satu modus. Tuan Yamin, ini bukan compromise, tetapi kita
bersama-sama mencari satu hal yang kita bersama-sama setujui.
Eksistensi Pancasila sebagai kontrak sosial semakin terlihat ba’da
“Deklarasi Jakarta”, ketika itu beberapa tokoh kristiani dari Indonesia Timur
menolak lima sila hasil rancangan Tim Sembilan dalam Deklarasi Jakarta
(Jakarta Charter). Ketidak setujuan beberapa tokoh kristiani semacam
Maramis disebabkan pengesahan sila pertama Pancasila, "Ketuhanan,
dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.
Oleh karena itulah Seokarno, Moh Hatta mewakili kaum nasionalis bersama
golongan islamis yang dipimpin oleh K.H Wahid Hasyim berunding untuk
menentukan sikap terkait ketidak setujuan beberapa kalangan atas hasil
Piagam Jakarta, hingga akhirnya disepakatilah mengganti sila pertama hasil
piagam Djakarta dengan redaksi baru yang lebih merakyat, “Ketuhanan
Yang Maha Esa”. Semenjak saat itulah lima sila Pancasila ditetapkan
sebagai dasar pilar kebangsaan Indonesia, berikut lima sila Pancasila hasil
revisi Piagam Jakarta:
a. Ketuhanan Yang Maha Esa
Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung suatu pengertian,
kepercayaan, dan keyakinan dari bangsa Indonesia tentang adanya Tuhan

Yang Maha Esa, yang maha tunggal. Oleh karena itulah bangsa

Indoensia percaya bahwa sila Ketuhanan Yang maha Esa akan
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memberikan bimbingan dalam segala gerak cara dan wujud masyarakat
yang makmur dan berkeadilan sosial yang dicita-citakan. Sila pertama ini
dianggap sebagai sumber pokok dari nilai-nilai kehidupan bangsa
Indonesia, termasuk sumber pokok atau norma dasar dari segala norma-
norma dalam sosial masyarakat.*” Dengan demikian pengakuan bagsa
Indonesia terhadap hak-hak asasi manusia pada hakekatnya bersumber
pada nilai-nilai yang terdapat dalam sila pertama Pancasila “ketuhanan
Yang Maha Esa”.
b. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
Perlu diketahui bahwa perkataan “kemanusiaan” dalam sila kedua
ini menunjukkan ciri-ciri khas atau identitas manusia itu sendiri, seperti
sifat manusia sebagai mahluk yang berakal dan berbudi yang memiliki
kemampuan cipta, rasa, dan karya, dan sifat yang luhur.*® Semenara itu
“adil” dan “beradab” sendiri merupakan wujud kongret dari nilai-nilai
kemanusiaan yang terdapat pada mansuia (Indonesia). Adil berarti
memberikan bantuan orang lain apa yang menjadi haknya dan tahu apa
haknya sendiri. Beradab artinya memiliki adab, memiliki sopan santun,
memiliki susila, dengan kata lain ada kesediaan untuk menghormati
bangsa lain.*
c. Nilai Persatuan pada sila Persatuan Indonesia
Makna persatuan hakekatnya adalah satu, yang artinya bulat,

tidak terpecah. Dalam sila keiga ini tercermin nilai-nilai persatuan dan

*" Kabul Budiyono, Op.Cit, HIm 144
*8 Ibid, Hlm 147
* Sunoto, Op.Cit, HIm 4
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kesatuan, dengan kata lain sila ini tidak menghendaki adanya perpecahan
baik sebagai bangsa, maupun sebagai negara.

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan perwakilan.

Istilah “kerakyatan” berarti bahwa yang berdaulat atau yang
berkuasa adalah rakyat. Dalam bahasa lain kerakyatan disebut demokrasi
yang berasal dari bahasa Yunani “Demos” yang berarti rakyat dan
“Kratos” yang berarti berdaulat.”® Sila kerakyatan ini merupakan sendi
penting dari asaz kekeluargaan, karena Pancasila sendiri tidaklah lahir
dari sumber asing, akan tetapi digali dari sifat kepribadian Indonesia,
yaitu kekeluargaan yang harmonis, di.mana terdapat adanya
keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan
keseluruhan atau masyarakat.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Sila keadilan ini berarti bahwa keadilan tersebut berlaku di segala
bidang kehidupan masyarakat, baik materil maupun spiritual. Maksudnya
adalah bahwa setiap orang Indonesia mendapat perlakuan yang adil, baik
dibidang hukum, politik, sosial, ekonomi, pendididkan kebudayaan, dan
bidang-bidang yang lain. Adapun perwujudan dan pelaksanaan dari
keadilan sosial sendiri tidak bisa dilepaskan dari tujuan dan cara-cara
mencapai tujuan tersebut. Salah satu jalan yang dipandang paling ampuh

dalam mengupayakan adanya nilai keadilan adalah melalui azas

%0 Sunoto,0p.Cit, HIm 5
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kekeluargaan yang selaras/harmonis, hal ini disebabkan karena
kekeluargaan merupakan azas yang digali dari sifat-sifat kepribadian
bangsa Indonesia sendiri.
C. Piagam Madinah
1. Pengertian Piagam Madinah

Piagam Madinah atau dalam bahasa Arab disebut Shahifatul
Madinah merupakan sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad
SAW yang merupakan perjanjian formal antara dirinya dengan semua suku-
suku dan kaum-kaum di Yastrib (Madinah) pada tahun 622 M.>! Melalui
Piagam tersebut Nabi Muhammad SAW mencoba membangun paradigma
masyarakat Yastrib berkenaan dengan nilai-nilai humanisme, toleransi,
demokrasi, dan  persamaan hak asasi, mengingat  Yastrib
(sekarang;Madinah) merupakan daerah yang multi kultur dengan berbagai
suku bangsa, bani, kabilah, hingga agama. Kondisi inilah yang pada
akhirnya seringakali memunculkan berbagai perselisihan antara penduduk
Yastrib, puncaknya yaitu terjadinya peperangan antara bani ‘Aus dan bani
Khasraj.

Setelah kedatangan Nabi Muhammad SAW dengan rumusan Piagam
Madinahnya Yastrib perlahan-lahan berubah menjadi kota yang berbudaya
dan beradab. Sebagaimana diungkapkan oleh Jamaluddin Sarur, seorang
guru besar sejarah Islam di Universitas Kairo dimana ia menyatakan bahwa

peraturan yang terangkum dalam Piagam Madinah pada akhirnya menjadi

5! Ngudi Austi, Op.Cit, HIm 239
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sebuah sendi utama bagi terbentuknya persatuan dan kesatuan bagi segenap
warga Yastrib (Madinah) yang memberikan hak dan kewajiban yang sama
antara kaum Muhajirin, Ansor, dan non muslim seperti kaum Yahudi.

Kemudian Muhammad Khalid seorang penulis sejarah Nabi
memperkuat pendapat Jamaluddin Sarur, dimana ia menegaskan bahwa isi
prinsip Piagam Madinah adalah membentuk suatu masyarakat yang
harmonis, mengatur suatu ummah, serta menegakkan pemerintahan aatas
dasar persamaan hak.>® Terkait dengan Piagam Madinah, Sejarawan ternama
barat “Robert N Bellah” berkomentar menyikapi konstitusi tersebut
menurutnya Piagam Madinah yang disusun oleh Rasululullah SAW bersama
masyarakat Madinah tersebut menyandang sebagai konstitusi modern di
zamannya, bahkan ia menilai bahwa Piagam Madinah merupakan konstitusi
sosial tertulis pertama di dunia.>* Anggapan Robert tersebut ada benarnya,
mengingat secara kronologis kehadiran Piagam Madinah sebagai konstitusi
sosial tertulis mendahului Magna Charta yang dikenal sebagai konstitusi
pertama di Eropa.

2. Kronologi Munculnnya Piagam Madinah

Perlu diketahui bersama bahwa Piagam Madinah merupakan
konstitusi tertulis tertua di dunia. Konstitusi ini lahir enam abad lebih dahulu
daripada kelahiran Magna Charta di Inggris yang dikenal sebagai konstitusi
pertama bangsa barat. Oleh karena itulah pembahasan terkait kemunculan

Piagam Madinah merupakan hal yang menarik untuk dibicarakan, hal ini

52 |bid, HIm 261
5 |bid, HIm 261
% 1bid, HIm 239
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difungsikan untuk memahami lebih dalam terkait apa sebenarnya Piagam
Madinah.

Berbicara tentang kemunculan Piagam Madinah maka tidak lepas
dari strategi dakwah yang dilakukan Rasulullah Muhammad SAW. Sebagai
mana diketahui dari buku-buku sejarah Islam dapat kita ketahui bersama
bahwa awal mula Nabi Muhammad SAW berdakwah adalah pada
masyarakat kota Makkah, dimana kota Makkah sendiri merupakan kota
kelahiran nabi sendiri. Pada kota itulah Nabi Muhammad SAW berdakwah
selama tiga belas tahun terhitung sejak beliau diangkat menjadi rasul pada
usia empat puluh tahun.

Dalam awal proses dakwah di Makkah, Nabi Muhammad
mengambil strategi untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi atau yang
sering dikenal sebagai dakwah bi sirri. Akan tetapi dalam
pengaplikasiannya dakwah Nabi Muhammad SAW mengalami berbagai
tantangan yang senantiasa menghadang, baik itu datang dari kerabat Nabi
sendiri seperti Abu Lahab maupun dari petinggi kaum Quraish seperti
Umayyah, Abu Jahal, dan Abu Sofyan. Hal ini pun pada akhirnya
berdampak pada sulitnya mengajak masyarakat Makkah untuk masuk Islam.
Situasi ini sempat membuat Nabi Muhammad mengalihkan sasaran
dakwahnya ke kota Thaif (Syam), akan tetapi atas hasud dari Abu Jahal para
masyarakat Thaif pun menolak dengan tindakan kasar pada Nabi

Muhammad SAW dan para sahabat beliau.
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Merasa sulitnya berdakwah pada masyarakat Makkah dan semakin
gencarnya upaya kaum Quraish untuk menentang Islam maka Nabi
Muhammad SAW pun mencoba mencari alternatif lain dalam hal dakwah.
Kota Habsyah (Habsyi) merupakan alternatif pertama dakwah Nabi
Muhammad SAW diluar Makkah setelah Thaif. Gayung pun bersambut,
setelah sekian lama berdakwah di Habsyah akhirnya ajaran Nabi
Muhammad SAW disambut dengan baik oleh Raja Habsyah. Tren positif
Nabi Muhammad SAW di Habsyah kembali berlanjut usai Raja Habsyah
memperbolehkan sebagian kaum muslimin Makkah untuk hijrah ke
Habsyah. Sahabat Utsman Bin Affan merupakan salah satu dari kaum
muslimin yang ikut hijrah ke Kota Habsyah.

Selain Kota Habsyah (Habsyi) Nabi Muhammad SAW juga
bermaksud memperluas jangkauan dakwahnya ke Kota Yastrib (Madinah).
Langkah Nabi Muhammad SAW tersebut bukan semata-mata tanpa
pertimbangan, sebelumnya Nabi Muhammad SAW  telah
mempertimbangkan berbagai aspek. Diantara aspek tersebut adalah adanya
antusias yang tinggi pada sebagian masyarakat Yastrib (Madinah) untuk
belajar mengenal agama Islam. Antusias mereka dimulai tatkala enam tokoh
muda terkemuka dari Yastrib mendatangi Nabi Muhammad SAW di
Makkah untuk meminta Nabi Muhammad SAW menjadi penengah dalam
perselisihan yang terjadi di kota mereka, diantara mereka adalah As’ad bin
Zurarah, ‘Auf bin Harits, Rafi’ bin Malik, Quthbah bin Amir, ‘Ugbah bin

‘Amir, dan Jabir bin Abdullah. Ketika itu Yastrib terjadi konflik hebat antar

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



63

suku, salah satu konflik terbesar terjadi antara dua suku terbesar yakni suku
‘Aus dan suku Khasraj. Sebagaimana dituturkan Ibnu Ishag bahwa mereka

berkata;

“Kami berasal dari satu kaum yang telah tenggelam dalam
permusuhan dan keburukan yang tiada taranya. Kami berharap Allah
SWT akan mempersatukan mereka karenamu. Kami akan kembali
untuk mengajak mereka menerimahmu sebagai pemimpin dan
menyampaikan agama yang baru kami peluk ini kepada mereka. Jika
Allah mempersatukan mereka dengan agama ini, maka pasti tidak ada
orang yang lebih kuat darimu”.

Gaung dari gelar Al Amin yang disandang Nabi Muhammad SAW
itulah yang menjadi alasan enam pemuka Yastrib mempercayakan Nabi
Muhammad SAW sebagai penengah. Kemudian pada musim haji berikutnya
datanglah 12 orang laki-laki dan seorang perempuan mendatangi Nabi
Muahmmad SAW,Kedatangan beberapa golongan dari Yastrib sebagaimana
diatas pada akhirnya dikenal dengan istilah Ba’iat Aqobah I yang bertempat
di Mina. Adapun Ba’iat Aqobah I menghasilkan beberapa poin sebagai
berikut:>

a. Tidak akan melakukan perbuatan syirik kepada Allah SWT dengan cara
apapun.

b. Tidak akan melakukan perzinaan.

c. Tidak akan memfitnah.

d. Tidak akan membunuh anak perempuan.

e. Tidak akan melakukan pencurian.

f. Tidak akan mendurhakai Nabi Muhammad SAW.

% Tri Widyastuti, RIPAIL Jurus Sakti Anti Remidial Agama Islam, (Jakarta: Penerbit HB, ),
HIim 189
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Menanggapi stimulus dari kabilah Yastrib pada akhirnya membuat
Nabi Muhammad mengambil langkah kongkret, dimana nabi mengutus
Mas’ab Ibnu ‘Umair untuk mengemban amanat mengajarkan Al-Qur’an
pada suku ‘Aus dan Khasraj di kota Yastrib. Sehingga pada musim haji
berikutnya datanglah pada Nabi sekumpulan utusan dari Yastrib yang
terdiri dari 73 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Maksud kedatangan
mereka tersebut dengan tujuan untuk mengikrarkan diri masuk Islam,
adapun ikrar tersebut pada akhirnya dikenal dengan Baiat Aqgobah II.
Selain bertujuan untuk berikrar terhadap ajaran Nabi Muhammad SAW
sebagai utusan Allah SWT, Kkedatangan puluhan kaum Yastrib
sebagaimana diatas juga bertujuan untuk mengajak Nabi Muhammad
SAW untuk berhijrah ke Yastrib (Madinah).

Kota Yastrib merupakan salah satu kota di Jazirah Arab, kota ini
terletak kira-kira + 300 mil dari arah utara kota Makkah. Sebelum
kedatangan Nabi Muhammad SAW beserta kaum Muhajirin Makkabh,
Yastrib (Madinah) bisa dibilang belum merupakan kota yang sebenarnya.
la lebih merupakan pusat pemukiman penduduk dari berbagai kelompok
sosial. Barulah setelah kedatangan Nabi Muhammad SAW kota Yastrib
disulap menjadi kota yang sebenarnya, yaitu sebuah kota yang berisikan
kebudayaan yang berkembang, hingga pada akhirnya Yastrib menjadi
salah satu cerminan peradaban dunia melalui nilai-nilai kemanusiaan yang

berlaku di kota tersebut.

% Jamal Albana, Runtuhnya Negara madinah, (Yogyakarta: Nuansa Aksara,2005), HIm 26
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Ketertarikan dari masyarakat Yastrib atas ajaran yang dibawa Nabi
Muhammad SAW pada akhirnya mampu memantapkan Nabi Muhammad
SAW untuk memutuskan hijrah ke kota tersebut. Banyaknya pengikut nabi
merupakan satu-satunya alasan untuk hijrah ke Yastrib (Madinah)
sehingga diyakini dapat menerapkan ajaran Islam secara utuh. Keputusan
nabi hijrah ke Yastrib (Madinah) bisa jadi bukan hanya untuk
menghindarkan diri dari banyaknya tekanan yang diperoleh, namun juga
untuk mencari massa sehingga dapat digunakan untuk mendirikan negara
yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai benteng pertahanan.”’

Dakwah nabi kepada penduduk Madinah lebih singkat daripada
dakwah yang beliau lakukan di Makkah, dimana di kota Madinah Nabi
Muhammad SAW mengabiskan masa 10 tahun untuk menyebarkan
perintah Allah SWT. Namun demikian, nabi berhasil memperoleh
pengikut yang cukup banyak daripada ketika Nabi Muhammad SAW
masih berdakwah di Makkah. Banyaknya pengikut dari Madinah
disebabkan faktor-faktor sebagaimana berikut:>®

a. Penduduk negeri itu lebih dekat dengan agama samawi karena
senantiasa mendengar dari orang-orang Yahudi yang ada disana
tentang Allah, wahyu, hari kebangkitan, surga, maupun neraka.

b. Menurut lbnu Hisyam, bahwa di Yastrib terus menerus terjadi
peperangan antara orang Yahudi dengan orang Arab. Apabila orang

Arab menang, maka orang yahudi berkata, telah dekat masanya bahwa

5 Istianah Abu Bakar,Sejarah Peradaban islam untuk perguruan tinggi, (Malang: UIN

Press,2008), HIm 17
% |bid, HIm 18
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nabi yang bertemu dalam kitab kami akan diutus oleh tuhan. Apabila
ia telah diutus oleh tuhan maka kami akan mengikutinya dan kami
akan mendapatkan kemenangan atas kamu. Dengan demikian tatkala
orang Arab Madinah mendengar bahwa telah diutus seorang nabi dari
golongan Arab maka mereka pun berbondong-bondong mengikutinya.

c. Di Yatrib terjadi perselisihan antara kaum ‘Aus dan Khasraj. Oleh
karenanya masing-masing dari mereka berusaha mencari seseorang
yang dapat kembali menyatukan mereka agar dapat menjadi kuat
kembali.

Tatkala Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yastrib kejadian unik dan
penting bagi sejarah islam datang silih berganti, diantaranya adalah
kegagalan Suragah Ibn Malik Ibn Ju’syum membunuh nabi tatkala dalam
perjalanan hijran dengan dipandu oleh Abdullah Ibnu Uraigit menuju
Yastrib melalui jalur selatan Makkah dan Tihamah dekat Laut Merah.
Kudanya Suragah tersungkur tiga kali dan ia terpental di tiga kali sehingga
ia mengurungkan niatnya.>

Selain peristiwa gagalnya Suragah untuk membunuh Nabi
Muhammad SAW, kejadian lain yang terkenang tatkala hijran Nabi
Muhammad SAW ke Yastrib adalah kesetiaan dari tiga sahabat beliau,
Pertama adalah Ali Bin Abi Thalib yang rela menggantikan tempat tidur
beliau beserta memakai mantel hijau dari hadramaut milik nabi. Ketika itu

kaum Quraish berencana untuk membunuh Rasulullah tatkala beliau

%9 Ali Mufrodi, Islam di Kawasan Kebudayaan Arab, (Logos wacana llmu: Ciputat, 1999), HIm 25
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sedang tidur. Berkat pertolongan Allah SWT melalui Malaikat Jibril beliau
keluar dari rumah tanpa diketahui oleh kaum Quraish yang berada di depan
rumah sementara Ali Bin Abi Thalib rela mempertarukan nyawanya
dengan menggantikan Nabi Muhammad SAW tidur diranjang. Kedua
adalah kesetiaan sahabat Abu Bakar yang rela menemani Nabi Muhammad
SAW dari kejaran kaum Quraish tatkala hijrah ke Yastrib. Kesetiaan Abu
Bakar pada Rasulullah teruji tatkala beliau digigit ular tatkala di dalam
Gua Tsur dimana beliau rela untuk menahan sakit daripada berteriak untuk
membangunkan Rasulullah dari tidur. Ketiga adalah kesetiaan yang
diperlihatkan oleh putri Abu Bakar “Sayyidah Asma Bin Abu Bakar” yang
rela menjadi tukang antar makanan kepada Rasulullah dan ayahandanya
tatkala di Gua Tsur, hingga pada akhirnya beliau di mendapat gelar “Dzatu
niqatin” yang berarti orang yang memakai dua ikat pinggang (untuk
membawa makanan).

Kedatangan Nabi Muhammad SAW di Yastrib (Madinah) pada
hari Jum’at 12 Rabiul Awal /28 Juni 622 M membuat seluruh kabilah
Aus dan Khasraj menyambut nabi dengan melantunkan syair:

“Sudah terbit bulan purnama dari celah bukit wada’iy, Alam yang
gelap terang cuaca, teranglah jalan kami lalui. Alangkah besar /
syukur di hati, terjalin doa kepada Tuhan, Engkau datang kami

taati, aman sentosa, wahai junjungan”.
Kedatangan nabi di Yastrib membuat orang yasrib berebut untuk
merebutkan tempat persinggahan nabi, pada akhirnya nabi bertindak bijak

dengan membiarkan untanya berjalan hingga berhenti ditempat

penjemuran kurma milik dua anak yatim dari bani Najjar yang walinya
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adalah Sahl dan Suhail bin Amr. Di tempat itulah nabi mengintruksikan
untuk membangun masjid yang pada akhirnya dikenal dengan Masjid
Quba. Sembari menunggu proses pembangunan selesai nabi tinggal di
rumah Abu Ayyub Khalid 1bnu Zaid Al Anshari.®

Usai Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yastrib (Madinah) maka
terbentuklah 3 kelompok masyarakat antara lain, Pertama Muhajirin yaitu
orang yang berpindah dengan membawa agama mereka dari Makkah ke
Yastrib (Madinah). Kedua adalah kaum Anshar yaitu penduduk Madinah
asli yang telah memeluk agama Islam, dan Ketiga adalah Yahudi yang
merupakan sisa-sisa bani Israel dan orang-orang Arab yang memeluk
agama Yahudi. Dalam perjalanan selanjutnya, nabi membentuk suatu
ikatan keluarga baru yang didasari oleh agama bukan kesukuan. Untuk
mereaisasikannya maka nabi melakukan berbagai usaha sebagai berikut;®*
a. Membangun masjid.

Alasan yang membuat Nabi Muhammad SAW mendirikan
masjid adalah mendirikan suatu tempat yang tidak dipunyai oleh
kabilah atau kabilah lain, tidak hanya tempat untuk bertemunya suatu
keluarga tertentu tapi beliau bermaksud untuk membina suatu tempat
yang akan dikunjungi oleh seluruh kaum muslimin ketika itu. Dengan
kata lain Nabi Muhammad SAW ingin membangun sebuah rumah
bersama, rumah yang dimiliki oleh semua umat Madinah, khususnya

umat Islam. Kala itu masjid digunakan sebagai balai pertemuan, baik

60

26
81 |stianah Abu Bakar , Op.cit, HIm 20

Ali Mufrodi, Islam di Kawasan Kebudayaan Arab, (Logos wacana Ilmu: Ciputat, 1999),HIm
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untuk  bercakap-cakap mendengarkan syair, maupun untuk

membicarakan urusan peremonomian.

. Mempersaudarakan diantara kaum Muslimin

Hal ini bertujuan untuk mengeratkan hubungan antara suku Aus
dan Khasraj. persaudaraan ini menghasilkan keluarga Islam yang terdiri
dari bermacam-macam kabilah dan unsur. Sebagaimana contoh Nabi
Muhammad SAW mengambil Ali Bin Abi Thalib sebgai saudaranya,
Abu Bakar beliau saudarakan dengan Charidjah Ibnu Zuaihar, Umar bin
Khattab beliau saudarakan dengan Itban Ibnu Malik.

Perjanjian antara kaum muslimin dengan non muslim

Maksud Nabi Muhammad SAW menghimbau kaum muslimin
untuk bekerja sama dengan non muslim untuk memberikan wawasasan
pada kaum muslimin tentang cara bekerja sama dengan penganut
bermacam-macam agama yang pada akhirnya menghasilkan kemauan
untuk bekerja bersama-sama
Suri tauladan yang baik

Untuk mensukseskan ketiga strategi diatas maka dibutuhkanlah
suatu panutan yang harus diikuti sehingga tidak salah, adapun sumber
tersebut adalah Rasulullah SAW sendiri.

Keadilan sosial
Merupakan  pondasi  dalam  melaksanakan  kedidupan
bermasyarakat untuk membentuk mesyarakat sehat harus berpondasikan

keadilan sosial yang merata.
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f. Sistem pemerintahan dalam masyarakat
Hal ini diperlukan Nabi Muhammad SAW untuk lebih
memantapkan strategi sebelumnya sehingga dalam kehidupan
bermasyarakat semakin baik.

g. Meresapnya jiwa Islam dalam masyarakat baru
Selain melakukan usaha sebagaimana diatas, gebrakan luar biasa
Nabi Muhammad SAW adalah tatkala merubah nama kota Yastrib dengan
nama Madinah Munawwarah (kota Madinah yang bercahaya). Gebrakan
luar biasa lainnya adalah perumusan konstitusi Piagam Madinah yang
merupakan salah satu upaya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW untuk
merangkul semua kelompok-kelompok yang terdapat di kota Madinah demi
terwujudnya negara Madinah. Piagam Madinah sendiri sebenarnya
merupakan sebuah undang-undang tertulis yang berperan sebagai landasan
dan dasar negara Madinah, hal ini disebabkan karena sebuah undang-undang
merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terwujud
negara selain wilayah, rakyat, dan pemimpin. Dalam perumusan isi Piagam
Madinah, Nabi Muhammad SAW tidak serta merta mengabaikan masukan
dari kalangan non muslim, bahkan nabi senantiasa mengajak kaum non
muslim seperti kaum Yahudi dalam proses perundingan untuk merumuskan
konstitusi Piagam Madinah. Hal ini beliau lakukan untuk mengembangkan
nilai-nilai Islam yang toleran, demokratis, humanis, dan adil dalam konteks

toleransi internal beragama maupun antar umat beragama. Konstitusi
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Piagam Madinah resmi disepakati di rumah Anas Ibnu Malik sahabat Nabi
Muhammad SAW.??

Mengacu pada pendapat Jamal Ghofir (2012) bahwasahnya Nabi
Muhammad SAW mempersiapkan planning cerdas yang sistemik sebelum
merancang Piagam Madinah, dimana Nabi Muhammad SAW memulai
aktifitasnya dengan kegiatan ANSOS (Analisis Sosial) terhadap masyarakat
Yastrib (Madinah). Hal ini dilakukan Nabi Muhammad SAW bertujuan
untuk mengetahui komposisi demografis kota Yastrib (Madinah) baik suku
bangsa maupun agama yang ada di Yastrib (Madinah). Berdasarkan hasil
obeservasi, Nabi Muhammad SAW mendapatkan informasi bahwa
penduduk Madinah berjumlah + 10.000 orang dengan rincian 1500 muslim,
4000 orang Yahudi, dan 4500 orang musyrik Arab (Penganut Paghani).
Selain itu Nabi Muhammad juga melakukan langkah cerdas lainnya yakni
menentukan batas fisik kota Madinah, hal ini bertujuan untuk menentukan
batas kota atau wilayah Madinah yang pada akhirnya masyarakatnya harus
dilindungi oleh sebuah konstitusi Piagam Madinah.®

Tatanan masyarakat yang dibentuk Nabi Muhammad SAW merupakan
modal penting bagi perkembangan Islam di masa-masa selanjutnya yang
semua itu dibangun dengan asas-asas yang diimplementasikan dalam
Piagam Madinah, asas-asas tersebut antara lain:®*

a. Al-lIhko (Persaudaraan)

b. Al-Musawamah (Persamaan)

62 Jamal Ghofir, Op.Cit, HIm 66
% Ibid, HIm 63
% |stianah Abu Bakar, Op.cit, HIm 24
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c. Al-Tasamuh (Toleransi)
d. Musyawarah
e. Al-Mu’awanah (Tolong-menolong)
f. Al-Adalah (Keadilan)

3. Naskah Piagam Madinah

Berbicara tentang Piagam Madinah tentu muncul berbagai perbedaan

dalam menyikapi naskah yang terkandung didalamnya mengingat naskah
dalam Piagam Madinah sendiri tersusun dalam kurun waktu 710-719 M,
bukan lagi satu waktu saja. Hal ini sepertihalnya UUD 1945 yang senantiasa
mengalami amandemen dan pembaharuan sesuai dengan perkembangan
zaman. Meskipun demikian dalam suatu hal ada sebuah kesamaan persepsi
yang terbangun diantara mereka berkaitan dengan naskah Piagam Madinah
yang paling lengkap dan paling tua di dalam sejarah dimana lIbnu Ishagq
merupakan tokoh yang meriwayatkan Piagam Madinah sebagai perawi utama
naskah tersebut.

Sementara itu Ibnu Hisyam (w. 218 H) pakar sejarawan Islam klasik
dari Persia dalam kitabnya “As Sirrah an Nabawiyyah” menulis dengan
lengkap naskah Piagam Madinah dimana ia membaginya menjadi 47 pasal.®®

Naskah Piagam Madinah versi Ibnu Hisyam inilah yang kemudian banyak
dijadikan rujukan para pakar sejarawan yang bermaksud mengkaji Piagam
Madinah hingga akhirnya 47 pasal Piagam Madinah versi Ibnu Hisyam

tersebut diterjemahkan ke berbagai bahasa di penjuru dunia guna sebagai

6 Jamal Ghofir, Op.Cit, Hal 67
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pembelajaran terkait Piagam Madinah, termasuk dalam bahasa Indonesia
sendiri. Adapun 47 pasal Piagam Madinah versi Ibnu Hisyam sebagaimana

dipaparkan dalam penjelasan pada lampiran.
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BAB 111

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Pendlitian

66

Berdasarkan pada judul pendlitian diatas, maka penelitian ini termasuk
kedalam kategori penelitian kudlitatif. Moelong, bogdan & Taylor
mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari orang
dan perilaku yang diamati. Adapun alasan peneliti menggunakan pendekatan
kualitatif dalam penelitian ini disebabkan karena data-data yang dihasilkan
dalam penelitian ini berupa kata-kata yang didapat dari analisis nilai-nilai
Pancasila dengan piagam madinah berdasarkan pada berbagai literatur
kepustakaan. *°

Adapun jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini
adalah penelitian pustaka (library research). Penelitian pustaka merupakan
jenis penelitian dimana seorang peneliti mencari sebanyak-banyaknya literatur
yang mendukung, berhubungan, berkaitan, serta relevan dengan materi kajian.

Mestika Zed (2008) dalam bukunya “Metode Penelitian Kepustakaan”
membedakan pengguaan studi pustaka dalam penelitian pustaka (library
research) dengan riset lapangan (field research) dimana meskipun keduanya
memerlukan penelusuran pustaka sebagai pijakan teori, namun sebenarnya
memiliki kedudukan yang berbeda dalam penggunaan pustaka sebagai rujukan.

Pada riset lapangan, penelusuran pustaka dimaksudkan sebagai langkah awal

Lexy J. Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung:PT remaja Rosdakarya,2005),

Him 41
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untuk menyiapkan kerangka penelitian guna memperoleh informas sgenis,
memperdalam kajian teoris, ataupun mempertajam metodologi, akan tetapi
dalam riset pustaka peranan penelusuran pustaka memiliki posisi Iebih
daripada riset lapangan dimana selain berfungsi sebagaimana disebutkan
diatas, dalam riset pustaka sekaligus memanfaatkan sumber perpustakaan
untuk memperoleh data penelitiannya tanpa memerlukan data dari riset
lapangan.®’

Riset pustaka tidak hanya sekedar urusan membaca dan mencatat
literatur atau buku-buku sebagaimana dipahami oleh banyak orang. Akan tetapi
sebenarnya kegiatan riset kepustakaan atau yang biasa disebut studi pustaka
adal ah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data
pustaka, membaca dan mencatat serta mengelola bahan penelitian.

Mestika Zed mengemukakan bahwa pendlitian studi kepustakaan
memiliki beberapa ciri antaralain:

1. Pendliti berhadapan langsung dengan teks (nash) atau data angka bukan
dengan pengetahuan langsung dari |apangan atau saksi-mata (eyewitness)
berupa kejadian, orang atau benda-benda lainnya. Teks memiliki sifat-
sfatnya sendiri dan memerlukan pendekatan tersendiri pula. Jadi
perpustakaan adalah laboratorium peneliti kepustakaan dank arena itu
teknik membaca teks (buku atau artikel dokumen) menjadi bagian yang

fundamental dalam penelitian kepustakaan.

%7 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta:Y ayasan Obor Indonesia, 2004), Him 1

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



76

2. Data pustaka bersifat “siap pakai” (ready made). Artinya pendliti tidak

pergi kemana-mana, kecuali hanya berhadapan langsung dengan bahan
sumber yang sudah tersedia di perpustakaan. Untuk melakukan riset
pustaka, orang tak perlu menguasai ilmu perpustakaan. Satu-satunya cara
untuk belgjar menggunakan perpustakaan dengan tepat ialah langsung
sgja menggunakannya. Meskipun demikian, calon peneliti yang ingin
memanfaatkan jasa perpustakaan, tentu masih perlu mengena seluk-
beluk studi perpustakaan untuk kepentingan penelitian atau untuk
kepentingan membuat makalah.

Data pustaka umumnya adalah sumber sekunder, dalam arti bahwa
peneliti memperoleh bahan dari tangan kedua dan bukan data orisinil dari
tangan pertama di lapangan. Sumber pustaka sedikit banyak mengandung
bias (prasangka) atau titik pandangan orang yang membuatnya.
Misalnya, ketika seorang peneliti berharap menemukan data tertentu
dalam sebuah monograf nagari di sebuah perpustakaan, ia mungkin dapat
menemukan monografnya, tetapi tak selalu dapat menemukan informasi
yang diperlukan karena informas yang tersedia dibuat sesuai dengan
kepentingan penyusunnya. Dengan begitu, peneliti hampir tidak selalu
memiliki control terhadap bagaimana data itu dikumpulkan dan
dikelompokkan menurut keperluan semula. Namun demikian, data
pustaka, sampai tingkat tertentu, terutama dari sudut metode sgjarah, juga
bisa berarti sumber-sumber primer, sgjauh ia ditulis oleh tangan pertama

atau oleh pelaku segjarah itu sendiri.
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4. Kondis data pustaka tidak dibatas oleh ruang dan waktu. Pendliti
berhadapan dengan informasi statik, tetap. Artinya kapan pun ia datang
dan pergi, data tersebut tidak akan pernah berubah karena ia sudah
merupakan data “mati” yang tersimpan dalam rekaman tertulis (teks,
angka, gambar, rekaman tape atau film). Karena alasan itu pula, maka
peneliti yang menggunakan bahan kepustakaan memerlukan pengetahuan
teknis yang memadai tentang sistem informasi dan teknik-teknik
penelusuran data pustaka secukupnya.®®

B. Data dan Sumber data

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), data berarti
keterangan yang benar dan nyata, atau keterangan atau bahan nyata yang dapat
dijadikan sebagai dasar kajian. Sedangkan menurut Ndraha seperti yang dikutip
oleh Andi Prastowo dalam bukunya “Memahami Metode-metode Penelitian”
men;j el askan bahwa data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu fakta.
Sementara Hariwijaya (2013) mengemukakan bahwa sebuah data disgjikan
dalam bentuk tekstual atau berupa uraian kata-kata, dalam bentuk grafik berupa
gambar atau lukisan, maupun dalam bentuk tabelaris berupa susunan yang
bergolong-golong.®

Sumber data merupakan salah satu komponen yang paling urgent dalam
sebuah penelitian. Adapun dalam penelitian ini, sumber data sendiri dapat

dibagi menjadi dua, yaitu:

% Mestika Zed, Op Cit, HIm. 4
% Hariwijaya dan Triton, Pedoman penulisan ilmiah skripsi dan tesis,(___.Platinum, 2013),
Him 57
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1. Data Primer

Data primer sendiri berarti sebuah data yang didapat dari sumber
pertama, baik dari individu, seperti hasil wawancara atau hasil pengisian
kuesioner. Dengan demikian data primer merupakan sumber data utama
dalam sebuah penélitian.

Dalam penelitian ini peneliti menjadikan beberapa buku sebagai
data primer, antara lain: buku Choirul Mahfud berjudul Pendidikan
multikultural (2014) cetakan pustaka pelgjar, buku karya Ngudi Astuti
berjudul Pancasila dan Piagam Madinah (2012), buku Ali Maksum tentang
Pluralisme dan multikulturalisme paradigma baru pendidikan agamaislam
di Indonesia (2011), dan Jamal Ghofir tentang Piagam Madinah nilai
toleransi nabi Muhammad SAW (2012). Pemilihan beberapa buku diatas
sebagal data primer dalam penelitian ini disebabkan karena beberapa
rujukan diatas berkaitan erat dengan pembahasan langsung terkait judul
penelitian baik kaitannya dengan pendidikan multikultural, Pancasila,
maupun dengan Piagam Madinah. Sehingga melalui beberapa buku
tersebut peneliti dapat menganalisis keterkaitan nilai-nilai pendidikan
multikultural pada pancasila dan Piagam Madinah.

. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah diolah lebih lanjut dan
disgjikan oleh pihak lain. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa data
sekunder merupakan data yang didapatkan dari data sebelumya yang sudah

pernah disgjikan oleh pihak lain, misalnyaterkait penelitian terdahulu, atau
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dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan,

seperti surat kabar, jurnal penelitian, dan lain sebagainya.™

C. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data  merupakan cara-cara teknis yang
dilakukan oleh seorang penditi dalam mengumpulkan data-data
penelitiannya. Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam
sebuah penelitian antara lain sepeti: teknik observasi, teknik komunikasi,
teknik pengukuran, teknik wawancara, teknik telaah dokumen. Nurul Zuriah
(2006) mengemukakan bahwasahnya dalam sebuah penelitian disamping
perlu menggunakan metode yang tepat, juga memerlukan pemilahan tentang
teknik dan aat pengumpulan data yang relevan dengan jenis dan mode
penelitian mengingat penggunaan teknik dan alat pengumpul data yang tepat
memungkinkan diperolehnya data yang objektif.”*

Adapun dalam pendlitian ini peneliti menggunakan teknik telaah
dokumen atau yang biasa disebut teknik studi dokumentasi. Dokumentasi
berasal dari kata dokument, yang artinya barang-barang tertulis. Nurul Zuriah
mengemukakan bahwa cara mengemukakan data melalui peninggalan tertulis
seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum,
dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.” Keuntungan

telaah dokumen adalah bahwa bahan itu telah ada, tersedia, dan siap pakai,

70 5 Nasution, Metode Research, Penelitian ilmiah (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), HIm. 142

71

Nurul Zuriah, Metodologi Pendlitian Sosial dan Pendidikan,(Jakarta: Bumi Aksara, 2006),

Him 171
2 | bid, HIm. 191
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sehingga penelitian jenis ini tidak memerlukan biaya yang terlalu banyak,
hanya memerlukan waktu untuk mempelgari serta mengkajinya.
Beberapa tahapan yang harus ditempuh oleh seorang peneliti dalam
menggunakan metode dokumentasi adalah sebagai berikut:
1. Menghimpun atau mencari literatur yang berkaitan dengan objek
penelitian.
2. Mengklasifikasikan buku berdasarkan jenisnya (Primer atau sekunder).
D. Analisis Data
Mengacu pada pendapat Nurul Zuriah bahwasahnya analisis data
dalam pendlitian kualitatif adalah proses pelacakan dan pengaturan secara
sistematis transkip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang
dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut
agar dapat diinterpretasikan temuannya kepada pihak lain.”® Analisis data
merupakan cara-cara teknis yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk
menganalisis dan mengembangkan data-data yang telah dikumpulkan.
Kemudian Nurul Zuriah mengutip dari pendapat Muslimin mengatakan
bahwa ada lima jenis analisis data yang dipergunakan dalam penditian
kualitatif antara lain; analisis domain, analisis taksonomis, analisis
kompensional, analisis tema kultural, serta analisis komparasi konstan. Adapun
dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian analisis komparasi konstan,
dimana peneliti berusaha mengkonsentrasikan dirinya pada deskripsi yang rinci

tentang sifat dan ciri data yang dikumpulkan, sebelum berusaha menghasilkan

| bid, HIm. 217
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pernyataan-pernyataan teoritis yang lebih umum. Setelah memadainya rekaman
deskripsi yang akurat barulah peneliti dapat memulai menghipotesiskan
jaminan hubungan diantara fenomena-fenomena yang ada kemudian
menguijinya dengan porsi datalain.™

Alasan peneliti menggunakan jenis analisis komparasi konstan karena
berdasarkan data yang ada yaitu data berupa tulisan yang terdapat pada teks-
teks buku karangan para ahli terkait dua kajian yang berbeda yakni nilai
pendidikan multikultural Pancasila dan Piagam Madinah, maka analisis data
menggunakan jenis analsis perbandingan (komparatif). Sebagaimana mengutip
tulisan Moleong yang sesuai dengan langkah analisis perbandingan yaitu
secara tetap membandingkan satu datum dengan data yang lain dan kemudian
secara tetap membandingkan kategori dengan kategori lainnya.

Secara umum proses analisis datanya mencakup: reduks data,
kategorisasi data, sintesisasi dan diakhiri dengan menyusun hipotesis kerja.
kemudian menurut Nurul Zuriah beberapa hal yang harus dilakukan ialah
mengakumulasi data yang mengindikasikan hubungan-hubungan hipotesisnya..
Ada 3 (tiga) aspek kegiatan yang harus dilakukan dalam proses tersebut,
yaitu: ™
1. Menulis catatan atau note writing,

2. Mengidentifikasi konsep-konsep atau discovery or identification of

concepts, dan

" |bid, HIm. 223
5 |bid, HIm. 223
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3. Mengembangkan batasan konsep dan teori atau development of concept
definition and the elaboration of theory.
Kemudian dalam penelitian ini, digunakan metode analisis data
sebagai berikut:
1. Metode AndisislIs (Content Analysis)
Menurut Andi Prastowo dalam bukunya yang berjudul Memahami
M etode-Metode Penelitian, ada empat macam definisi analisisisi (Content
Analysis) yang selamaini berkembang, yaitu sebagai berikut:

a. Menurut Barelson, analisis is merupakan suatu teknik penditian
untuk menghasilkan deskripsi yang objektif, sistematis, dan bersifat
kuantitatif mengena isi yang terungkap dalam komunikasi.

b. Menurut Budd, Thorpe dan Donahw, analisis konten adalah suatu
teknik yang sistematis untuk menganalisis makna pesan dan cara
mengungkapkan pesan. Dalam pandangan ini, penganalisis tidak
hanya tertarik pada pesan, tetapi juga pada pertanyaan-pertanyaan
lebih luas tentang proses dan dampak komunikasi.

c. Menurut Stone, anadisis is adalah suatu teknik untuk membuat
inferens (simpulan) dengan mengidentifikasi karakteristik khusus
secara objektif dan sistematis.

d. Menurut Krippendorff, analisis is adalah teknik penelitian untuk
membuat inferensi yang valid dan dapat diteliti ulang berdasarkan
konteksnya . “inferensi yang valid” maksudnya adalah peneliti harus

menggunakan kontrak analisis sebagai dasar inferensi. “dapat diteliti
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ulang” berarti peneliti perlu secara eksplisit mengemukakan langkah-
langkah penelitinaannya sehingga memungkinkan orang lain
melaksanakan penelitian terhadap fenomena yang sama.™
Berdasarkan dari pemahaman andisis isi dari beberapa tokoh
diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis isi (content analysis)
merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan.
Andlisis is merupakan analisis atau pengkgian yang dilakukan secara
mendalam terhadap suatu teks. Bagi penelitian ini analisis teks merupakan
model analisis yang terbilang tepat untuk digunakan mengingat jenis
penelitian ini adalah study pustaka yang memerlukan pengkajian pustaka
yang mendalam. Dalam analisis isi yang membutuhkan riset kepustakaan
Mestika Zed mengemukakan bahwa kegiatan tersebut terdiri dari empat
tahap: "’
a. Menyiapkan alat perlengkapan, ha ini berfungsi untuk mencatat isi
dari suatu teks.
b. Menyusun bibliografi kerja, adalah catatan mengenai bahan sumber
utama yang dipergunakan dalam sebuah penelitian.
c. Mengorganisas waktu
d. Membaca dan mebuat cacatan penelitian
2. Metode Pengkajian Literatur.
Pengkgjian literature merupakan teknik dimana seorang peneliti

membaca literatur-litertur yang berkaitan dengan tema penelitian, baik

® Andi Prastowo, Memahami Metode-Metode Penelitian, (Y ogyakarta: Ar-Ruzz Media), Him. 79.
" Mestika Zed, Op.Cit, HIm 16
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berupa buku-buku, maaah-magjalah, surat kabar, artikel, dan lain

sebagainya.

Setiap penelitian tidak terlepas dari metode pengkajian literatur,
pengkajian literature merupakan teknik yang dilakukan seorang pendliti
dimana dia membaca literatur-literatur yang berkaitan dengan tema
penelitian, baik berupa buku, jurnal, hasil peneltian sebelumnya maupun
berupa surat kabar. Menurut Prof. Dr. S Nasution, MA sumber
kepustakaan diperlukan untuk:

a. Untuk mengetahui apakah topik penelitian kita telah disdlidiki orang
lain sebelumnya, sehingga pekerjaan kita tidak merupakan duplikasi.

b. Untuk mengetahui hasil penelitian orang lain dalam bidang
penyelidikan Kita, sehingga kita dapat memanfaatkannya bagi penelitian
kita.

c. Untuk memperoleh bahan yang mempertgjam orientas dasar teoritis
kita tentang masal ah penelitian kita.

d. Untuk mempermudah informasi tentang teknik-teknik penelitian yang
telah diterapkan.”®

Pengkajian literatur merupakan kegiatan, membaca, menulusuri,
memahami literatur-literatur berupa buku, surat kabar, mgalah, jurnal
maupun hasil penelitian-penelitian sebelumnya untuk dijadikan dasar
dalam penelitian yang akan kita lakukan dan menghindari kesamaan pada

penelitian-penelitian lainnya.

"8 S, Nasution, Metode Research (Penelitian [Imiah), (Jakarta: Buml Aksara, 2006), HIm. 146.

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



85

E. Pengecekan Keabsahan Temuan
Metode pembahasan yang dapat di lakukan dalam penelitian pustaka
(library research) adalah sebagai berikut:
1. Deduktif
Metode deduktif merupakan teknik penulisan yang dimulai dari
suatu wawasan teoritis yang selanjutnya dijabarkan menjadi suatu satuan-
satuan konsep yang lebih opersional dan dapat dikembangkan.
Sepertihalnya dalam penelitian ini, peneliti menarik kesimpulan berupa
satuan-satuan konsep tentang nilai pendidikan multikultural yang didapat
dari aur perkembangan pendidikan multikultural.
2. Induktif
Teknik penulisan model induksi ini dipakal untuk mengembangkan
sebuah ide yang dikemukakan oleh seorang pakar, atau beberapa orang
pakar menjadi sebuah pembahasan secara komprehensif, yang didukung
oleh teori, konsep dan data dokumentasi yang relevan. Teknik induktif
juga diartikan sebaga teknik penelitian yang berawa dari empiri dan
mencari abstraksi.
3. Komparatif
Teknik komparatif adalah teknik penelitian yang berupaya
membandingkan kategori-kategori untuk merumuskan sebuah teori atau
konsep, kemudian dilanjutkan dengan pengembangan teori atau konsep

tersebut.” Pada penelitian ini teknik komparatif sangat diperlukan

™ Choirul Mahfudz, Op.cit, Him. 22
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mengingat judul dalam penelitian ini terdiri atas tiga kajian yakni
pendidikan multikultural, Pancasila, dan Piagam Madinah. Dengan kata
lain komperatif diperlukan untuk menemukan sebuah konsep atas ketiga
bidang kajian tersebut.
4. Interpretatif
Interpretatif dilakukan untuk menafsirkan data-data primer atau
sekunder yang digunakan. Pendekatan ini dilakukan untuk membantu
peneliti maupun pembaca dalam memahami sebuah teori atau konsep
yang dipakai. Dengan interpretasi, seorang peneliti menyederhanakan
dan memudahkan bagi pembacanya untuk mengerti.
F. Prosedur Pendlitian
Penelitian ini dimulai dengan proses penjaajakan awa melalui sebuah
penelitian pendahuluan dimana dalam tahapan ini peneliti mulai merumuskan
sebuah permasalahan utama dalam sebuah penelitian, mengingat penelitian
tentu berasal dari sebuah masalah. Selain penentuan sebuah masalah utama,
pada tahapan ini pendliti juga mencoba memilah beberapa penelitian terdahulu
yang berkaitan dengan kajian ini selain itu pemilahan terkait literatur yang
dijadikan sebagai data primer juga merupakan hal yang patut diperhatikan.
Tahapan kedua adalah pengembangan desain, dalam tahapan ini
peneliti mulai mencoba untuk membangun alur dan konsep khusus tentang
penelitian ini. Dalam penelitian ini tahapan pengembangan desain diperlukan

dalam rangka menemukan konsep dan alur yang jelas terkait pembahasan
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tentang nilai-nilai  pendidikan multikultura dan mengaitkannya dengan
Pancasila dan Piagam M adinah.

Tahapan sdlanjutnya adalah penelitian sebenarnya, tahap ini
merupakan inti dari sebuah penelitian, dimana melaui tahapan ini seorang
peneliti dituntut untuk mampu menuangkan ide atau gagasan teoritisnya pada
sebuah tindakan nyata berupa tahapan aksi. Dengan demikian melalui tahapan
ini penelti mulai mencoba terjun langsung pada kaian penelitian berupa
pembahasan pendidikan multikultural, Pancasila, dan Piagam Madinah.

Setelah tahapan diatas selesal, tahapan akhir peneliti pada pendlitian ini
adalah penulisan laporan. Pada tahapan inilah peneliti mulai mengakhiri
prosedur penelitian berupa penuangan temuan penelitian yang telah didapatkan
pada sebuah laporan. Tahapan ini bertujuan agar sebuah penelitian dapat
dinikmati hasilnya oleh semua pihak, khususnya pihak yang berkaitan erat

dengan pengembangan nilai-nilai pendidikan multikultural.
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BAB IV
PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Keterkaitan Nilai, Pendidikan dan Multikulturalisme

Sebelum melangkah lebih jauh tentang nilai pendidikan multikultural
tentulah lebih dahulu memerlukan pemahaman terkait keterkaitan antara nilai,
pendidikan dan wacana multikulturalisme. Hal ini dikarenakan agar tidak
terjebak pada rana multikulturalisme yang merupakan produk dari
perkembangan sosial budaya. Pertama kali hal yang harus dipahami sebelum
mengkaji nilai pendidikan multikultural adalah pemahaman akan kaitannya
nilai dengan pendidikan. Sebagaimana diketahui dari hakekat tentang nilai
dapat didapatkan sebuah pemahaman bahwa nilai merupakan sebuah
perwujudan diri, pendapat ini mengacu opini Abdul Lathif yang memandang
nilai melalui perspektif ideologi pendidikan, yakni tatkala nilai dianggap
sejenis perilaku tertentu tentang tahu dan yang diketahui. Latif memandang
bahwasahnya sebuah pengetahuan dalam perkembangan selanjutnya akan
menjelma sebagai keyakinan yang akan direfleksikan menjadi sikap atau
perilaku, dengan kata lain Latif membuat penekanan bahwasahnya nilai
merupakan sebuah “perwujudan diri (Self Actualization) .

Dengan demikian posisi nilai yang menyandang sebagai “perwujudan
diri” pada setiap individu tentu membutuhkan sebuah proses guna
mewujudkan perwujudan diri pada nilai tersebut. Latif kembali

mengemukakan pendapatnya terkait bagaimana proses mewujudkan sebuah
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nilai, dalam bukunya berjudul “Pendidikan berbasis nilai kemasyarakatan”
mengatakan nilai dapat didapatkan melalui tiga cara.®’

Pertama melalui pencarian kebenaran dan keutamaan melalui
filasafat, yakni melalui berfikir (paradigma logis-abstrak). Latif
mengemukakan bahwa melalui filsafat seseorang akan bsia menemukan
makna dari sesuatu yang abstrak dari suatu objek yang konkret. Hal ini
dikarenakan melalui filsafat mampu seseorang akan mengoptimalkan fungsi
akal untuk mendeskripsikan makna yang belum dijelaskan pada suatu ilmu
pengetahuan. Kedua kedua, nilai diperoleh melalui paradigma berfikir logis-
empiris. Paradigma ini merupakan paradigma ilmu pengetahuan yang
memerlukan bukti nyata dalam menguji kebenaran dan keutamaan suatu hal.
Nilai yang diperoleh melalui cara ini banyak mengungkapkan kebenaran
teoriik karena diteempuh melalui cara berfikir ilmiah. Ketiga perolehan nilai
melalui hati dan fungsi rasa, cara ini tidak lagi menyertakan pertimbangan
logis (filsafat) atau logis-empiris (ilmu pengetahuan). Hal ini dikarenakan
nilai atau pengetahuan yang terlahir melalui cara ini masuk melalui pintu
intuisi dan bersarang pada keyakinan hati. Model perolehan nilai ini
dilakukan melalui cara penggambaran batin pada wilayah supra-logis.®*

Mengacu argumen Latif tersebut setidaknya ada satu pemahaman
utama tentang kesatuan antara tiga cara penempuan sebuah nilai sebagaimana
diatas. Letak kesamaan dalam cara pemunculan nilai melalui tiga cara diatas

terletak pada prosesnya dimana ketiganya membutuhkan sebuah alur

8 Abdul Latif, Op.Cit. HIm. 74
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pendidikan guna sebagai berpijak dalam penggalian sebuah nilai. Hal ini
disebabkan karena  pendidikan mampu berperan sebagai alat untuk
mewujudkan potensi peserta didik untuk mengembangkan potensi mereka
termasuk dalam pengembangan potensi penggalian sebuah nilai. Pendidikan
juga menyandang peran sebagai alat penanaman sebuah nilai yang diyakini
benar dalam sebuah masyarakat. Dengan demikian melalui pendidikan
seseorang akan mampu mewujudkan sebuah nilai baik itu melalui proses
berfilsafat, melalui paradigma logis-empiris, atau pun melalui proses perasaan
melalui fungsi hati. Ketiga cara ini tentulah membutuhkan sebuah proses
pendidikan sebagai pijakan pengetahuan yang berperan sebagai alat untuk
penggalian sebuah nilai.. Dengan demikian pada hakekatnya sebuah nilai
merupakan produk yang muncul dari sebuah pendidikan, sebagaimana
pendidikan akhlag yang memunculkan sebuah nilai luhur tentang urgensi
akhlaqg bagi kehidupan manusia.

Selain pendidikan berperan sebagai media pemujudan sebuah nilai,
keterkaitan antara sebuah pendidikan dengan nilai berlanjut pada tujuan
pendidikan itu sendiri, sebagaimana menurut Fatah Yasin (2008) pada
dasarnya tujuan pendidikan merupakan nilai-nilai yang ingin dicapai dan
diinternalisasikan pada peserta didik.®* Dengan demikan pada intinya nilai
dan pendidikan mempunyai keterkaitan satu sama lain yang dibaratkan

sebuah putaran roda, nilai merupakan produk dari sebuah pendidikan lalu

8 Fatah Yasin, Dimensi-dimensi Pendidikan Islam, (Malang: UIN Press, 2008), HIm. 208
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pendidikan sendiri bertujuan untuk menuju sebuah nilai yang diinginkan
ditanamkan pada peserta didik.

Setelah memahami keterkaitan nilai dan pendidikan dalam konsep “A¢
Daur” yang berkaitan satu sama lain maka pembahasan masuk pada gagasan
multikultural yang merupakan produk dari ilmu sosial dan budaya.
Sebagaimana dipaparkan oleh H.A.R Tilaar pembahasan bab dua didapatlah
pemahaman bahwa nilai inti multikuluralisme sendiri terdiri dari tiga macam
nilai; demokrasi, humanisme, dan pluralisme yang pada akhirnya ketiga nilai
tersebut memunculkan nilai-nilai multikultural lainnya seperti persamaan
(egalitarian), keadilan sosial, persatuan kebagsaan, dan lain sebagainya.
Dengan demikian melalui nilai-nilai tersebut pada akhirnya diharapkan akan
mengarahkan kehidupan sosial yag dinamis, sejahtera, dan madani.

Dikaitkan dengan pendidikan yang berperan sebagai media
pemujudan sebuah nilai, kehadiran multikulturalisme pada akhirmya
disambut dengan konsep pendidikan multikultural sebagai media penanaman
nilai multikulturalisme. Disinilah letak keterkaitan antara multikulturalisme
dengan pendidikan, dimana keberhasilan pendidikan sebagai media
pemujudan sebuah nilai kehidupan pada akhirnya mampu menggugah
semangat para pakar sosial multikulturalisme untuk mengembangkan nilai-
nilai multikulturalisme pada rana pendidikan. Dengan demikian setelah
mengkaji pembahasan nilai, pendidikan, dan multikuluturalisme didapatlah
sebuah keterkaitan antara konteks nilai, pendidikan, dan mulikulturalisme,

dimana pendidikan dan nilai merupakan dualisme kesatuan dalam proses
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pendidikan kemudian adanya gagasan multikulturalisme pada akhirnya
menuntut untuk membentuk gagasan pendidikan multikultural sebagai alat
pengembang nilai inti multikulturalisme; demokrasi, humanisme, dan
pluralisme. Pada akhirya kesimpulan utama pembahasan berkaitan tentang
“nilai pendidikan multikultural” adalah bahwa nilai dari pendidikan
multikultural sendiri yaitu nilai nilai yang terkandung pada multikulturalisme,
mengingat pendidikan multikultural sendiri merupakan proses untuk
mengembangkan nilai-nilai multikulturalisme pada peserta didik.
. Praktik Pendidikan Multikultural di Indonesia

Berbicara terkait pendidikan multikultural sebagai satu kesatuan
tentulah kita akan dihadapkan pertanyaan mendasar yang seringkali muncul
pada fikiran kita, mengapa istilah pendidikan dikaitkan dengan istilah
multikultural yang tiada lain merupakan sebuah konsepsus gerakan sosial
multikulturalisme. Perlu diingat bahwa pendidikan tiada lain merupakan
sebuah bentuk kegiatan yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan
tanggung jawab, mengingat pada hakekatnya pendidikan tiada lain
merupakan perwujudan dari proses pengembangan akal yang hanya dimiliki
oleh manusia sebagai homo sapiens. Tanggung jawab disini tidak hanya
dibebankan pada pendidik namun juga dibebankan pada peserta didik bahkan
dalam SISDIKNAS dikatakan bahwa pendidikan menjadi tanggung jawab
masyarakat. Hal ini disebabkan karena secara fungsional adanya pendidikan
menyandang peran sebagai media pengembangan peserta didik guna

mengembangkan potensi dirinya untuk dapat dikembangkan dalam ruang
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lingkup sosial masyarakat. Oleh karena itulah berkembangnya permasalahan
dan gejolak dalam suatu masyarakat pada akhirnya menuntut sebuah
pendidikan untuk senantiasa berkembang seiring dengan berkembangnya
zaman.

Pada era global seperti sekarang ini dunia dihadapkan konsep global
village, sebuah sistem hubungan antar negara dan benua yang dapat dicapai
dengan sekejap mata. Dimulai dengan kemunculan internet sebagai jembatan
penghubung dimensi dunia digital kemudian dilanjutkan dengan
menjamurnya berbagai media sosial seperti Friendster, Facebook, Twitter,
Blackberry messenger, dan lain sebagainya. Munculnya konsep global village
berperan besar dalam penyebaran nilai dan budaya suatu kelompok sosial
bahkan efek berlebihannya dapat menyebabkan cultural shock, goncangnya
tatanan masyarakat akan budaya baru. Dalam menghadapi era yang
mengglobal, pendidikan tentulah dituntut untuk senantiasa bersifat dinamis
seiring dengan cepatnya perubahan sosial dalam sebuah tatanan masyarakat.
Selain itu pendidikan dituntut untuk senantiasa luwes untuk dapat
berkembang di berbagai lini kehidupan masyarakat, mengingat pendidikan
tidak bisa terpisahkan dengan masyarakat begitu juga sebaliknya.
Sebagaimana diutarakan filosof “John Dewey” melalui gagasan “The School
and Society” yang mengatakan sebuah konsep “New Education” tentang
pendidikan yang tidak dapat diisolasi dari kehidupan masyarakat. Pandangan
filosof John Dewey diatas mendapat dukungan dari pendapat pakar

multikultural Indonesia “HAR Tilaar” yang mengatakan bahwasahya

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



83

94

pemikiran John Dewey seratus tahun lalu tersebut masih relevan untuk
direnungkan dewasa ini. Tilaar (2000) beralasan bahwa nilai-nilai reformasi
untuk membentuk masyarakat baru Indonesia hanya dapat terwujud apabila
pendidikan itu sendiri merupakan bagian dari paket reformasi total dalam
masyarakat. ® Alasan inilah yang pada akhirnya memunculkan berbagai
konsep pendidikan baru yang masuk ke berbagai lini kehidupan sepertihalnya
gagasan konsep pendidikan entrepreneurship, gagasan pendidikan jurnalistik,
gagasan pendidikan adiwiyata, pendidikan karakter, hingga gagasan
pendidikan multikultural.

Mantan Rektor UNJ “Sutjipto” dan Cut Kamaril Wardani
berpendapat bahwa globalisasi sebagai tantangan global perlu diimbangi
dengan penguatan budaya local (local culture). Akan tetapi perlu diingat
bahwa fanatisme yang berlebihan pada local culture beresiko menimbulkan
disintegrasi bangsa bahkan jika dibiarkan berlarut-larut dikhawatirkan faham
seperti etnosentrisme, primodialisme, rasisme, dan lain sebagainya akan
menggerogoti kesatuan bangsa. Oleh karena itulah pendidikan multikultural
menjadi hal yang wajib untuk dihadirkan dalam dunia pendidikan
dikarenakan pendidikan merupakan media yang paling ampuh dalam hal
penyadaran.

Indonesia memang dikenal sebagai salah satu negara yang tingkat
kemultikulturalan tinggi, hal ini dibuktikan dengan banyaknya perbedaan

kultur pada masyarakat Indonesia baik yang besifat vertikal maupun yang

H.A.R Tilaar, Pendidikan, kebudayaan, dan masyrakat madani Indonesia, (Bandung:PT
Remaja Rosdakarya, 2000), HIm. 6
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bersifat horizontal. Bahkan konsepsus “Bhineka Tunggal Ika” sejatinya telah
melekat di Indonesia sejak zaman kerajaan Hindu-Budha menjamur di bumi
Nusantara. Akan tetapi seiring berputarnya roda waktu konsepsus multikultur
di Indonesia perlahan-lahan mulai teralihkan dengan gagasan monokultur
yang dikomandoi langsung oleh pemerintah. Bahkan tatkala masa
pemerintahan orde baru-nya Soeharto, melalui penafsiran tunggal Pancasila
pemerintah berpayung diri atas monokultur negara yang harus dipatuhi oleh
seluruh rakyat Indonesia. Hal ini pada akhirnya mematikan kreatifitas dan
perkembangan berbagai kultur pada masyarakat Indonesia, hingga akhirnya
Indonesia seakan-akan seperti “harimau yang tak punya taring”, bangsa
multikultur namun berjiwa monokultur.

Berakhirnya pemerintahan orde baru di tahun 1998 dengan ditandai
reformasi besar-besaran pada akhirnya diharapkan mampu memberi secerah
harapan atas terbukanya pintu multikultural yang telah terkunci erat pada
masa orde baru. Akan tetapi dalam realitanya kedatangan orde reformasi di
Indonesia justru seperti pisau bermata dua, dimana selain memunculkan efek
positif atas pencerahan budaya, reformasi di tahun 1998 juga menimbulkan
dampak negatif Cultural Shock berlebihan di beberapa masyarakat Indonesia,
mengingat berubahnya tatanan budaya secara mendadak dari monokultural
orde baru menyebabkan semakin tak terkontrolnya liberalisme kebudayaan
yang awalnya terbelenggu di zaman orde baru, hingga pada akhirnya
liberalnya kultur sosial diberbagai lini kehidupan tak jarang mengarah kepada

faham etnosentrisme, primodialisme, maupun fasisme. Sebagaimana
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dikatakan oleh Azumardi Azra bahwa sentralisme kekuasaan pada masa orde
baru memaksakan “monokulturalisme” yang nyaris seragam memunculkan
reaksi balik yang negatif bagi rekontruksi kebudayaan nasional yang
multikultural 8 Kemudian tokoh yang pernah menjadi Direktur Pascasarjana
UIN Syarif Hidayatullah tersebut melanjutkan opininya bahwa pasca
reformasi besar-besaran 1998 yang berlanjut pada kemunculan wacana
otonomisasi permerintahan pada akhirnya memunculkan fenomena
provensialisme yang hampir tumpang tindih dengan “‘etnisitas”,
kecenderungan ini jika tidak terkendali tentulah akan mengarah kepada
disintegrasi sosio-kultural bahkan disintegrasi politik. %

Kekhawatiran akan menjamurnya faham etnosentrisme pada berbagai
kelompok sosial usai gejolak reformasi 1998 pada akhirnya membuat para
tokoh pemikir nasional bertindak untuk membuat sebuah gagagsan baru
sebagai alat pemersatu kemultikulturalan bangsa Indonesia. Berbagai filosof
nasional pun muncul dengan berbagai pandangan untuk mengatasi konflik
perbedaan yang muncul pasca reformasi 1998, mulai dari gagasan rejuvenasi
Pancasila-nya Azumazri Azra sebagai pengembalian nilai pancasila
sesungguhnya, gagasan pluralisme agama dan budaya oleh kombinasi dua
tokoh; Abdurrahman Wahid (Gusdur) dan Nurcholis Madjid, gagasan
perbedaan gender yang seringkali dilontarkan filosof muda “Musdah Mulia”,
hingga gagasan multikulturalisme yang sering diwacanakan guru besar UNJ

“H.A.R Tilaar”. Gagasan pendidikan multikultural sendiri merupakan sebuah

8 Choirul Mahfudz, Op.cit, HIm. 198
% Ibid, HIm. 199
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paradigma baru yang dikembangkan pada sistem pendidikan nasional sebagai
peresponan terhadap urgensitas multikulturalisme bagi kemultikulturalan
bangsa Indonesia guna berperan untuk media penanaman prinsip humanisasi
perbedaan kultur sosial masyarakat. Sebagaimana opini H.A.R Tilaar
bahwasahnya pendidikan multikultural telah menjadi tuntutan yang tidak bisa
ditawar-tawar dalam membangun Indonesia baru.®®

Jika dilihat dalam perspektif pendidikan nasional ternyata pendidikan
multikultural telah mendapat sebuah pengakuan akan realitas urgensitasnya.
Ungkapan ini mengacu pada beberapa pasal dalam undang-undang sistem
pendidikan nasional (SIKDIKSAS) antara lain;®
(Bab 111, Pasal 4, ayat 1) “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis,
dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi

manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”.

(Bab 1V, Pasal 5, ayat 1) “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama
untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”

(Bab 1V, Pasal 5, ayat 2) “Warga negara yang memiliki kelainan fisik,
emosional, mental, intelektual, dan sosial berhak memperoleh pendidikan
khusus”

Berdasar pada paparan poin dari SISDIKNAS diatas didapatlah
sebuah sinkronitas antara pendidikan multikultural dengan sistem pendidikan
nasional, dimana letak keterkaitannya terlihat pada esensi prinsip diatas yang
pada intinya merupakan cerminan dari nilai-nilai multikulturalisme seperti

nilai pengakuan kultur (humanisme), nilai keadilan, nilai demokrasi, hingga

nilai keadilan. Dengan kata lain kehadiran gagasan multikulturalisme yang

% 1bid, HIm. 221

87

. UU SIKDIKNAS, (Bandung:Citra Umbara, 2003),HIm. | 7
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pada akhirnya dikembangkan melalui konsepsus pendidikan multikultural
telah mampu merekontruksi sistem pendidikan nasional menuju kurikulum
multikultural.

. Kandungan Nilai Pancasila

Sebagaimana dituturkan dalam pembahasan sebelumnya bahwasahnya
Pancasila menyandang peranan yang urgent dalam pembentukan negara
kesatuan republik Indonesia (NKRI) mengingat kehadiran Pancasila sebagai
dasar negara Indonesia pasca proklamasi 1945 merupakan penguat legitimasi
negara Indonesia secara “de facto”. Kesaktian nilai lima sila Pancasila yang
diimplementasikan dalam praktek kenegaraan Indonesia oleh pemangku
kepentingan bangsa melalui politik bebas aktif pada akhirnya mampu menjadi
penguat status quo Indonesia dalam rana “de jure”. EKksistensi Pancasila
sebagai “kontrak sosial” yang mampu menjadi penengah keegoisan para
kelompok sosial pada saat penentuan dasar negara Indonesia menjadi bukti
nyata akan Kkinerja Pancasila sebagai konstitusi pemersatu bangsa yang
terkenal multikultural ini.

Dikaitkan dengan keberhasilan Pancasila yang mampu menjadi media
penengah dan pemersatu semangat kebangsaan Indonesia untuk membentuk
negara kesatuan republik Indonesia tentu tidak terlepas dari kandungan nilai
dasar Pancasila yang “merakyat”, tidak memihak satu golongan tertentu.
Bahkan Soekarno sebagai sosok yang berperan dalam penggalian ide-ide
Pancasila pun tidak berfikir bahwa Pancasila diperuntukkan bagi kelompok

pro nasionalis saja melainkan diperuntukkan bagi seluruh Steakholder bangsa
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Indonesia. Salah satu bukti penguat keluwesan Pancasila dalam menyikapi
perbedaan tercermin dalam sila pertama Pancasila “Ketuhanan Yang Maha
Esa”, dimana melalui sila tersebut tercermin semangat ketauhidan masyarakat
Indoensia yang terdiri dari bermacam-macam agama bukan hanya
diperuntukkan bagi suatu agama tertentu. Alasan inilah yang pada akhirnya
membuat pengahapusaan “tujuh buah kata” pada sila pertama Pancasila
produk Piagam Jakarta dalam rangka rekontruksi Pancasila sebagai konstitusi
yang dapat dinikmati seluruh rakyat Indonesia tanpa meninggalkan aspek
ketauhidan (ketuhanan).

Kandungan Pancasila tidak hanya memuat nilai dari hubungan
vertikal seorang hamba pada Tuhannya seperti yang tercermin dalam sila
pertama Pancasila, akan tetapi Pancasila juga senantiasa memerhatikan aspek
hubungan horizontal manusia dengan sesama mereka sebagai khalifah fil
ardl, sebagaimana yang tercermin dalam empat sila berikutnya; kemanusiaan,
persatuan, demokrasi (kerakyatan), dan keadilan sosial. Kemampuan
Pancasila yang mampu mengkolaborasi dua prinsip dasar kemanusiaan pada
akhirnya semakin memperkuat posisi Pancasila sebagai dasar kebangsaan
Indonesia. Oleh karena itulah diterimanya lima sila Pancasila dalam konteks
kewargaan Indonesia tentu tiada lain karena eksistensi lima sila Pancasila
yang mampu mengembangkan nilai dasar kemanusiaan meliputi nilai
ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai demokrasi, dan nilai

keadilan sosial.
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Berbicara tentang kelima nilai yang terkandung dalam Pancasila
terdapat hal yang menarik dan unik. Keunikan tersebut terletak pada lima
nilai Pancasila yang seakan-akan sistemik dan hierarki antara sila pertama
hingga sila terakhir. Hal ini merujuk pada pendapat Notonagoro bahwa
susunan Pancasila adalah hierarchis dan mempunyai bentuk piramidal.
Menurutnya dilihat dari isi-isinya tiap sila yang berada dibelakang merupakan
pengkhususuan dari sila yang ada dimuka Pancasila.?® Dengan kata lain sila-
sila Pancasila merupakan sebuah kesatuan yang bulat, utuh, dan sistemik.

Susunan Kehierarkian nilai dari Pancasila dapat digambarkan dalam
sebuah Piramida dimana nilai ketuhanan berada di puncak Piramida diikuti
nilai kemanusiaan, persatuan, demokrasi, hingga nilai keadilan sebagai
landasan Piramida.

Gambar 1
Hierarki Nilai Pancasila Dalam Sebuah Piramida

—_—— Nilai Ketuhanan

2 - 2= Nilai Kemanusiaan (Humanisme)
3 — > Nilai Persatuan
/ 4 \ Fr ot 1 > Nilai Demokrasi
/ 5 \—> Nilai Keadilan

1. Nilai ketuhanan, nilai ini merupakan nilai utama yang harus dipegang
oleh setiap manusia sebagai mahluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang
Maha Esa. Dalam hierarki piramida nilai ini berada di atap piramida

dikarenakan nilai ketuhanan atau yang dikenal dengan nilai ketauhidan

8 Notonagoro, Pancasila dasar Falsafah Negara, (Jakarta: Pantjuran Tudjuh, 1974), Hal 31

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



101

merupakan sebuah payung bagi manusia untuk berteduh terhadap
berbagai permasalahan dunia sebagaimana peranan sebuah atap yang
berfungsi sebagai alat teduh dari panas maupun dingin. Nilai ketuhanan
mengarahkan manusia menjadi manusia yang berbudaya melalui gagasan
kemurnian sebuah agama mengingat semua agama tentulah bertujuan
untuk pengaturan terhadap manusia kearah tatanan yang lebih baik.
Dalam konteks Pancasila nilai ketuhanan merupakan cerminan bahwa
negara Indonesia merupakan negara yang bertuhan, hal inilah yang
menjadi alasan para perumus Pancasila menjadikan nilai ketuhanan
sebagai nilai pertama yang harus dihayati bangsa Indonesia. Nilai
ketuhanan diperlukan untuk menjiwai nilai-nilai kemanusiaan lainnya
seperti yang terdapat pada keempat sila berikutnya.

. Nilai kemanusiaan (Humanisme), nilai ini berada di jenjang kedua
hierarki dibawah nilai ketuhanan yang menjadi nilai utama kehidupan.
Hal ini dikarenakan disamping memenag peran sebagai hamba dari
Tuhan Yang Maha Esa, manusia juga berperan sebagai seorang “khalifah
fil ardh” yang pada akhirnya dituntut untuk mampu berkomunikasi
dengan baik dengan sesama manusia itu sendiri mengingat hakekat
manusia merupakan mahluk sosial (homo social). Sebagai homo social
manusia menyandang derajat dan hak asasi yang sama antara manusia
satu dengan manusia lainnya, hak-hak tersebut telah melekat pada
individu masing-masing sejak terlahir di dunia ini. Oleh karena itulah

nilai kemanusiaan menyandang sebagai nilai yang memiliki urgensitas
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tinggi sebagai wujud kongkret dari pengamalan manusia sebagai homo
social.

. Nilai persatuan, nilai ini berada di hierarki ketiga setelah nilai ketuhanan
dan nilai kemanusiaan dikarenakan setelah manusia menempuh proses
internalisasi nilai ketuhanan yang diaplikasikan dalam sebuah proses
humanisasi tentu membutuhkan sebuah nilai persatuan sebagai sarana
untuk mengikat proses humanisasi tersebut. Hal ini bertujuan agar
tercipta sebuah ikatan kekeluargaan antara satu individu dengan individu
lain atau suatu kelompok dengan kelompok lain, dengan demikian
konsep homo social yang menyandang pada diri manusia akan mampu
diimplementasikan dalam praktek kehidupan.

. Nilai demokrasi, nilai ini berada di hierarki keempat dibawah nilai
persatuan. Hal ini dikarenakan setelah manusia disatukan dengan sebuah
ikatan persatuan kebangsaan, manusia memerlukan tahapan demokrasi
sebagai wujud aplikatif dari suatu persatuan kebangsaan. Selain itu dalam
membentuk sebuah persatuan kebangsaan tentulah  diperlukan
pengamalan sebuah demokrasi yang bijaksana.

Nilai keadilan, nilai ini merupakan tujuan akhir dalam sebuah sistem
kehidupan. Setelah manusia melewati empat tahapan mulai dari
internalisasi nilai ketuhanan yang dicerminkan dalam proses humanisasi,
kemudian dilanjutkan dengan proses persatuan kebangsaan sebagai
sarana pengikat proses humanisasi, lalu dilanjutkan dengan penerapan

nilai demokrasi sebagai tindak lanjut dari proses persatuan, maka
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manusia memerlukan sebuah nilai keadilan sebagai barometer
pencapaian tujuan kehidupan. Empat nilai yang terangkum dalam sila
pertama hingga sila keempat merupakan sebuah tahapan untuk mencapai
sebuah nilai keadilan sebagai tujuan akhir kehidupan sebagaimana
konsep Islam yang mendoktrinkan diri sebagai “rahmatal lil ‘alamin.
Nilai keadilan berada di dasar hierarki piramida dikarenakan nilai ini
merupakan barometer yang menjadi pijakan atau dasar dalam
menentukan tatanan kehidupan yang baik. Jika nilai keadilan dapat
diterapkan dengan baik pada rana sosial kemasyarakatan tentulah sistem
kehidupan masyarakat tersebut akan baik pula begitu juga sebaliknya.
Sebagaimana sebuah bangunan yang baik tentu dipengaruhi oleh sebuah

kuatnya sebuah pondasi bangunan tersebut.

D. Kandungan Nilai Piagam Madinah

Mereview kembali terkait Piagam Madinah tentulah akan dipahami
bahwa konstitusi pertama Islam tersebut tersimpan sebuah nilai peradaban
yang tinggi di zamannya bahkan nilai-nilai tersebut sebagian masih sinkron
dengan nilai-nilai konstitusi modern sepertihalnya Deklarasi PBB (Perserikatan
bangsa-bangsa) tentang Universal Hak Asasi Manusia (HAM).

H.R Gibb melalui komentarnya menyatakan bahwa isi Piagam Madinah
pada prinsipnya telah meletakkan dasar-dasar sosial politik bagi masyarakat
Madinah yang juga berfungsi sebagai undang-undang. Gibb juga

mengungkapkan bahwasahnya Piagam Madinah merupakan murni hasil
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pemikiran serta inisiatif Nabi Muhammad SAW sendiri.*® Kemampuan Nabi
Muhammad SAW merumuskan nilai-nilai humanis pada Piagam Madinah
semakin menjadi bukti nyata akan sifat fathonah yang melekat pada diri
Rasulullah SAW.

Jika dilihat dari sudut pandang tersurat, kehadiran Piagam Madinah di
Yastrib (Madinah) seakan-akan merupakan sebuah kontrak sosial yang dibuat
oleh Nabi Muhammad SAW guna merangkul heterogenitas Yastrib (Madinah)
dalam sebuah ikatan kebangsaan, mengingat Yastrib tatkala itu merupakan
daerah yang dikenal multi kultur. Berbagai kelompok sosial pun menghiasi
kota Yastrib sebut saja bani ‘Auf, bani Khasraj, bani Sa’idat, bani Jusyam, bani
Najjar, bani Amr bin Auf, bani Nabit, bani ‘Aus, hingga kaum Quraish sebagai
kaum Muhajirin Makkah. Belum lagi banyaknya agama di bumi Yastrib mulai
dari Yahudi, Nasrani, Majusi, hingga agama Paghani. Perbedaan inilah yang
pada akhirnya seringkali membuat perpecahan hingga peperangan antar
golongan, puncaknya terjadilah peperangan antar dua suku besar Yastrib yaitu
bani Aus dan Khasraj.

Akan tetapi jika dilihat dari perspektif makna yang “tersirat” kehadiran
Piagam Madinah bukan sekedar kontrak sosial, bahkan lebih dari itu dimana
Piagam Madinah merupakan sebuah wujud konkret dari doktrinisasi Nabi
Muhammad SAW kepada umatnya tentang nilai-nilai Islam secara horizontal,
dalam hal ini nilai yang berkaitan dengan etika berhubungan dengan sesama

ciptaan Allah SWT.

8 Ngudi Austi, Op.Cit, HIm 260

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



105

Sebagaimana dipaparkan oleh Jamal Ghofir (2012) bahwasahnya
konsep dasar yang tertuang dalam Piagam Madinah di masa Nabi Muhammad
SAW merupakan pernyataan maupun sikap dari kesepakatan Madinah guna
melindungi serta menjamin hak-hak sebagai sesama warga masyarakat
Madinah tanpa melihat latar belakang suku, ras, agama, atau pun warna kulit.*
Pernyataan Jamal diatas membuktikan bahwa Piagam Madinah merupakan
strategi yang dibuat Nabi Muhammad SAW guna menyatukan perbedaan
masyarakat Madinah dalam sebuah ikatan humanisme sebagaimana ditekankan
dalam ajaran agama Islam. Pengasuh pesantren Al Mizan “Maman Imanulhaq”
berpendapat bahwa Penyusunan Piagam Madinah menunjukkan komitmen
Nabi Muhammad SAW untuk menjadikan pluralitas masyarakat Madinah
sebagai kekuatan dalam melakukan transformasi. Alumnus Pesantren Bahrul
‘Ulum Tambakberas tersebut menganggap Nabi Muhammad SAW tidak
sekedar mengakui (acknowledging) keragaman Madinah tapi juga
memperjuangkan (Advocating) keragaman dengan meletakkan spirit agama
sebagai energi dalam menyusun strategi perubahan menuju sebuah tatanan
masyarakat yang cerdas, berbudaya saing, terbuka, dan berkeadilan.

Kemudian Jamal Ghofir (2012) kembali melanjutkan opininya dimana
secara garis besar prinsip-prinsip Piagam Madinah berkaitan erat dengan
toleransi baik itu dalam rana kesukuan atau toleransi dalam kaitan agama. Hal
ini menunjukkan bahwa dakwah dan ajaran yang dibawa Nabi Muhammad

SAW memang benar-benar mengandung nilai humanisme dan toleransi baik

% jamal Ghofir, Op.cit, HIm 92
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dalam berbangsa, bernegara, dan beragama. °** Bahkan kehumanisan Piagam
Madinah sebenarnya tidak hanya ditemukan pada isi Piagam Madinah saja,
akan tetapi dalam proses pembentukan konstitusi tersebut Nabi Muhammad
SAW juga senantiasa memperhatikan nilai humanisme dan toleransi, dimana
tatkala beliau merumuskan nilai dari konstitusi Piagam Madinah beliau tidak
serta mengambil otoritas penuh dalam perancangan Piagam Madinah meski
beliau sebenarnya telah mendapat kepercayaan penuh atas kebijakan-kebijakan
di kota Yastrib (Madinah). Justru beliau mengambil sikap humanis, toleran,
dan demokratis dalam perumusan konstitusi Piagam Madinah dimana Nabi
mengundang pemimpin tiap kabilah (suku) bersama kaum Muhajirin untuk
duduk bersama guna perumusan konstitusi Piagam Madinah. Kehumanisan
Nabi Muhammad SAW semakin tampak tatkala beliau memberi kesempatan
pada suara-suara dari kalangan non muslim dalam perumusan Piagam Madinah
sepertihalnya aspirasi dari umat Yahudi dan Nasrani. Hal ini dibuktikan dengan
adanya aturan pada salah satu isi Piagam Madinah yang berisi aturan
bermasyarakat bagi kalangan non muslim. Dengan demikian tak mengherankan
jika kandungan dari Piagam Madinah terlihat humanis mengingat gagasan
humanisme juga terlibat dalam proses pembentukan konstitusi tersebut.
Sebagaimana dipaparkan dalam bab kedua berkenaan dengan isi
Piagam Madinah dapat diketahui bahwasahnya isi Piagam Madinah terbagi
menjadi 47 pasal. Pembagian pasal ini mengacu pada argumen sejarawan Islam

Klasik dari Persia “Ibnu Hisyam” dalam karya besarnya “As-Sirrah a’n

° 1bid, HIm 98
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Nabawiyyah” yang sering dijadikan kajian sejarah keislaman Nabi Muhammad
SAW.% Setelah dianalisis terhadap 47 pasal dari Piagam Madinah didapatlah
beberapa nilai-nilai utama yang ditekankan dalam konstitusi pertama dunia
tersebut, nilai-nilai tersebut antara lain:
1. Nilai Ketuhanan.
Nilai ketuhanan merupakan nilai inti dari ajaran dakwah Nabi
Muhammad SAW dimana esensi dakwah dalam perspektif Islam adalah
mengajak seseorang untuk senantiasa kembali ke jalan yang di ridhai Allah
SWT dalam hal ini meyakini keimanannya dan dibuktikan melalui
ketagwaannya baik secara islam maupun ihsan. Melalui Piagam Madinah
Nabi Muhammad SAW berusaha untuk menjadikan konstitusi tersebut
sebagai media internalisasi nilai-nilai ketuhanan baik itu menyangkut
hubungan secara vertikal dalam hal ini menyangkut hubungan seorang
hamba dengan Tuhannya atau hubungan secara horizontal, berkenaan
dengan tata cara berhubungan antara sesama hamba berdasarkan nilai yang
didapat dari sifat-sifat Ketuhanan sebagaimana dalam Asmaul Husna.
Keterkaitan isi Piagam Madinah dalam hal nilai Ketuhanan
dapat dilihat dari segi isi konstitusi itu sendiri dimana secara garis besar
kandungan dari setiap pasal pada Piagam Madinah berkenaan erat dengan
sifat-sifat ketuhanan sepertihalnya tentang nilai Ar Rohman (pengasih)
atau Ar Rohim (penyayang) yang di internalisasikan Nabi Muhammad

SAW pada praktek kewargaan Madinah melalui pasal-pasal Piagam

%2 1bid, HIm 67
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Madinah. Dengan demikian guna mencapai keteraturan sosial tentulah
penting akan mengimplementasikan nilai-nilai  Ketuhanan dalam
kehidupan keseharian.

Nilai ketuhanan juga terlihat jelas pada Mugoddimah (Pengantar)
Piagam Madinah itu sendiri, dimana pada permulaaan piagam tersebut
Nabi Muhammad SAW mengawali pembahasan dengan bacaan
“Basmalah” sebagai bentuk pemujaan kepada Tuhan Allah SWT. Melalui
Piagam Madinah Nabi Muhammad SAW berusaha mencoba menanamkan
nilai ketauhidan akan eksistensi Allah SWT sebagai tuhan alam semeseta

yang senantiasa bersifat Rahman dan Rahim pada ciptaannya.

Ghedll O plis ale QU oo (I uRRS Ge SIS 1k
“ Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Ini
adalah piagam dari Muhammad Rasulullah SAW, di kalangan
mukminin dan muslimin (yang berasal dari) Quraisy dan Yatsrib
(Madinah), dan yang mengikuti mereka, menggabungkan diri dan
berjuang bersama mereka”. (Mugoddimah Piagam Madinah)

Selain mengawali pembahasan Piagam Madinah dengan kalimat
pujaan kepada Allah SWT akan eksistensinya sebagai ‘Sang Pengasih”
dan “Sang Penyayang”, Nabi juga mencoba merumuskan isi Piagam
berdasar pada aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT melalui
berbagai firman-Nya “Al-Qur’an” dengan modifikasi prinsip “rahmatal lil

‘alamin”, mengingat nilai-nilai Islam tidak hanya diperuntukkan bagi umat

Islam saja namun lebih besar daripada itu dimana dalam nilai-nilai Islam
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secara garis besar berisi pesan kedamaian dan persatuan bangsa. Oleh

itulah salah satu prinsip ketuhanan yang dikembangkan Nabi Muhammad

SAW dalam Piagam Madinah adalah berkenaan dengan “Amar Ma ruf

Nahi Munkar”, senantiasa mengejak kepada kebaikan dan melarang untuk

berbuat kemungkaran. Dengan demikian melalui prinsip tersebut nantinya

diharapkan akan membawa Islam untuk mampu merealisasikan nilai Islam

bagi seluruh alam semesta (rahmatal lil ‘alamin). Adapun prinsip Amar

Ma’ruf Nahi Munkar terlihat pada beberapa pasal Piagam Madinah
sepertihalnya pasal 15 dan pasal 20:

155 eadd Gaasll Ol als 3 ule Sind ol ol 223 85

o1 55 ]

“Jaminan Allah satu. Jaminan (perlindungan) diberikan oleh mereka

yang dekat. Sesungguhnya mukminin itu saling membantu, tidak
bergantung kepada golongan” (Pasal 15)

s o 6533 Ups ¥ Liaki ¥ 2d 520 o 4 S 415
“Orang musyrik (Yatsrib) dilarang melindungi harta dan jiwa orang
(musyrik) Quraisy, dan tidak boleh bercampur tangan melawan orang
beriman”. (Pasal 20)

Melalui pasal 15 didapatkan sebuah pemahaman tentang ajakan
untuk berbuat kebajikan dalam hal ini perintah untuk saling menolong dan
saling membantu antar muslim sedangkan melalui pasal 20 dipaparkan
sebuah larangan untuk melindungi orang-orang Quraish Makkah, mengingat

tatkala itu Quraish Makkah merupakan musuh utama penyebaran dakwah

agama Islam. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasahnya dalam

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



110

Piagam Madinah tersimpan secerah harapan akan nilai Ketuhanan
sebagaimana prinsip Amar Ma ruf Nahi Munkar.
. Nilai Persamaan (Egalitarian).

Prinsip persamaan (Egalitarian) merupakan sebuah prinsip yang
timbul sebagai aplikatif dari nilai ketuhanan, dimana Allah SWT senantiasa
aktif untuk memberikan nikmat bagi seluruh mahluknya tanpa terkecuali,

sebagaimana firman Allah SWT:

w@‘\j@j}jﬂbﬂ‘dv.@_alé)%ﬂ;&L.A;..u_jjﬁ
Q-‘\MWWP&M)

“ Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami
angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki
dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan
yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami
ciptakan”. (QS. Al Isra: 70)

Melalui prinsip inilah yang pada akhirnya membuat Piagam
Madinah dikenal sejajar atau bahkan lebih unggul dengan konstitusi modern
mengingat kandungan Piagam Madinah tersimpan secerah nilai human right
sebagaimana terdapat pada konstitusi modern semacam Magna Charta
Inggris, Bill of Right, hingga deklarasi hak universal PBB. Terdapatnya
nilai persamaan (egalitarian) pada Piagam Madinah membuktikan bahwa
konstitusi tersebut merupakan konstitusi bercorak humanis mengingat dalam
proses perumusan Piagam Madinah sendiri bergeliat dengan kenuansaan

demokratis dan humanis. Melalui prinsip persamaan (egalitarian) dalam

Piagam Madinah pada akhirnya mampu menjadi daya tarik tersendiri bagi
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kalangan Madinah untuk mempelajari agama Islam yang dibawa oleh Nabi
Muhammad SAW, mengingat islam yang diterapkan oleh beliau di Madinah
cenderung bersifat nilai daripada bergeliat dengan politik identitas, hal
inilah yang membuat agama Islam mudah diterima di Madinah (Yastrib)
daripada di Makkah meski intensitas dakwah Rasulullah SAW lebih banyak
dilaksanakan di Makkah daripada di Madinah.

Hampir kesemua isi Piagam Madinah tersirat nilai persamaan
(Egaliter) mengingat masyarakat Madinah tatkala itu merupakan masyarakat
yang heterogen dan plural, terdiri dari beraneka ragam perbedaan mulai dari
suku, bani, budaya, hingga agama. Sehingga prinsip persamaan (Egaliter)
merupakan harga mati untuk merangkul segenap perbedaan yang ada di
Madinah, sebagaimana pasal 2-10 Piagam Madinah yang mengatakan
tentang sebuah persamaan hak-hak bagi para suku-suku yang tinggal di

Madinah.
PN T2 S o S o ogzo. ’.c)’u/:/ o -0 1- _..a/’.. ° < o ”°’
pele G9aa o pin OslBLE @@y e W58 (e Ol
-~ 0 030 -~ o_ c,,D/ .0 o’o
Ol G adally 893l
“ Kaum muhajirin dari Quraisy sesuai keadaan (kebiasaan) mereka bahu

membahu membayar diat di antara mereka dan mereka membayar tebusan
tawanan dengan cara baik dan adil di antara mukminin”. (Pasal 2)

< Ccw s (T g B I TP PR [P
29551k Lule i 28 I8 5. J3¥ B 5181 iy e 832553

<o, 2’°‘:°z : a8 s
ol (8 sl g

“Banu Auf sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu
membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar
tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin” (Pasal 3)
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“Banu Sa’idah sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu
membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar
tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin”. (Pasal 4)

L&i.chtg A4S e 4.04\.]4‘_]53 @Mwwujﬁ&u c_a);zj\
Crka3ll uu J,Méi‘é ,da;al\g
“ Banu Al-Hars sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu

membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar
tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin” (Pasal 5)

Gudi nje Aslh (S 5 Jﬁﬂﬁﬂéﬁd’w}@&dmﬂ” A e 0l 5355
Gisafll i bl 55l e

“Banu Jusyam sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu
membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar
tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin” (Pasal 6)

\.zxi.ql.c.‘_g “%A@%ﬁj ‘_lj\o/\@.zﬁl}_ﬁujﬁ&u u\.c)LzJ\
Giaasll G s Laall @53&19
“Banu An-Najjar sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu
membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku

membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.”
(Pasal 7)

4.94\.]9&3 @M@;Jé&zuj.@b_u L}cdﬁ.cu.ajj.q.c}uj
L’J'.t.-,’-f‘)il‘ A .Ia..w.a_nj dé}:’-};\.ﬁ L«u\.ﬁ Lg.\.a_a W

“Banu ‘Amr bin ‘Awf sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu
membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku

membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin”
(Pasal 8)
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“Banu Al-Nabit sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu
membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku

membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin”
(Pasal 9)

1098 = Te(t . Tk o sTR(- 2 e Rz s -0 T VR
69&@%&353‘&914&}&&30#@@26&9#3%5;3
Giaodl] G teally o33l ale

“Banu Al-‘Aws sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu
membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar
tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin” (Pasal 10)
Konsep persamaan pada Piagam Madinah tidak hanya berhenti pada
rana ‘ashobiyyah (kesukuan) saja akan tetapi juga berlanjut pada rana
kepluralan agama, mengingat banyak masyarakat Madinah tatkala itu yang
beragama non islam seperti Yahudi maupun Nasrani. Sehingga konsepsus
persamaan (egalitarian) menjadi hal yang vital untuk dikembangkan pada

bidang keagamaan Madinah. Sebagaimana dijelaskan pada beberapa pasal

Piagam Madinah, sepertihanya pasal 16 dan pasal 25:

7 - 20 o1 o = % Bo 8% T (7 o - 2o _ 33
o of~- TnS = ° SE « W o - _ o x e B3 °o 5. 0 oW 8- Y-

“Sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita berhak atas pertolongan
dan santunan, sepanjang (mukminin) tidak terzalimi dan ditentang
olehnya” (Pasal 16)

o 370 e a}a ~ o 370 a;,a 7o, ‘”‘D,,aa} .0 - .,/o},f’/
(s Ohaliall 5 ofis 5l (Luesll a5 481 85k 4 3¢ O3
oo o T3 s iR A e N A E s ~ a2 o (f. 0 - & o 307 o (- -
%J&‘jw /@’3_.3“2 Ls . Jﬁyauﬁylﬁg—t“-"-"ﬁmébﬁ
“Kaum Yahudi dari Bani ‘Awf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi

kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka.
Juga (kebebasan ini berlaku) bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri,
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kecuali bagi yang zalim dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan
keluarga.” (Pasal 25)

3. Nilai Persatuan kebangsaan.

Sebagai seorang pemimpin agama sekaligus kepala pemerintahan
Madinah, Nabi Muhammad SAW dituntut untuk mampu mengaplikasikan
nilai-nilai syariat Islam pada konteks sosial masyarakat Madinah yang
dikenal multi kultur. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW senantiasa
berusaha untuk istigomah menerapkan berbagai prinsip hidup yang cocok
dengan konteks kemultikulturalan masyarakat Madinah pada Piagam
Madinah sebagai konstitusi resmi Madinah. Setelah nabi merumuskan nilai
persamaan (egaliter) pada Piagam Madinah sepertihalnya yang tertera di
awal-awal pasal Piagam Madinah, nabi juga mengupayakan internalisasi
nilai-nilai persatuan kebangsaan pada konstitusi Madinah tersebut,
mengingat nilai persamaan (Egaliter) akan sulit terwujud tanpa adanya
sebuah nilai tentang persatuan kebangsaan sebagai media pengikat
perbedaan yang ada di Madinah.

Perumusan nilai persatuan kebangsaan pada Piagam Madinah
sebenarnya merupakan strategi yang dilakukan Nabi Muhammad SAW
dalam mengupayakan terbentuknya tatanan negara Madinah guna
memudahkan proses internalisasi nilai ajaran agama Islam dalam konteks
kemasyarakatan. Sehingga pada akhirnya melalui nilai persatuan tersebut
akan mampu mewujudkan kedamaian dan ketenangan bagi seluruh alam,
mengingat nilai ajaran Islam sendiri diperuntukkan bagi seluruh umat

manusia bukan tersekat pada konteks umat muslim saja.
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Jamal Ghofir (2012) dalam bukunya tentang Piagam Madinah
mengatakan bahwa konstitusi Madinah telah mampu memberikan
penegasan bahwasahnya inilah kesepakatan bersama dalam membentuk
tatanan bermasyarakat pondasi peradaban yang harus ditaati oleh seluruh
masyarakat Madinah guna menciptakan tatanan sosial yang rukun, dan
saling menghormati dalam beraneka ragam budaya. Jamal kembali
menegaskan bahwa setelah disahkannya Piagam Madinah hanya ada satu
bangsa yang berdaulat penuh tanpa ada tekanan, ancaman, maupun
intimidasi dari pihak lain. Pernyataan alummus pesantren Bahrul ‘Ulum
Tambakberas tersebut memberikan sebuah penguatan bahwa nilai persatuan
kebangsaan sangat tampak jelas pada kandungan Piagam Madinah
sebagaimana dipaparkan pada pasal pertama Piagam Madinah yang

mengemukakan gagasan tentang sebuah kesatuan bangsa.

¥ 3, 4o
| et

@ L o8 o g~ 2
LB 093 (e 8019 44T o7

“ Sesungguhnya mereka satu umat, lain dari (komuitas) manusia lain”
(Pasal 1)

Melalui pasal pertama Piagam Madinah diatas didapatlah sebuah
pemahaman menarik terkait Piagam Madinah, dimana pada pasal tersebut
dipaparkanlah tentang konsepsus terkait proses pembentukan sebuah
kesatuan bangsa. Hal ini dibuktikan dengan adanya istilah “Ummah” pada
pasal pertama Piagam Madinah sebagai mana diatas. Menurut Encylopedia
of Islam istilah ummah bukanlah berasal dari bahasa Arab, hal ini di perkuat

dengan perkataan Montgromery Watt yang mengemukakan bahwa istilah
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“ummah” berasal dari bahasa Ibrani yang mempunyai dua makna yakni suku
bangsa dan masyarakat.®® Sementara Julius Welhausen menganggap bahwa
pada umumnya ummah adalah suatu ikatan dalam komunitas keagamaan,
akan tetapi berkaitan dengan Piagam Madinah Julius mempuyai pengertian
yang lebih luas lagi yakni mencakup seluruh wilayah Madinah,
mengintegrasikan berbagai kelompok-kelompok yang ada di Madinah
dalam satu ikatan persatuan dan perdamaian serta keselarasan hidup.%*
Berdasar pada gagasan kedua tokoh tersebut tentang pemahaman mereka
terkait istilah ummah pada Piagam Madinah dapat disimpulkan bahwa
melalui Piagam Madinah pada akhirnya mampu menyatukan segenap
perbedaan pada masyarakat Madinah menjadi satu ikatan kekeluargaan. Hal
ini diperkuat dengan penggunaan istilah 333 4l dalam pasal tersebut
dimana 53> 5 sendiri mempunyai arti tunggal atau satu, dengan demikian il
8205 berarti ikatan kesatuan dalam hal “ummah” atau dalam pengertian ilmu
politik berarti ikatan kebangsaan atau kenegaraan. Kemudian pengikutan
kalimat &) (33 (e yang berarti “dari komunitas manusia lain” menjadi
bukti nyata bahwa pasal pertama Piagam Madinah ini berkaitan erat dengan
gagasan pembentukan sebuah kesatuan kebangsaan Madinah, mengingat
redaksi 3 ()33 e sangat berkaitan dengan adanya ke-pluralan komunitas

di Madinah.

% Ngudi Astuti, Op.Cit, HIm 262
% Ibid, HIm 264
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Gagasan tentang nilai kesatuan kebangsaan dalam Piagam Madinah
semakin terlihat jika kita mengkaji pasal-pasal Piagam Madinah selanjutnya,

sepertihalnya yang dijelaskan pada pasal 24 dan pasal 44.

-0 "}B,,’,a"," ~ 0 9. @ -
Oyt 13415 s Cinsll 2 Osaats 355 1815

“Kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam
peperangan” (Pasal 24)

Sl A5 Ge o sialll 385 &5
“Mereka (pendukung piagam) bahu membahu dalam menghadapi
penyerang kota Yatsrib” (Pasal 44)
Melalui dua pasal diatas dapat dipahami bahswasahnya melalui
Piagam Madinah Nabi Muhammad SAW berusaha menanamkan nilai-nilai
persatuan kebangsaan dalam masyarakat Madinah guna mengikat berbagai
perbedaan yang ada di Madinah. kemudian nilai persatuan kebangsaan pada
Piagam Madinah diimplementasikan Nabi Muhammad SAW dalam konteks
bela negara, sebagaimana dua pasal diatas yang mewajibkan semua
masyarakat Madinah tanpa terkecuali untuk membela Madinah tatkala
mendapat ancaman baik dari dalam maupun luar.
. Nilai Toleransi (Pluralisme).
Nilai toleransi hampir ada pada setiap pasal di Piagam Madinah,
mengingat nilai ini merupakan nilai pokok kemanusiaan berkenaan dengan

tata cara hidup secara bijak pada suatu lingkungan sosial. Hal ini mengacu
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opini Jamal Ghafir (2012) bahwasahnya secara garis besar prinsip-prinsip
dalam Piagam Madinah berkaitan erat dengan nilai toleransi beragama.”®

Secara etimologi istilah toleransi berasal dari bahasa latin
“tolerate” yang berarti tahan atau bersabar. Sementara dalam bahasa Inggris
toleransi dikaitkan dengan istilah tolerance yang memiliki makna sikap
membiarkan, mengakui, dan menghormati keyakinan orang lain tanpa
mmemerlakukan persetujuan.”® Sementara berkenaan dengan istilah toleransi
Jamal Ghafir (2012) memberikan pemahaman singkat terkait pemahaman
toleransi dimana ia mengartikan toleransi sebagai sikap seseorang yang
bersabar terhadap keyakinan filosofis dan moral orang lain yang dianggap
berbeda, dapat disanggah, atau bahkan keliru.’” Sementara itu Michael
Walzer memandang toleransi sebagai keniscayaan dalam ruang public karena
salah satu tujuan toleransi adalah untuk membangun hidup damai (peaceful
coexsistance) di antara berbagai kelompok.”® Berdasarkan pemahaman
toleransi dari para tokoh diatas dapat disimpulkan bahwasahnya toleransi
merupakan proses humanisasi atau memanusiakan manusia, dalam hal ini
toleransi menyandang status sebagai wujud aplikatif pengakuan akan fitrah
manusia secara utuh sebagai mahluk yang terlahir secara merdeka.

Berkenaan dengan toleransi dalam keterkaitannya pada agama
Islam Jamal Ghofir (2012) menganggap bahwa kehadiran Islam sebagai

agama termuda dalam tradisi Ibrahim sejak abad VII M sudah melibatkan

% Jamal Ghafir, Op.cit, HIm 98
% |bid, HIm 29
°7 Ibid, HIm 28
% |bid, HIm 29
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unsur-unsur kritis pluralisme yang menyangkut hubungan Islam dengan

agama lain, sebagaimana penegasan dalam QS Al Bagarah: 148
,4 ° - & PR f/’;a./&/ IO B I “‘}/
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“Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap
kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. di
mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian

(pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala
sesuatu” (QS. Al Bagarah: 148)

Berdasarkan pada QS. Al Bagarah: 148 sebagaimana diatas pada
akhirnya membuat nilai toleransi menjadi hal wajib akan keberadaannya di
tengah-tengah sebuah tatanan sosial masyarakat. Dengan demikian alasan
inilah yang pada akhirnya membuat Nabi Muhammad SAW senantiasa
mengusahakan prinsip-prinsip toleransi dalam Piagam Madinah. Kemudian
berbicara tentang toleransi pada Piagam Madinah setidaknya terbagi menjadi
dua macam toleransi yakni toleransi internal sesama agama dan toleransi
antar umat beragama.
1) Toleransi internal sesama muslim, toleransi ini dibutuhkan untuk
membentuk sebuah ukhuwah islamiyyah sesama muslim, sebagaimana

firman Allah SWT:

o Age ©

Oaap Slad 1,555 /S.:yl””}xl.@i'eg : \Oy}w Lul

N

()

N2

“Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu
damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu
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dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.” (QS
Al Hujurat:10)

Pada Piagam madinah nilai toleransi sesama muslim terdapat
pada beberapa pasal Piagam Madinah, sepertihalnya pasal 11 dan pasal

15 yang berisi tentang perintah tolong menolong sesama muslim.

o115 8 o335l d3land O iy B5ad 038545 Y Gl

Jaeg
“Sesungguhnya mukminin tidak boleh membiarkan orang yang berat
menanggung utang diantara mereka tetapi membantunya dengan baik

dalam pembayaran tebusan atau diat”. (Pasal 11)

—_—

155 adead (i 3.L| u‘jMLJ‘M\J&MeDJ}‘jw‘MJUb
“Jaminan Allah satu. Jaminan (perlindungan) diberikan oleh mereka
yang dekat. Sesungguhnya mukminin itu saling membantu, tidak
bergantung kepada golongan” (Pasal 15)

Toleransi antar umat beragama, toleransi ini diperlukan untuk
membentuk keteraturan sosial berdasarkan prinsip saling menghargai
berbagai perbedaan antar umat beragama, sebagaimana dipaparkan pada

Pasal 25 yang berisi pengakuan akan hak-hak kaum Yahudi temasuk hak

ibadah.
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“ Kaum Yahudi dari Bani ‘Awf adalah satu umat dengan mukminin.
Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama
mereka. Juga (kebebasan ini berlaku) bagi sekutu-sekutu dan diri
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mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat. Hal demikian akan
merusak diri dan keluarga” (Pasal 25)

5. Nilai Perdamaian

Berbicara tentang nilai perdamaian dalam konteks agama tentu kita
akan dihadapkan dengan pernyataan menarik dimana kesemua agama
tentulah mengajarkan tentang sebuah nilai perdamaian, mengingat agama
sendiri pada hakekatnya merupakan sebuah alat kontrol sosial terhadap
perilaku dan etika umat manusia. Nilai perdamaian inilah yang pada
akhirnya menjadi topik kajian tersendiri bagi agama Islam yang
mendoktrinkan diri sebagai agama universal, rahmat bagi seluruh alam.
Bahkan paparan ini diamini oleh dua penulis non muslim “Karen Amstrong”
asal Inggris dan John L. Esposito asal Amerika yang menentang opini
Martin Kramer, kepala studi timur tengah di Washington DC bahwa Islam
merupakan agama terorisme. Amstrong mengemukakan bahwa orang perlu
tahu bahwa Islam merupakan sebuah agama universal dan dalam Islaam
tidak ada ajaran yang secara agresif anti barat, sementara John berpendapat
bahwa Islam merupakan agama yang dalam sisi ajarannya penuh dengan
kedamaian.” .

Urgensitas nilai perdamaian pada akhirnya dalam perumusan
Piagam Madinah Nabi Muhammad SAW tidaklah lupa mengikut sertakan

nilai ini pada kandungan Piagam Madinah, mengingat hanya melalui nilai

Ahmad Syafi’l Ma’arif, Politik Identitas dan masa depan pluralisme kita,

(Jakarta:Paramadina Press, 2010), HIm 12
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ini keteraturan sosial masyarakat Madinah terwujud. Diantara pasal yang

terkait dengan nilai perdamaian terlihat pada pasal 45 sebagaimana berikut;
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“Apabila mereka (pendukung piagam) diajak berdamai dan mereka
(pihak lawan) memenuhi perdamaian serta melaksankan perdamaian
itu, maka perdamaian itu harus dipatuhi. Jika mereka diajak berdamai
seperti itu, kaum mukminin wajib memenuhi ajakan dan melaksanakan
perdamaian itu, kecuali terhadap orang yang menyerang agama. Setiap
orang wajib melaksanakan (kewajiban) masing-masing sesuai
tugasnya” (Pasal 45)

6. Nilai Keadilan

Merujuk pada pendapat Yudi Latif bahwasahnya jika kesemua
nilai islam dipadttkan menjadi sebuah nilai maka nilai keadilanlah yang
tepat untuk merangkum semua nilai. Pernyataan pakar kebangsaan
Indonesia tersebut jika direnungkan secara seksama tentulah memang
memiliki ketepatan, mengingat prinsip keadilan sendiri tiada lain merupakan
tujuan akhir yang harus dicapai dalam sebuah kehidupan seseorang, dimana
melalui prinsip inilah seseorang dituntut untuk mampu bersikap adil di
segala aspek kehidupan yang pada akhirnya mampu membawa menuju
kemaslahatan umat manusia.

Mengingat urgensi keadilan sangat tinggi bagi keberlangsungan
sebuah sistem kehiduapan, pada akhirnya membuat Nabi Muhammad SAW
memasukkan nilai keadilan dalam konteks Piagam Madinah yang

merupakan aturan kemasyarakatan Madinah tatkala itu. Adapun beberapa
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pasal yang berisi prinsip keadilan antara lain seperti pasal 22 sebagaimana

berikut:
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“ Tidak dibenarkan orang mukmin yang mengakui piagam ini, percaya
pada Allah dan Hari Akhir, untuk membantu pembunuh dan memberi
tempat kediaman kepadanya. Siapa yang memberi bantuan dan
menyediakan tempat tinggal bagi pelanggar itu, akan mendapat kutukan
dari Allah pada hari kiamat, dan tidak diterima dari padanya penyesalan
dan tebusan” (Pasal 22)

E. Keterkaitan Pancasila dan Piagam Madinah

Berbicara tentang perjalanan Pancasila sebagai landasan utama negara
kesatuan Republik Indonesia tentulah tidak lepas dari pembahasan Pancasila
kaitannya dengan konteks keislaman, mengingat selain perumus Pancasila
merupakan mayoritas umat Islam gagasan-gagasan yang terdapat pada
Pancasila sendiri secara terirat merupakan cerminan nilai-nilai ajaran Islam,
sebut saja nilai ketuhanan, kemuanusiaan, persatuan, demokrasi, hingga
keadilan sosial. Selain itu terjadinya benturan yang terjadi antara golongan
nasionalis kebangsaan yang diwakili Soekarno, dan Moh Hatta dengan
golongan pro islamis semacam Wahid Hasyim, Ki Bagus, hingga Mohammad
Yamin dalam hal merevisi statuta sila pertama Piagam Jakarta “Kewajiban
menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya” semakin menguatkan bahwa
Pancasila mempunyai sebuah keterkaitan dengan konteks keislaman. Golongan

pro islamis menganggap bahwa perumusan syariat Islam pada sila pertama
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Pancasila via Piagam Jakarta merupakan hal yang tepat mengingat masyarakat
Indonesia mayoritas menganut agama Islam. Sementara golongan nasionalis
justru mengharapkan hal lebih pada sila pertama Pancasila dimana mereka
berharap agar nilai ketuhanan pada sila pertama Pancasila tidak menyempit
pada persepsi golongan mayoritas saja. Hingga pada akhirnya disepakailah
redaksi “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai jalan tengah bersama antara
golongan nasionalis dengan islamis.

Sikap golongan Islam dalam mengupayakan dasar syariat Islam pada
dasar negara Indonesia jika dilihat berdasarkan paradigma pemikirannya tiada
lain terpengaruhi oleh paradigma konstitusi Piagam Madinah, sebuah konstitusi
pertama Islam di Madinah yang dipelopori oleh Nabi Muhammad SAW
bersama umat muslim Madinah, mengacu pada kontitusi inilah pada akhirnya
muncul istilah “masyarakat madani” yang pada akhirnya menjadi rujukan
seluruh umat Islam. Mengacu pendapat Dede Rosyada bahwa masyarakat
madani merupakan sistem sosial yang subur yang diasaskan kepada prinsip
moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perseorangan dengan
kestabilan masyarakat. Masyarakat mendorong daya usaha serta inisiatif
individu baik dari segi pemikiran , seni, pelaksanaan pemerintahan mengikuti
undang-undang dan bukan nafsu atau keinginan individu menjadikan
keterdugaan atau predictability, serta ketulusan atau transparency system. %

Dengan demikian mengacu pada kesuksesan Piagam Madinah sebagai

dasar utama mewujudkan sistem sosial yang humanis pada akhirnya mampu

199 pede Rosyada, Op.cit, HIm 260
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mengunggah semangat golongan Islam nasionalis untuk merujuk pada nilai-
nilai Piagam Madinah dalam pembentukan dasar negara Indonesia. Akan tetapi
dalam praktiknya beberapa kalangan Islam nasional hampir terjebak pada
sistem politik identitas Islam, mengingat masyarakat Indonesia sendiri
mayoritas beragama Islam. Hal ini dibuktikan dengan dihasilkannya tujuh kata
sila pertama Piagam Jakarta yang sangat jelas mengarah pada politik identitas.
Hal inilah yang pada akhirnya menjadi pembeda antara langkah Nabi
Muhammad SAW dalam membangun tatanan masyarakat Madinah dengan
langkah yang dilakukan oleh para kalangan Islam dalam membentuk negara
kesatuan Indonesia. Letak perbedaannya terletak pada cara yang mereka
berproses, dimana mereka terjebak pada paradigma identitas keislaman yang
seakan-akan berpihak pada umat islam saja. Mereka beranggapan bahwa sistem
nilai Islam merupakan nilai mutlaq yang harus dilaksanakan dalam berbagai
lini kehidupan sosial termasuk dalam konteks pembentukan dasar negara.
Padahal sebenarnya dalam Al-Qur’an atau pun Hadist nabi tidak ada paparan
konkrit terkait bagaimana model negara Islam. Hal ini terbukti dengan
ketiadaan sistem pasti terkait model kenegaraan di Madinah mulai dari zaman
Nabi Muhammad SAW, zaman Khulafa Urrasyidin, hingga zaman Dinasti-
dinasti Islam yang terkenal monarki absolut.

Beruntung bagi Indonesia, kejeniusan beberapa perumus Pancasila
semacam Soekarno, Mohammad Hatta, ataupun Wahid Hasyim untuk
mengkolaborasikan nilai dasar Islam dengan konteks nilai “barat” pada

akhirnya mampu melunakkan politik identitas islam dalam pembentukan dasar
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negara Indonesia. Mereka beranggapan bahwa agama Islam lebih
mengutamakan proses intenalisasi nilai pada segi kehidupan sosial daripada
menjunjung tinggi identitas Islam itu sendiri sepetihalnya yang dilakukan oleh
Nabi Muhammad SAW usai hijrah ke Madinah. Hingga pada akhirnya
disepakatilah “Pancasila” yang lebih humanis, toleran, dan sesuai dengan
konteks ke-Indonesiaan yang dikenal multi kultur.

Meski diterima oleh mayoritas tokoh perumus dasar negara Indonesia,
gagasan politik identitas tidak hilang begitu saja dari bumi Indonesia, hal ini
dibuktikan dengan munculnya beberapa pemberontakan dari beberapa
kalangan yang mengaku perwakilan umat Islam, sebut saja DIl (Daulah Islam
Indonesia) yang dipelopori oleh Kartosuwirjo hingga berkembang menjadi
gerakan NII (Negara Islam Indonesia). Adanya politik identitas pada Islam
sendiri merupakan sebuah fitrah yang tak dibisa dielakkan bagi umat manusia
yang penuh dengan keberagaman sosial termasuk dalam hal paradigma
pemikiran.

Berkenaan dengan Pancasila dan Piagam Madinah, Komaruddin dalam
ceramah agama dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad 1435 H di
Istana Negara mengatakan bahwa ada dua kemiripan yang nyata antara
Pancasila dan Piagam Madinah.'®* Pertama, masyarakat Indonesia adalah
bangsa yang majemuk dan memiliki sejarah konflik berkepanjangan,

pertikaian, perang antarsuku dan konflik antar komunitas agama. Pancasila

Novy Lumanauw, Ada kesamaan perspektif pancasila dan piagam madinah
(http://www.beritasatu.com/kesra/160798-ada-kesamaan-perspektif-pancasila-dan-piagam-
madinah.html, diakses 18 Desember 2015 Jam 19.00 wib)
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merupakan terobosan filosofis, ideologis, dan historis sebagai common
denominator dan pemersatu bangsa yang dilahirkan melalui proses negosiasi
serta partisipasi yang diikuti perwakilan komunitas suku dan agama yang ada
di Indonesia. Adapun pada era kepemimpinan Nabi Muhammad SAW,
Komaruddin menyatakan, kota Madinah adalah sebuah gambaran ideal bangsa
yang dikehendaki oleh ajaran Islam. Masyarakat Madinah dibangun di atas
fondasi tauhid tentang pentingnya toleransi, dan kesalehan sosial. Kedua, isi
dan semangat kelima sila Pancasila mengajak masyarakat Nusantara menjaga
kearifan lokal yang telah berjalan dan dianggap baik yaitu al ma aruf. Namun,
dalam waktu yang sama diajak melakukan transedensi ke tataran yang lebih
tinggi yaitu, pemahaman, keyakinan, dan penghayatan atas nilai-nilai
Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, beragam agama mendapat tempat
terhormat dan sama di hadapan UU negara, begitu halnya dengan Piagam
Madinah yang mengedepankan ketenteraman.

Lebih lanjut Komaruddin menjelaskan, kebertuhanan bukan pilihan
hidup di ruang sunyi sepi, melainkan yang memancarkan inspirasi, wawasan,
dan komitmen. Sementara agenda keempat sila lainnya, yaitu menjunjung
tinggi nilai-nilai kemanusiaan dengan tetap berpegang teguh pada prinsip
keadilan dalam rangka mewujudkan masyarakat dan bangsa Indonesia yang
beradab, madani, dan bersatu dalam rumah negara Indonesia. Komaruddin
mengatakan bahwa Pesan kebenaran dan kebaikan dalam ajaran Islam yang

bersifat normatif universal, mau atau tidak mau mesti diformulasikan dalam
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format budaya dan kearifan lokal yang memerlukan fasilitas dan perlindungan
negara.

Mengacu pada argumen tokoh yang pernah menjadi rektor UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta sebagaimana diatas dapat disimpulkan bahwa dalam
Pancasila tersirat sebuah nilai Islam yang diajarkan Nabi Muhamamad SAW
sebagaimana diimplementasikan nabi dalam Piagam Madinah. Keduanya
merupakan sebuah konstitusi sosial ditengah-tengah masyarakat yang multi
kultur, Pancasila dengan Indonesia-nya dan Piagam Madinah dengan Madinah-
nya. Meskipun sebagian nilai-nilai dalam Pancasila merujuk pada nilai-nilai
“barat” bukan berarti Pancasila bersifat sekuler secara penuh untuk
meniadakan unsur “Ketuhanan” dalam konteks kenegaraan. Hal ini ditepis
dengan disepakatinya unsur ketuhanan pada sila pertama, dimana sila pertama
“Ketuhanan Yang Maha Esa” berperan menjiwai empat sila selanjutnya,
kemanusiaan, persatuan, demokrasi (kerakyatan), hingga keadilan sosial.
Adanya nilai ketuhanan pada Pancasila membuktikan bahwa para perumus
dasar negara berkeinginan untuk menjadikan negara Indonesia bertuhan.

Dilihat dari sudut pandang esensi yang terkandung didalamnya nilai
Pancasila tidaklah bertentangan dengan nilai yang terdapat dalam Piagam
Madinah justru dijika ditelusi lebih dalam nilai Pancasila mempunyai
sinkronitas dengan nilai Piagam Madinah, sebagaimana dipaparkan dalam tabel

sebagaimana berikut:
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Tabel 2
Keterkaitan Nilai Pancasila dengan Nilai Piagam Madinah

No

Kesesuaian Nilai

Nilai Pancasila

Nilai Piagam
Madinah

Penjelasan

Nilai ketuhanan

Nilai ketuhanan

Pancasila sangat mengakui
unsur ketuhanan dalam sebuah
sistem kenegaraan Indonesia
dibuktikan dengan
penyantuman nilai ini pada sila
pertama, tentulah hal ini sesuai
dengan Piagam Madinah yang
juga terkandung sebuah nilai
tentang ketuhanan.

Nilali
kemanusiaan

Nilai persamaan

Kedua nilai tersebut membawa
semangat nilai humanisme
(pengakuan eksistensi fitrah
manusia). Nilai persamaan
pada Piagam Madinah
berkenaan dengan sebuah
pengakuan tentang hak asasi
manusia yang harus disamakan
satu sama lain, dengan
demikian nilai ini merupakan
bagian dari nilai kemanusiaan
seperti pada Pancasila.

Nilai persatuan

Nilai persatuan
kebangsaan

Pancasila dan Piagam Madinah
merupakan dua konstitusi yang
menjunjung nilai persatuan,
mengingat dua konstitusi
tersebut muncul ditengah-
tengah pluralitas bangsa
sehingga nilai persatuan
merupakan harga mati yang
harus diperjuangkan guna
merangkul perbedaan.

Nilai demokrasi

Nilai toleransi

Nilai demokrasi Pancasila
berkaitan tentang kebebasan
berpendapat atau berkarya
sehingga dalam sebuah nilai
demokrasi memerlukan
kandungan nilai toleransi
seperti pada Piagam Madinah,
mengingat toleransi merupakan
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sikap menerima perbedaan
dengan lapang dada.

5. | Nilai keadilan

Nilai keadilan

Baik Pancasila maupun Piagam
Madinah sepakat bahwa
keadilan merupakan nilai yang
harus dijunjung mengigat nilai
keadilan merupakan sebuah
nilai pokok berkenaan dengan
kehidupan harmonis untuk
dapat dinikmati semua orang.

6. | Kesemua nilai
Pancasila

Nilai perdamaian

Kesemua nilai Pancasila
berkaitan tentang sebuah nilai
perdamaian dikarenakan lima
nilai Pancasila bertujuan untuk
menciptakan sebuah
perdamaian hidup dan

keteraturan sosial masyarakat.

Berkenaan dengan pandangan beberapa kalangan yang menganggap

bahwa Pancasila bersifat sekuler dan tidak bisa disamakan dengan Piagam

Madinah tidaklah perlu untuk diperdebatkan secara serius, persamaan dan

perbedaan pada intinya mengajarkan untuk implementasi sebuah nilai

ketuhanan, persamaan mengarah kepada persatuan dan perbedaan mengarah

menuju sikap toleransi. Penganggapan Pancasila sama atau beda dengan

Piagam Madinah bukan masalah utama, yang terpenting keduanya mampu

mengajarkan nilai-nilai luhur yang mampu mengarahkan menuju kehidupan

yang dinamis, toleran, damai, dan saling menghargai.
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BAB V
PEMBAHASAN

A. Nilai Pendidikan multikultural pada Pancasila dan Piagam Madinah
1. Nilai Pendidikan Multikultural Pada Pancasila

Berbicara tentang pendidikan multikultural tentulah tak bisa
terlepaskan dengan sebuah proses globalisasi yang memegang peranan besar
dalam berubahnya tatanan sebuah masyarakat dari era lokal menuju suatu
kampung besar, Marshall McLuhan menyebutnya dengan istilah global
village. Timbulnya proses globalisasi sendiri tiada lain disebabkan oleh
berkembangnya sebuah ilmu pengetahuan yang senantiasa bersifat dinamis,
hingga pada akhirnya melalui berkembangnya ilmu pengetahan pada
akhirnya melahirkan berbagai macam inovasi dan pembaharuan dalam hal
teknologi komunikasi.

Anthony Giddens sebagaimana dikutip Ali Maksum mengemukakan
bahwa globalisasi telah melahirkan ruang sosio kultural yang spektakuler
dalam hubungan antar bangsa, dalam hal ini ia mengemukakan bahwa
globalisasi membawa tiga dampak signifikan,' Pertama, mulai meluntur
dan mengendurnya ikatan-ikatan negara bangsa sebagai hasil pergulatan
antara kedaulatan negara melawan kapitalisme global. Kedua, globalisasi
telah membuka katup-katup peluang bagi bangkitnya identitas budaya lokal

yang telah terbuai dengan kemasan nasionalisme. Ketiga, kecenderungan

192 Ali Maksum, Op.Cit, HIm. 148
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penetrasi globalisasi telah menciptakan domain ekonomi dan kultural baru
yang melintasi batas-batas negara yang selama ini ada.

Melalui proses globalisasi yang senantiasa dinamis tersebut sudah
pasti akan menimbulkan pengaruh besar dalam tatanan sosial sebuah
masyarakat, mengingat manusia pada hakekatnya memiliki keingin tahuan
yang tinggi dengan hal-hal baru diluar kebiasaannya. Oleh karena itu
maraknya proses globalisasi pada suatu daerah sedikit banyak akan
mengubah pola pikir suatu masyarakat setempat. H.A.R Tillar
mengungkapkan bahwa melalui globalisasi mampu membukakan pandangan
seseorang terhadap berbagai ketimpangan yang ada di dunia ini, dimana
sebelumnya buta akan keadaan kehidupan dibagian dunia yang lain karena
masing-masing komunitas terasing satu sama lain. %

Merujuk pada argumen H.A.R Tillar inilah yang pada akhirnya
menjadi penyebab maraknya perkembangan berbagai gagasan kemanusiaan
diberbagai bangsa sebagai salah satu solusi dari ketimpangan-ketimpangan
yang melanda berbagai bangsa dan negara di seluruh dunia, mulai dari
gagasan demokrasi kenegaraan, hak asasi manusia, gender, hingga gagasan
multikulturalisme. Kemudian berkembang pula berbagai paradigma
pendidikan baru berkenaan dengan berbagai gagasan kemanusiaan sebagai
mana diatas, hal ini karena prinsip pendidikan sendiri yang senantiasa
bersifat dinamis dan luwes dalam menyikapi berbagai fenomena dalam

sebuah lingkungan masyarakat.

H.A.R Tillar, dkk. Pendidikan Nasional dalam Reformasi Politik, (Yogyakarta: Universitas

Sanata Dharma, 2008), HIm 107
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Di Indonesia sendiri gagasan multikulturalisme yang dituangkan
dalam pendidikan multikultural baru gencar-gencarnya terdengar usai
gerakan reformasi 1998 yang menandai berakhirnya masa orde baru menuju
orde reformasi yang memberikan ruang kebebasan publik untuk berkarya.
Akan tetapi dalam praktiknya kondisi ini tidak serta merta berjalan seperti
yang diharapkan para reformer 1998, sebagaimana menurut Musdah Mulia
bahwa kebijakan orde baru yang represif dengan pendekatan penyeragaman
yang kental pada akhirnya menimbulkan luapan bom waktu yang meledak
tatkala kekuatan orde baru runtuh.’® Ledakan itu diantaranya kebebasan
ruang publik yang kurang terkontrol pada akhirnya memunculkan berbagai
penyimpangan sosial dan kekerasan diberbagai daerah, sebut saja konflik
Poso antara golongan muslim dengan katholik, konflik Sampit antara suku
Madura dengan Dayak, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh, hingga
keluarnya Timor-timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Berbagai penyimpangan sosial yang melanda bangsa Indonesia pasca
runtuhnya rezim orde baru sebagaimana diatas pada akhirnya menjadi
penyebab utama mulai digalakkannya paradigma multikulturalisme melalui
sebuah wadah pendidikan, mengingat pendidikan merupakan media yang
cocok untuk penanaman nilai dan pembentukan sikap multikulturalisme
bagi generasi bangsa Indonesia.

Bagi Indonesia sendiri kemunculan gagasan pendidikan multikultural

sebenarnya bukanlah hal yang baru mengingat Indonesia sendiri mempunyai

1% Ahmad Syafi’l Ma’arif, Dkk. Op.Cit, HIm 46
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falsafah “Bhineka Tunggal Ika” yang mempunyai makna sepertihalnya
gagasan “Salad Bowl” Amerika Serikat, dimana keduanya mengandung
esensi yang sama yakni mengemukakan perbedaan dalam satu kesatuan.
Akan tetapi dilihat secara kronologi kelahirannya justru gagasan “Bhineka
Tunggal Ika” Indonesia lebih dahulu muncul daripada “Salad Bowl”
Amerika Serikat, istilah “Bhineka Tunggal lka” dikenal bangsa Indonesia
sejak zaman kerajaan Majapahit melalui kitab Negarakretama karangan
Empu Prapanca sedangkan konsep “Salad Bowl” yang merupakan cikal
bakal gagasan multikulturalisme baru terlahir pada masa 1950-an. Dengan

2

demikian berkenaan dengan gagasan “Bhineka Tunggal Ika”, konsep
multikulturalisme Indonesia sebenarnya sudah bisa disejajarkan dengan
konsep multikulturalisme Amerika yang merupkan cikal bakal
perkembangan gagasan multikulturalisme di penjuru dunia.

Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang berperan aktif
dalam pengembangan pendidikan multikultural yang sudah diterapkan jauh
sebelumnya di Amerika. Hal ini dapat dilihat melalui sistem pendidikan
nasional Indonesia dimana dikatakan dalam undang-undang SISDIKNAS
tahun 2003 bahwasahnya pendidikan di Indonesia mulai diarahkan menuju
prinsip-prinsip multikultural yang demokratif, adil, tidak deskriminatif,
menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, nilai keragaman, nilai kultural,
serta kemajemukan bangsa. Keberhasilan pendidikan multikultural di

Amerika menyatukan keragaman budaya telah menggugah semangat pakar

pendidikan Indonesia untuk mengupayakan model pendidikan serupa di
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negeri yang menggunakan Pancasila sebagai dasar negaranya. Diterimanya
gagasan “eksternal” sepertihalnya gagasan multikulturalisme oleh bangsa
Indonesia merupakan bukti nyata tentang kemampunan bangsa Indonesia
dalam melakukan sebuah proses akulturasi budaya.

Usaha-usaha pengembangan pendidikan  multikultural telah
diusahakan oleh beberapa pakar kebangsaan termasuk melalui gerakan
rekontruksi ulang nilai-nilai Pancasila yang telah diselewengkan di masa
rezim orde baru-nya “Soeharto”, sepertihalnya gagasan Azyumardi Azra di
tahun 2004 yang mengatakan bahwa di era reformasi perlu akan rejuvenasi
Pancasila sebgai fatktor integratif dan salah satu fundamen identitas
nasional.'®® Azra kembali mengatakan bahwa langkah krusial ke arah itu
pertama-tama adalah pemulihan kembali kesadaran kolektif bangsa tentang
posisi vital dan urgensi Pancasila dalam kehidupan negara-bangsa Indonesia
Menurutnya tanpa atau samarnya kesadaran kolektif, jelas Pancasila tidak
hadir dalam kiprah dan langkah warga bangsa; Pancasila sebaliknya
tenggelam dalam arus besar perubahan yang berlangsung cepat dan
berdampak panjang atas nama reformasi. Dengan peningkatan kesadaran
kolektif, Pancasila dapat kembali menjadi rujukan dan panduan dalam
pengambilan berbagai kebijakan dan langkah, mulai dari kehidupan
keagamaan, kemanusiaan, kebangsaan, demokrasi, hingga keadilan. Secara

bertahap dan terarah, langkah-langkah menuju Indonesia yang lebih baik

195 As’ad Ali, Op.Cit, Hal 51
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melalui pembangunan, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun
masyarakat.

Ngudi Astuti (2012) menambahkan bahwasahnya dalam konteks
Indonesia masa kini dan masa depan, pengembangan institusionalisasi nilai-
nilai Pancasila harus memerhatikan perspektif multikulturalisme serta
proses kontruksi identitas nasional, kesemuanya harus bermuara pada tujuan
untuk semakin memanusiakan masyarakat Indonesia.'®® Sehingga proses ini
akan mampu mengerahkan sikap dasar saling menghargai dan toleran
terhadap perbedaan kultural maupun religious. Berdasar pada argumen
Ngudi Astuti tersebut disimpulakan bahwa Pancasila memang tidak
bertentangan dengan gagasan multikulturalisme yang secara kronologis
historis terlahir dari rahim bangsa Amerika. Kemampuan Pancasila bersifat
universal bagi segenap warga negara Indonesia ditengah maraknya politik
identitas kala itu membantah dogamatis dan prejudis bahwa pancasila
seakan-akan berpihak pada golongan mayoritas, dalam hal ini yaitu
golongan islamis yang kala itu rentan dengan politik identitas. Sebagaimana
perkataan Soekarno dalam pidatonya di sidang PPKI (Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia) ;

“Sebagai tadi yang saya katakana, kita mendirikan Negara Indonesia

yang kita semua harus mendukungnya. Semua buat semua !, Bukan

Kristen buat Indonesia, bukan golongan Islam buat Indonesia, bukan

Hadikoesoemo buat Indonesia, bukan Van Eck buat Indonesia, bukan

Nitisemito yang kaya buat Indonesia, tetapi Indonesia semua buat

semua !, jikalau saya peras menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu,
maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu

106 Ngudi Austi, Op.Cit, HIm 85
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perkataan ‘gotong royong’. Ne%ara Indonesia yang kita dirikan
haruslah negara gotong royong !” =’

Melalui pidato Soekarno sebagaimana diatas, membawa bukti
kongkret bahwa kehadiran Pancasila sendiri terbilang tepat bagi masyarakat
Indonesia yang terkenal dengan ke-pluralan bangsanya dimana Pancasila
mampu membangun sebuah proses pendidikan humanisme, sebuah
internalisasi kehidupan berkaitan dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan.
Dengan kata lain Pancasila melalui semboyannya “Bhineka Tunggal lka”
secara esensial terkandung gagasan multikulturalisme seperti yang
diterapkan oleh Amerika. Justu keterkaitan Pancasila dengan
multikulturalisme mengandung nilai lebih dimana selain Pancasila
mengandung nila-nilai multikulturalisme, Pancasila juga menguatkan
dirinya menjadi salah satu empat pilar kebangsaan Indonesia. Sehingga
Pancasila memiliki peranan penting dalam pengembangan Pendidikan
Multikultural di Indonesia melalui pengamalan-pengamalan berbagai nilai
yang tersurat atau pun tersirat dalam Pancasila.

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan dua hal berkaitan
dengan pancasila dan pendidikan multikultural. Pertama bahwasahnya
Pancasila  merupakan wujud konkret dari pendidikan multikultural itu
sendiri. Seseorang Yyang menerapkan atau mengupayakan nilai-nilai
Pancasila secara utuh dan universal pada hakekatnya juga telah
mengembangkan nilai-nilai pendidikan multikultural, mengingat pandangan

Pancasila sejalan dengan pandangan pendidikan multikultural dimana

97 Ngudi Astuti, Op.cit, Hal 90
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keduanya memiliki tujuan untuk mengembangkan nilai-nilai humanisme
dalam sistem kehidupan masyarakat.

Kedua, nilai-nilai pendidikan multikultural secara esensial
terintegrasi dalam nilai-nilai dasar Pancasila. Hal ini dibuktikan dengan
kandungan lima nilai Pancasila yang sejalan dengan nilai inti pendidikan
multikultural;  demokrasi, humanisme, dan pluralisme. Adapun
keintegrasiaan nilai pendidikan multikultural pada nilai Pancasila
Sebagaimana berikut;

a. Nilai Ketuhanan

Notonagoro berpendapat bahwa diantara lima sila Pancasila sila
pertama inilah yang paling sulit karena merupakan sila yang paling
banyak persoalan.’® Hal ini karena sila pertama ini berbenturan dengan
pola pikir sebagian golongan pro islamis tatkala perumusan Pancasila
hingga adanya anggapan bahwa Pancasila bersifat sekuler. Namun
tersiratnya esensi nilai ketuhanan pada Pancasila membantah sebuah
tuduhan yang menuduh Pancasila merupakan bersifat sekuler,
memisahkan unsur agama dalam konteks kenegaraan dan kebagsaan
sebagaimana anggapan Mohammad Yamin yang menganggap bahwa
nilai-nilai Pancasila bersifat “La diniyyah”. Anggapan tersebut muncul
karena kegagalan kaum pro islamis menjadikan syari’at islam sebagai
dasar utama negara Indonesia, kegagalan mereka menjadikan syari’at

islam sebagai dasar negara karena kondisi bangsa Indonesia yang

1% Notonagoro, Op.Cit, HIm 32
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multikultur dalam segi agama dan budaya sehingga tidak
memungkinkan untuk menerapkan konsep negara Islam.

Berkenaan dengan nilai-nilai ketuhanan pada Pancasila terdapat
hal yang menarik dimana nilai-nilai tersebut mencerminkan nilai
ketuhanan secara universal. Mencuplik perkataan Yudi Latif yang
mengatakan bahwa nilai ketuhanan dalam Pancasila bukan tentang
siapa tuhan dari tiap agama melainkan bagaimana cara merealisasikan
nilai-nilai dari sifat ketuhanan dari tiap-tiapa agama dalam praktek
kehidupan sehari-hari. Opini pakar kebangsaan Indonesia sebagaimana
diatas dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa dalam sila pertama
Pancasila tentang nilai ketuhanan terkandung sebuah nilai universalitas
keberagaman agama yang ada di Indonesia, dengan kata lain Pancasila
mampu bersikap netral dalam menyikapi heterogenitas agama yang ada
di Indonesia meskipun dalam perumusan Pancasila mayoritas
perumusnya merupakan golongan islamis, sebut saja Soekarno yang
merupakan murid dari tokoh Syarekat Islam (SI) Cokroaminoto dan
Kiai Wahab Hasbullah pendiri Nahdlatul ‘Ulama serta Mohammad
Hatta yang merupakan anak dari guru tharigat di Sumatera Barat, belum
lagi Kiai Wahid Hasyim yang meruapakan putra dari ‘Ulama besar
Hadratus syaikh Kiai Hasyim Asy’ari.

Berbicara tentang nilai ketuhanan Pancasila berkaitan dengan
multikultural, sebenarnya nilai tersebut bukanlah termasuk kajian

multikultural mengingat nilai ketuhanan timbul dari sebuah agama yang
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bersifat ilahiyyah (ketuhanan) bukan ciptaan atau rekaan dari seorang
manusia. Akan tetapi jika ditelusuri lebih mendalam melalui sudut
pandang ilmu antropologi, nilai ketuhanan yang berasal dari sebuah
agama menyimpan sebuah nilai berkaitan dengan sebuah kultur
(budaya) suatu individu atau kelompok, namun kultur disini bukan
berarti bahwa agama merupakan sebuah budaya yang dibuat atau direka
oleh manusia. Budaya (kultur) pada nilai ketuhanan terletak pada efek
yang ditimbulkan nilai tersebut yang pada akhirnya direfleksikan pada
sebuah tindakan atau tradisi dari seseorang yang telah meyakini nilai
ketuhanan. Wujud konkret dari nilai ketuhanan yang direfleksikan
dalam tindakan seseorang penganut suatu agama hingga melahirkan
sebuah tradisi keagamaan inilah yang menjadikan nilai ketuhanan
mempunyai sebuah hubungan atau kaitan dengan sebuah budaya
(kultur).

Kemampuan Pancasila mengaplikasikan nilai ketuhanan secara
universal dari pluralnya agama di Indonesia secara tidak langsung
membuat nilai ketuhanan Pancasila sejalan dengan prinsip nilai
pendidikan multikultural yang mengajarkan tentang pluralisme dalam
keberagaman budaya termasuk heterogenitas agama dengan ciri khas
masing-masing. Keterbukaan nilai ketuhanan Pancasila terhadap
keberagaman agama di Indonesia pada akhirnya memberi isyarat bahwa
Pancasila kental akan nuansa multikultural, mengingat sebuah nilai

ketuhanan suatu agama mampu memunculkan budaya seorang penganut
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suatu agama. Kemudian dengan keuniversalan Pancasila terhadap
perbedaan agama tentulah menyebabkan berkembangnya sebuah nilai
tentang multikultural dalam hal pengakuan tentang sebuah budaya yang
timbul dari keyakinan akan nilai ketuhanan sebuah agama.

. Nilai Kemanusiaan.

Mencuplik perkataan Notonagoro bahwa kemanusiaan
dirumuskan sebagai hakekat manusia untuk melakukan berbagai
perbuatan atas dorongan kehendak berdasarkan atas putusan akal,
selaras dengan rasa dan kebutuhan manusia serta sifat dari manusia
sebagai individu dan mahluk sosial yang berwujud kebijaksanaan,
keadilan kesederhanaan, dan keteguhan untuk mencapai hidup
bersama.'® Perkataan Notonagoro tersebut memberi isyarat bahwa nilai
kemanusiaan menyandang urgensitas yang tinggi dalam sebuah
peradaban dinamis mengingat manusia merupakan mahluk sosial yang
membutuhkan esensi nilai kemanusiaan guna mewujudkan potensi
mereka sebagai mahluk yang berakal. Hal inilah yang membuat para
perumus Pancasila tidak lupa untuk memasukkan unsur kemanusiaan
dalam konstitusi Pancasila.

Berkaitan tentang pendidikan multikultural tampaknya nilai
kemanusiaan Pancasila sejalan dengan nilai pendidikan multikultural
dalam hal ini nilai humanisime, sebuah gagasan yang nenjunjung tinggi

fitrah manusia sebagai mahluk individu dan sosial.

199 1hid, HIm 33
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c. Nilai Persatuan Kebangsaan

Nilai persatuan kebangsaan mengajarkan untuk membentuk
sebuah ikatan kebangsaan sehingga pada akhirnya melalui ikatan inilah
muncul nuanasa kebersamaan dalam sebuah keragaman sosial.
Kebersamaan disini bukan sekedar “makan gak makan asal kumpul”
akan tetapi bagaimaana dalam kesatuan tersebut mampu diselingi
berbagai nilai yang relevan dengan multikultur Indonesia seperti halnya
nilai egaliter (persamaan), mengingat nilai persatuan tidak akan
terwujud tanpa sebuah nilai egaliter yang tinggi. Hal inilah yang
membuat nilai persatuan kebangsaan sejalan dengan nilai pendidikan
multikultural yang pada awalnya bertujuan untuk melibatkan golongan
minoritas Amerika non WASP dalam sebuah persatuan kebangsaan
Amerika.

Nilai Demokrasi

Kemampuan Pancasila menyerap nilai demokrasi kedalam sila-
silanya membuat Pancasila disejajarkan dengan konstirusi modern
lainnya seperti Bill of Right ataupun Magna Charta yang juga
menekankan sebuah nilai demokrasi. Meskipun beberapa kalangan
islamis salafis menganggap nilai demokrasi merupakan cara bangsa
“barat” untuk menyebarluaskan pengaruhnya di seluruh dunia termasuk
di Indonesia, sehingga diantara mereka seringkali menentang
pengaplikasiaan nilai demokrasi di Indonesia dengan menyerukan

“khilafah” sebagai penggantinya.
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Berdasarkan  kronologi  kemunculanannya memang istilah
demokrasi terlahir dari rahim bangsa barat dengan dibuktikan bahwa
istilah demokrasi berasal dari Yunani dalam hal ini demos dan kratos.
Akan tetapi jika dilihat dari esensi yang terkandung dalam nilai
demokrasi sebenarnya nilai tersebut tidak serta merta dinisbatkan pada
bangsa barat. Demokrasi merupakan sebuah pandangan tentang
kebebasan berpendapat atau menyeruakan aspirasi sebagai perwujudan
dari hak kebebasan yang melekat pada setiap individu yang terlahir di
dunia. Dengan kata lain nilai demokrasi merupakan sebuah fitrah
manusia yang membutuhkan pengakuan terhadap eksistensinya. Jika
nilai demokrasi merupakan murni produk ‘barat’, bagaimana dengan
langkah Rasulullah Muhammad SAW dalam merumuskan Piagam
Madinah sebagai konstitusi Islam pertama bukankah beliau juga
menerapkan nilai-nilai keterbukaan dan kebebasan bersuara bagi
masyarakat Madinah dalam rangka menampung aspirasi masyarakat
Madinah sebagai acuan isi Piagam Madinah, apakah yang beliau
lakukan tersebut merupakan cerminan nilai demokrasi ?

Terlibatnya nilai demokrasi dalam konteks Pancasila tentu
membuat Pancasila satu visi dengan nilai pendidikan multikultural
dimana keduanya sangat menjunjung tinggi prinsip demokrasi dalam
konteks sosial masyarakat, demokrasi disini bukan sekedar bermakna
“dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat” namun lebih dari itu dimana

demokrasi terkandung sebuah kebebasan berkarya bagi segenap
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individu sehingga pada akhirnya melalui keragaman karya tersebut
mampu memperkaya budaya bangsa.
e. Nilai Keadilan

Nilai keadilan merupakan tujuan akhir dari eksistensi
Pancasila, sebagaimana dipaparkan dalam hierarki Pancasila pada bab
keempat. Dengan kata lain berhasil atau gagal sebuah lingkungan sosial
mengimplementasikan Pancasila terlihat pada nilai kedailan, sejauh
mana nilai kedailan tersebut ditegakkan oleh suatu masyarakat. Hal ini
dikarenakan nilai keadilan merupakan sebuah nilai berkenaan dengan
universalitas kemanusiaan, dimana setiap individu tentu mempunyai
hak untuk menerima sebuah keadilan.

Berkenaan dengan perjalanan Pancasila dalam tata kebangsaan dan
kenegaraan Indonesia sejak orde lama atau demokrasi terpimpin, dilanjutkan
dengan orde baru, hingga diakhiri orde reformasi tentu tak dapat dipungkiri
bahwa Pancasila belum sepenuhnya mencapai tujuannya yakni menciptakan
keadilan bangsa, hal ini diperkuat dengan banyaknya penyimpangan sosial
berkenaan dengan keadilan, sebut saja korupsi, kolusi, dan nepotisme
(KKN) yang tak jarang dijumpa pada Indonesia, belum lagi berbagai konflik
yang berkenaan dengan paham primodialisme dan etnosentrisme. Namun
bukan berarti kegagalan Pancasila membawa nilai keadilan harus membuat
Pancasila menerima sepenuhnya prejudice dan dogmatis bersalah kamudian
harus diganti dengan ideologi lain. Perlu dipahami bahwa kegagalan

Pancasila sebagaimana diatas bukan murni kesalahan Pancasila namun yang
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perlu disalahkan adalah subjek atau pelaku, dalam hal ini rakyat Indonesia
sendiri yang kurang menghayati nilai-nilai Pancasila secara utuh. Pancasila
telah membuktikan diri bersikap adil tatkala konstitusi tersebut dirumuskan,
dimana Pancasila mampu tidak memihak
2. Nilai Pendidikan Multikultural Pada Piagam Madinah

Tidak bisa dipungkiri bahwa Piagam Madinah yang digagas oleh
Nabi Muhammad SAW telah menciptakan perubahan besar bagi peradaban
Madinah, sistem sosial Madinah berubah drastis dari prinsip ashobiyyah
menuju sebuah kesatuan kebangsaan (nation), sebagaimana paparan Ngudi
Astuti bahwa Piagam Madinah telah menjadi bukti sebuah tatanan negara

atau tatanan hubungan antar kelompok masyarakat,''

meskipun didalam
Al-Qur’an atau Hadits tidak dijumpai wujud konkret model negara yang
digagas agama Islam. Selain itu Ngudi Astuti juga menambahkan bahwa
Piagam Madinah mampu memberikan pedoman berupa seperangkat prinsip
dan tata nilai etika bagi kehidupan masyarakat dan negara,*** prinsip-prinsip
yang dimaksud bersifat universal sesuai dengan watak dasar islam yang
rahmatal lil ‘alamin. Hal ini dapat dijumpai pada isi Piagam Madinah yang
didalamnya terkandung berbagai nilai luhur kemanusiaan seperti nilai
toleransi, persatuan kebangsaan, keadilan, dan lain sebagainya.

Kemudian J Suyuti Pulungan sebagaimana dicuplik Ngudi Astuti

mengemukakan bahwa Piagam Madinah mampu mengubah eksistensi

orang-orang mukmin dan lainnya dari sekedar kumpulan manusia menjadi

10 Ngudi Astuti, Op.Cit, HIm 307
1 1bid, HIm 301
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masyarakat politik, yaitu suatu masyarakat yang memiliki kedaulatan dan
otoritas politik dalam wilayah madinah sebagai tempat mereka hidup
bersama, bekerjasama dalam kebaikan atas dasar kesadaran sosial
mereka.**? Opini Suyiti Pulungan tersebut semakin memperkuat Piagam
Madinah menjadi barometer penting dalam perkembangan nilai-nilai
multikulturalisme di dunia. Hingga pada akhirnya kesuksesan Piagam
Madinah menciptakan sistem sosial yang humanis mampu menggugah pakar
ilmu sosial untuk merujuk nilai-nilai  Piagam Madinah guna
diimplementasikan dalam sebuah sistem sosial, seperti halnya munculnya
istilah Masyarakat Madani yang sering disinggung oleh Nurcholish Madjid,
sebagaimana penjelasannya mengenai masyarakat madani;**?

“ Masyarakat madani juga mengacu ke kehidupan masyarakat yang

berkualitas dan bertamaddun (civility). Civilitas meniscayakan

toleransi, yakni kesediaan individu-individu untuk menerima berbagai
pandangan politik dan sikap sosial yang berbeda...”

Dipandang dari konteks pendidikan sebenarnya Piagam Madinah

sendiri sejatinya merupakan sebuah proses pendidikan yang diberikan Nabi
Muhammad SAW pada masyarakat Madinah, hal ini mengacu pada hakekat
pendidikan dalam konteks islam yakni munculnya tiga istilah yang sering
dikaitkan dengan pendidikan; Ta’lim, Ta’dib, dan Tarbiyyah. Pertama, ta’lim
berasal dari akar kata ‘allama — yu’allimu — ta’liman dimana istilah ini
mengandung arti memberi ilmu, sebagaimana pengertian Fatah Yasin bahwa

ta’lim berarti sebuah upaya memberikan tanda berupa ilmu atau mengajarkan

12 1hid, HIm 251

113

Ahmad Baso, Civil Society versus Masyarakat Madani, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999),

HIm 256
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suatu ilmu pada seseorang agar memiliki pengetahuan terhadap sesuatu.™*

Dikaitkan dengan Piagam Madinah ternyata proses fa lim sebagaimana diatas
tentulah berkesinambungan dengan Piagam Madinah, mengingat Piagam
Madinah sendiri merupakan sebuah upaya Nabi Muhammad SAW untuk
memberikan pengetahuan pada masyarakat Madinah tentang pentingnya nilai-
nilai humanisme terhadap masyarakat yang multi kultur seperti Madinah.
Kedua, fa’dib berasal dari kata addaba — yuaddibu — 7a’diban yang
secara etimologi berarti mendisiplinkan atau menanamkan sopan santun.
Fatah Yasin mengatikan istilah ta’dib sebagai upaya menanamkan atau
mempraktikkan sopan santun (adab) kepada seseorang agar bertingkah laku
yang baik dan disiplin."*> Piagam Madinah sendiri merupakan sebuah usaha
Nabi Muhammad SAW untuk menanamkan nilai-nilai kemanusiaan
(humanisme) pada penduduk Madinah sebagai solusi konkret dari tatanan
ashobiyyah masyarakat Madinah semula, dengan demikian pada Piagam
Madinah juga melekat sebuah proses ta’'dib. Ketiga, tarbiyyah berasal dari
kata raba - yarbuw yang berarti tumbuh atau rabba — yurabbiy — tarbiyyatan
yang artinya memperbaiki, mengurus, memelihara. Kembali Fatah Yasin
memberikan opininya bahwa tarbiyyah berarti upaya memelihara, mengatur
dan memperbaiki sesuatu atau potensi (fitrah) manusia yang sudah ada sejak
lahir agar tumbuh berkembang menjadi dewasa atau sempurna.**® Dikaitkan
dengan Piagam Madinah istilah tarbiyyah terbilang cocok mengingat Piagam

Madinah juga merupakan upaya Nabi Muhammad SAW untuk

114 Fatah Yasin, Op.Cit, Hal 20
115 1bid, Hal 20
118 1bid, Hal 21
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mengembangkan potensi (fitrah) masyarakat Madinah secara sempurna,
dalam hal ini fitrah dasar manusia yakni sebagai mahluk sosial yang
memerlukan sebuah komunikasi yang baik.

Melalui paparan diatas dapat disimpulkan bahwa Piagam Madinah
secara esensi merupakan sebuah proses pendidikan yang diberikan Nabi
Muhammad SAW terhadap masyarakat Madinah, mengingat Piagam
Madinah terkandung esensi proses fa’lim, ta’dib, serta tarbiyyah yang
ketiganya bertujuan untuk membentuk insan kamil yang mampu
memposisikan diri secara vertikal maupun horizontal, dalam hal ini menjadi
hamba Allah maupun sebagai mahluk sosial.

Kemudian jika dikaitkan dengan gagasan Pendidikan multikultural
Piagam Madinah kembali mendapatkan afirmasi, mengingat nilai-nilai
Piagam Madinah sejalan dengan nilai-nilai yang dikembangkan Pendidikan
Multikultural seperti nilai humanisme, pluralisme, demokrasi, atau pun nilai-
nilai kemanusiaan lain semacam persamaan (egalitarian), perdamaian,
persatuan, maupun keadilan sosial, meskipun secara kronologis gagasan
Pendidikan Multikultural muncul 10 abad setelah kemunculan Piagam
Madinah sebagai konstitusi pertama Islam. Hal inilah yang pada akhirnya
membuat Piagam Madinah tergolong unik dimana konstitusi tersebut
terkandung nilai-nilai sosial kemanusiaan dalam konteks modern.

Kemudian berbicara tentang nilai pendidikan multikultural pada

Piagam Madinah tentulah didapat sebuah pemahaman yang menarik dimana
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nilai-nilai pendidikan multikultural sejalan dengan Piagam Madinah, nilai-
nilai tersebut tergambar dalam dua pespektif yakni secara tersurat dan tersirat.
Pertama secara tersurat, bahwa nilai-nilai pendidikan multikultural
tergambar secara jelas dalam proses pembentukan Piagam Madinah sebagai
konstitusi resmi masyarakat Madinah. Sebagaimana diketahui bahwa Piagam
Madinah merupakan sebuah produk dari sebuah proses demokrasi yang
diteladankan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana perkataan Jamal Ghofir
tentang proses demokrasi dalam penyusunan Piagam Madinah.**’
“ Pada saat pertama kali rombongan pengusi tiba di Madinah, kaum
Anshor Madinah dan Para pemimpin dari Makkah berkumpul dalam
sebuah pertemuan besar, 23 pasal pertama dari Piagam Madinah
diputuskan dalam pertemuan itu, membangun interaksi sosial dan hukum
dari kelompok muslim yang baru tersebut dalam dekrit-dektrit yang
tertulis. Setelah itu Nabi Muhammad SAW meminta pendapat
perwakilan dari kelompok-kelompok sosial non muslim, setelah beliau
meminta pendapat pemimpin kaum muslim.”
Pendapat Jamal Ghofir diatas menunjukkan bahwa Nabi Muhammad
SAW hendak memberi teladan pada masyarakat Madinah terkait pentingnya
sebuah nilai demokrasi dalam sebuah tatanan sosial masyarakat yang multi
kultur seperti Madinah. Dengan kata lain Piagam Madinah merupakan
pembelajaran bagi masyarakat Madinah terkait nilai nilai multikultural dan
humanisme. oleh karena itulah Nabi Muhammad SAW tidak serta merta
otoriter dalam pengambilan keputusan terkait perumusan Piagam Madinah,

meskipun sebenarnya beliau sudah mendapat kepercayaan penuh oleh para

pemimpin kabilah Madinah untuk menentukan sebuah kebijakan di Madinah.

7 Jamal Ghofir, Op.Cit, HIm 66
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Latar belakang inilah yang pada akhirnya membuat peneliti berpendapat
bahwa secara tersurat nilai pendidikan multikultural telah melekat pada
Piagam Madinah, mengingat nilai pendidikan multikultural terlihat secara
jelas dan terang dalam proses perumusan Piagam Madinah.

Kedua secara tersirat, dimana nilai-nilai pendidikan multikultural
tersimpan dan terkandung dalam isi Piagam Madinah, sehingga untuk
memahami nilai pendidikan multikultural yang tersembunyi pada Piagam
Madinah tentulah terlebih dahulu harus memahami nilai-nilai yang
terkandung pada Piagam Madinah dan mengaitkannya dengan nilai
pendidikan multikultural, bagaimana gambaran nilai pendidikan multikultural
pada tiap nilai. Sebagaimana dalam bab empat dipaparkan bahwa Piagam
Madinah terkandung beberapa nilai kemanusiaan antara lain; nilai ketuhanan,
persamaan (egaliter), persatuan kebangsaan, perdamaian, toleransi, serta nilai
keadilan, untuk jelasnya akan dijelaskan sebagaimana berikut;

a. Nilai Ketuhanan

Bukan hanya sekedar sebuah konstitusi, melalui Piagam Madinah
Nabi Muhammad SAW perlahan-lahan mengajarkan pada masyarakat
Madinah tentang nilai luhur ketuhanan guna diimplementasikan dalam
sebuah kehidupan sosial. Adapun wujud adanya nilai ketuhanan dapat
ditemukan dalam pembukaan (pengantar) Piagam Madinah sendiri
dimana Nabi Muhammad SAW mengawali pembahasan Piagam
Madinah dengan sebuah kalimat suci “Basmalah”, memuja Tuhan yang

maha pengasih lagi maha penyayang dengan secerah harapan selain
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berharap mendapat keridhaan Allah SWT atas Piagam yang dibuat juga
berharap agar mampu mengambil hikmah dari sifat pengasih dan

penyayang yang dimiliki oleh Allah SWT.

Ghetidlis Gssdll o (s e 41 o (11 sa5d e LS 13
“ Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Ini
adalah piagam dari Muhammad Rasulullah SAW, di kalangan
mukminin dan muslimin (yang berasal dari) Quraisy dan Yatsrib
(Madinah), dan yang mengikuti mereka, menggabungkan diri dan
berjuang bersama mereka”. (Mugoddimah Piagam Madinah)'*®
Namun perlu dicatat bahwa agama Islam tidak bersifat tertutup
dalam pembahasan terkait ketuhanan, dalam artian bahwa Islam
senantiasa bersifat humanis dalam menyikapi perbedaan tauhid tiap
agama dimana Islam memandang perbedaan merupakan sebuah fitrah
manusia di dunia, oleh karenanya Islam mengecam Kkeras perilaku

menghina dan mencela penganut agama lain, sebagaimana Firman Allah

Swr:e

e . A AT S
(D)0 5edlcdd 25 0
“ Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan
dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di

118 jamal Ghofir, Op.Cit, HIm. 68
19 Ali Maksum, Op.Cit, HIm 218
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antara mereka, dan Katakanlah: "Kami telah beriman kepada (kitab-
kitab) yang diturunkan kepada Kami dan yang diturunkan kepadamu;
Tuhan Kami dan Tuhanmu adalah satu; dan Kami hanya kepada-Nya
berserah diri". (QS. Al Ankabut: 46)

Kemudian Pasal 25 Piagam Madinah juga memberikan
penekanan bahwa Islam bersifat humanis terhadap para penganut agama
lain selama mereka tidak berbuat zalim atau merusak. Dengan kata lain
non muslim yang tidak berbuat zalim mempunyai hak dan kewajiban

yang sama termasuk dalam kebebasan bertauhid dan beribadah sesuai

agama masing-masing.
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“ Kaum Yahudi dari Bani ‘Awf adalah satu umat dengan mukminin.

Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama

mereka. Juga (kebebasan ini berlaku) bagi sekutu-sekutu dan diri

mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat. Hal demikian akan
merusak diri dan keluarga” (Pasal 25)

Ayat diatas berkaitan erat dengan esensi dasar nilai ketuhanan yakni
sebuah nilai tentang “amar ma ruf nahi munkar”, perintah untuk berbuat
kebajikan dan mencegah segala bentuk kemungkaran bersifat destroyer.
Nilai ini terdapat dalam beberapa pasal pada Piagam Madinah sepertihanya
pasal 15 tentang perintah saling membantu dan tolong menolong.

155 ofdnd Sizadll 815 bl 51 gl S 50215 1 23 815
@ T oS .0~
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“Jaminan Allah satu. Jaminan (perlindungan) diberikan oleh mereka
yang dekat. Sesungguhnya mukminin itu saling membantu, tidak
bergantung kepada golongan” (Pasal 15)

Dalam nilai ketuhanan Piagam Madinah terkandung sebuah nilai
tentang gagasan multikultural, memang nilai ketuhanan dari agama
bukanlah sebuah budaya yang diciptakan seseorang, namun nilai
ketuhanan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW sebagaimana tertera
pada beberapa pasal Piagam Madinah senantiasa mengajarkan untuk hidup
berdampingan secara humanis dan harmonis dengan berbagai masyarakat
yang mempunyai tradisi budaya tertentu termasuk tradisi yang muncul dari
refleksi nilai ketuhanan yang diyakini oleh seseorang. Dengan demikian
nilai ketuhanan dalam Piagam Madinah terkandung sebuah nilai
pendidikan multikultural dalam hal ini tiga nilai inti; nilai pluralisme,
humanisme, dan demokrasi.

. Nilai Persamaan (Egaliter)

Sebagaimana disinggung diawal bahwa Madinah (Yastrib)
merupakan daerah yang multi kultur dan penuh dengan pluralitas,
mengacu pada isi Piagam Madinah didapatlah delapan kelompok besar
yang menghuni daerah 400 km dari kota Makkah tersebut antara lain; Bani
Auf, bani Khasraj, Sa’idat, Jusyam, Al Najjar, Amr bin auf, Al Nabit, serta
bani Aus. Perbedaan tersebut berpotensi besar menimbulkan gejolak besar
di Madinah, puncaknya ditandai dengan terjadinya perang saudara antara
bani ‘Aus dan Khasraj. Kemudian kedatangan Nabi Muhammad SAW di

kota tersebut mampu meredam dan mengendalikan potensi konflik
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kepentingan dari tiap golongan.'”® Kemunculan Piagam Madinah yang
dipelopori Rasulullah SAW pada akhirnya berhasil menjadi media
penengah politik kepentingan masing-masing golongan, hal ini karena
Piagam Madinah terkandung sebuah nilai persamaan (Egaliter). Melalui
nilai ini para golongan mendapat perlakuan yang sama dalam hak dan
kewajiban, sebagaimana pasal 2-10 yang mengatakan tentang sebuah
persamaan hak bagi para golongan atau bani untuk bahu membahu
membayar diat di antara mereka serta membayar tebusan tawanan secara

baik dan adil.

20~
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“ Kaum mubhajirin dari Quraisy sesuai keadaan (kebiasaan) mereka bahu
membahu membayar diat di antara mereka dan mereka membayar tebusan
tawanan dengan cara baik dan adil di antara mukminin”. (Pasal 2)

L0407 0.~ °~:"7¢/ Q}f /O%D o s %(- - = )’"/:/a - - 1B o - 03
<5 95all Lale (suad 25l IS 5« 9¥) il8las 08t ey (e 855559
Otesd! O aluall §
“Banu Auf sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu
membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar
tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin” (Pasal 3)
Dengan demikian Piagam Madinah yang bersifat “i 7idal” mampu
mengembangkan sebuah nilai persamaan pada akhirnya sangatlah sesuai

dengan paradigma pendidikan multikultural dimana kemunculannya juga

berkenaan dengan gagasan egaliter masyarakat Amerika yang tertindas

120 Ngudi Astuti, Op.Cit, HIm 307
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dengan hegemoni golongan WASP dalam segala lini kehidupan. Hal inilah
yang membuat nilai egaliter Piagam Madinah sesuai dengan nilai yang
diharapkan oleh sebuah pendidikan multikultural untuk mewujudkan
tatanan sosial yang harmonis dan toleran ditengah-tengah kehidupan yang
multi kultur.
c. Nilai Persatuan dan Kebangsaan.

Pasal pertama dalam Piagam Madinah merupakan wujud konkret
tentang nilai persatuan kebangsaan yang dikembangkan oleh Nabi
Muhammad SAW di Madinah.

¥ 2
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“ Sesungguhnya mereka satu umat, lain dari (komuitas) manusia lain”
(Pasal 1)

Melalui pasal tersebut dijelaskanlah sebuah proses terbentuknya
sebuah komunitas besar dari beberapa komunitas kecil, dalam hal ini
yaitu terbentuknya kesatuan Madinah. Ali Syariati sebagaimana dikutip
Ahmad Baso mengartikan ummah sebagai kumpulan manusia yang para
anggotanya memiliki tujuan yang sama, satu sama lain bahu membahu
dan bergerak menuju cita-cita yang sama. Sementara Kuntowijoyo
mengartikan ummah sebagai kemanusiaan yang dinamis.*?* Dengan kata
lain istilah ummah memberikan nuansa perkembangan peradaban
Madinah dari zaman jahiliyyah dan ashobiyyah menuju zaman humanis

dan pluralis.

121 Ahmad Baso, Op.Cit, HIm 116
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Berkaitan dengan pendidikan multikultural nilai persatuan
kebangsaan Piagam Madinah sejalan dengan hakekat pendidikan
multikultural dimana pendidikan multikultural merupaka n sebuah
gagasan baru di dunia pendidikan yang bertujuan untuk pengembangan
nilai-nilai multikulturalisme agar nantinya tercipta ikatan toleransi dan
saling menghargai keragaman budaya yang plural dalam kehidupan
masyarakat.

Nilai Toleransi

Sebagaimana pendapat Nurcholish Madjid bahwasahnya toleransi
merupakan persoalan ajaran dan kewajiban melaksanakan ajaran itu, jika
toleransi menghasilkan adat dan tata cara pergaulan yang ‘enak’ antara
berbagai kelompok yang berbeda maka hasil tersebut harus dipahami
sebagai hikmah dari pelaksanaan ajaran yang benar, hikmah atau manfaat
tersebut bersifat sekunder nilainya sedang yang primer adalah ajaran itu
sendiri.’?®> Oleh karena itulah Nurcholish Madjid menghimbau untuk
mewujudkan yang primer dalam kehidupan masyarakat.

Paparan Nurcholis Madjid diatas tampaknya sejalan dengan isi
Piagam Madinah yang digagas Nabi Muhammad SAW, dimana melalui
Piagam tersebut Nabi Muhammad SAW berusaha memberikan
bimbingan pada masyarakat Madinah tentang urgensitas sebuah toleransi
terhadap pluralitas Madinah. Mengingat nilai toleransi merupakan sebuah

nilai utama dalam sebuah peradaban baru Madinah sebagaimana gagasan

122 1hid, HIm 24
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“ummatun wahidah” pada pasal pertama. Adapun dalam Piagam
Madinah sendiri secara umum terdapat dua macam toleransi yakni
toleransi sesama muslim dan toleransi antar umat beragama (non
muslim). Toleransi sesama muslim digambarkan dalam beberapa pasal
seperti pasal 11 tentang anjuran membantu sesama muslim dalam hal
menanggung utang dan membantunya dengan baik dalam pembayaran
tebusan atau diat, kemudian dikuatkan dengan pasal 15 bahwa sesama
muslim wajib saling membantu sesama. Adapun toleransi antar umat
beragama (non muslim) tergambar dalam pasal 25 yang berisi pengakuan
hak-hak kaum Yahudi termasuk dalam ibadah. Khusus untuk kategori
kedua bahwa kaum muslim diperbolehkan berhubungan dengan kaum
non muslim dalam berbagai aspek kehidupan selagi tidak berkenaan
dengan masalah tauhid dan kepercayaan masing-masing agama,

sebagaimana firman Allah SWT;
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(1) Katakanlah: "Hai orang-orang kafir. (2) Aku tidak akan menyembah
apa yang kamu sembah. (3) Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang
aku sembah. (4) Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang
kamu sembah, (5) Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah
Tuhan yang aku sembah. (6) Untukmu agamamu, dan untukkulah,
agamaku." (QS.Al Kafirun: 1-9)

Melalui paparan diatas kita akan memahami bahwa nilai-nilai

toleransi Piagam Madinah berkesinambungan erat dengan nilai-nilai
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pendidikan multikultural mengingat keduanya memandang bahwa
toleransi menyandang status keurgensitas yang tinggi dalam masyarakat
multikultural dalam rangka menciptakan kehidupan sosial yang dinamis,
harmonis, serta saling menghormati perbedaan yang terdapat dalam

sebuah elemen masyarakat.

e. Nilai Perdamaian

Sebuah perdamaian tentulah diharapkan bagi setiap bangsa
dibuktikan dengan munculnya berbagai gagasan dan gerakan yang
bertujuan untuk merealisasikan terwujudnya sebuah tatanan kehidupan
yang damai mulai dari LBB (Liga Bangsa-Bangsa) yang merupakan cikal
bakal PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), ASEAN (Assosiation South
East Asian Nation), hingga GNB (Gerakan Non Blok) sebagai jalan tengah
untuk mengatasi gejolak perang dingin kubu Allied dan Soviet. Dengan
demikian dipahamilah bahwa fitrah asli manusia adalah cenderung
mencari sebuah kedamaian sebagaimana diajarkan oleh agama-agama.

Agama Islam merupakan salah satu agama yang peduli dengan
sebuah perdamaian. Hal ini diteladankan dengan tingkah laku Nabi
Muhammad SAW sebagai mubaligh utama agama Islam yang senantiasa
berusaha untuk menjauhi perbuatan yang mengarah menuju perpecahan
atau kerusuhan. Dibuktikan dengan segala perilaku Nabi Muhammad
SAW baik ucapan, tindakan, atau ketetapan kesemuanya merujuk pada niat
untuk mewujudkan kedamaian, kita lihat tatkala Nabi Muhammad SAW

dihina bahkan dilempari kotoran oleh penduduk Thaif, beliau rela menolak
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tawaran malaikat Jibril untuk memberikan hukuman bagi penduduk Thaif
justru beliau berdoa kepada Allah SWT untuk memaafkan dosa dari
tindakan mereka. Nilai perdamaian juga senantiasa diperhatikan Nabi
Muhammad SAW tatkala hijrah ke Yastrib (Madinah), melalui Piagam
Madinah beliau berusaha menjaga nilai tersebut agar tidak terlepas dari
kehidupan masyarakat Madinah. Sebagaimana terkandung dalam pasal 45
Piagam Madinah tentang paparan pentingnya sebuah perdamaian dalam

sebuah perselisihan.
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“Apabila mereka (pendukung piagam) diajak berdamai dan mereka
(pihak lawan) memenuhi perdamaian serta melaksankan perdamaian
itu, maka perdamaian itu harus dipatuhi. Jika mereka diajak berdamai
seperti itu, kaum mukminin wajib memenuhi ajakan dan melaksanakan
perdamaian itu, kecuali terhadap orang yang menyerang agama. Setiap

orang wajib melaksanakan (kewajiban) masing-masing sesuai
tugasnya” (Pasal 45)

Melalui pasal diatas berkaitan dengan pendidikan multikultural
didapatlah sebuah pemahaman bahwa nilai pendidikan multikultural
melekat pada nilai perdamaian Piagam Madinah, hal ini berdasar pada

esensi pendidikan multikultural dimana tujuan utamanya yaitu menciptakan

sebuah perdamaian dalam sebuah kehidupan.
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f. Nilai Keadilan

Islam memandang bahwa keadilan merupakan hal yang terpenting
dalam sebuah kehidupan bermasyarakat, bahkan ajaran Islam menyebutkan
bahwa “pemimpin kafir (non muslim) tapi adil itu lebih baik daripada
muslim tapi dholim”. Oleh karena itulah Nabi Muhammad SAW melalui
Piagam Madinah berusaha mengajarkan serta menanamkan pentingnya
sebuah nilai keadilan terhadap kelangsungan hidup umat manusia.
Sebagaimana pasal 22 Piagam Madinah berkenaan tentang keadilan dalam

menghukumi seorang pembunuh.
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“ Tidak dibenarkan orang mukmin yang mengakui piagam ini, percaya
pada Allah dan Hari Akhir, untuk membantu pembunuh dan memberi
tempat kediaman kepadanya. Siapa yang memberi bantuan dan
menyediakan tempat tinggal bagi pelanggar itu, akan mendapat kutukan
dari Allah pada hari kiamat, dan tidak diterima dari padanya penyesalan
dan tebusan” (Pasal 22)
Nilai keadilan yang dikembangkan Nabi Muhammad SAW dalam
Piagam Madinah sangatlah sesuai dengan nilai pendidikan multikultural
mengingat pendidikan multikultural merupakan gagasan baru dunia
pendidikan yang bertujuan mengembangkan gagasan multikulturalisme,
adapun gagasan multikulturalisme sendiri yaitu sebuah gerakan pemikiran

yang bermula dari kebebasan hak asasi manusia di Amerika atas dominasi

kaum WASP terhadap kaum non WASP, ketidak adilan yang diterima
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golongan minoritas yang termarjinalkan pada akhirnya melahirkan konsepsi
pendidikan multikultural yang berkembang ke penjuru dunia akhibat efek

globalisasi dan modernisasi.

B. Relevansi Nilai Pendidikan Multikultural Pada Pancasila dan Piagam

Madinah terhadap Pendidikan Agama Islam (PAI).

Perkembangan arus globalisasi, modernisasi, serta westrenisasi yang
begitu cepat menuntut pendidikan harus senantiasa bergerak dinamis hingga
memunculkan berbagai gagasan baru pada pendidikan, adapun pendidikan
multikultural merupakan salah satu wujud konkret pengembangan pendidikan
guna menyesuaikan perkembangan zaman. Urgensitas pendidikan multikultural
sebagai media pengembangan nilai-nilai kemanusiaan pada akhirnya menuntut
sebuah proses integrasi nilai-nilai pendidikan multikultural ke berbagai model
pendidikan termasuk Pendidikan Agama Islam di Indonesia.

Sebenarnya pendidikan agama Islam (PAI) dengan gagasan pendidikan
multikultural mempunyai sebuah kesinambungan dalam hal esensi mengingat
agama Islam memandang bahwa multikulturalisme dan pluralisme merupakan
bagian dari sunnatullah dalam proses kehidupan manusia yang tak bisa

dielakkan, sebagaimana firman Allah SWT:
A PR PR S S TR 45
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“ Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang
laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa -
bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.
Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah
lalah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah
Maha mengetahui lagi Maha Mengenal ” (QS. Al Hujurat: 13)
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Kemudian Allah SWT juga berfirman dalam QS. Al Maidah: 48
sebagai penguat bahwa keberagaman di dunia merupakan wujud konkret
sifat Qurdat Allah SWT untuk tidak menjadikan umat manusia secara

tunggal atau satu keseragaman, Wallahu ‘alamu Bisshowab.
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3005 Al aimland ST G 55 e liay it 2K Ulis Jﬁ
P

Jl e3s 1,206 S0k TG S5k 505

P & 5 T LS N A A

S, untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan
jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu
dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu
terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat
kebajikan. hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu

diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu”
(QS. Al Maidah: 48)

Merujuk pandangan Islam terkait konsep unity in diversity pada
akhirnya menimbulkan semacam garis penghubung antara pendidikan
multikultural dengan Pendidikan Agama Islam (PAI) di Indonesia. Dengan
kata lain nilai pendidikan multikultural yang terdapat pada Pancasila sebagai
konstitusi bangsa Indonesia dan pada Piagam Madinah yang merupakan
rujukan nilai sosial umat islam mempunyai sebuah relevansi dengan
Pendidikan Agama Islam (PAI) di Indonesia, mengingat keduanya merupakan
sumber Pendidikan Agama Islam (PAI) di Indonesia.

Nilai pendidikan multikultural pada Pancasila dan Piagam Madinah

mempunyai sebuah relevansi dengan Pendidikan Agama Islam (PAI)
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mengacu pada beberapa indikator yang menjadi acuan dasar sebuah proses

relevansi, antara lain:

1. Tujuan nilai pendidikan multikultural pada Pancasila dan Piagam
Madinah tidak melenceng atau bertentangan dengan tujuan Pendidikan
Agama Islam (PAI).

2. Nilai pendidikan multikultural pada Pancasila dan Piagam Madinah
mampu memberikan sebuah pengaruh terhadap Pendidikan Agama Islam
(PALI).

3. Adanya simbiosis (daya keterkaitan) antar dua hal tersebut, dalam hal ini
nilai pendidikan multikultural pada Pancasila dan Piagam Madinah
dengan Pendidikan Agama Islam (PAI).

Indikator pertama menyimpulkan bahwa nilai pendidikan multikultural
pada Pancasila dan Piagam Madinah tidak bertentangan tekait tujuan dalam
kata lain sejalan dengan Pendidikan Agama Islam (PAIl). Nilai pendidikan
multikultural pada Pancasila dan Piagam Madinah bertujuan untuk
menciptakan kehidupan sosial yang harmomis, teratur, serta penuh dengan
kedamaian dalam sebuah sistem sosial masyarakat. Dengan demikian tujuan
tersebut tidaklah bertentangan dengan tujuan Pendidikan Agama Islam (PAI)
yang juga mempunyai tujuan untuk mengupayakan pengembangan potensi
yang dimiliki manusia yang dapat diwujudkan dalam bentuk konkret, dalam

arti  berkemampuan menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi diri,
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masyarakat, dan lingkungannya sebagai realisasi fungsi dan tujuan
penciptaannya, baik sebagai khalifah maupun ‘abd.*?

Kemudian indikator kedua menyebutkan bahwa nilai pendidikan
multikultural pada Pancasila dan Piagam Madinah mampu memberikan
sebuah pengaruh atau dampak terhadap Pendidikan Agama Islam (PAI),
mengingat sesuatu dikatakan relevan dengan sesuatu yang lain jika mampu
memberikan sebauh pengaruh atau dampak terhadap sebuah objek tertentu.
Kehadiran pendidikan multikultural yang kemudian nilainya tersirat pada
Pancasila dan Piagam Madinah tentulah mempunyai ssebuah pengaruh atau
dampak terhadap Pendidikan Agama Islam (PAI) dimana nilai pendidikan
multikultural pada Pancasila dan Piagam Madinah mampu merekontruksi
sistem Pendidikan Agama Islam (PAI) kearah yang humanis sesuai dengan
perkembangan zaman yang menuntut pendidikan harus senantiasa elastis.

Dewasa ini Pendidikan Agama Islam (PAI) mendapat kritikan bertubi-
tubi dari beberapa pemikir tentang eksistensinya dalam mengatasi berbagai
konflik yang mengatas namakan agama di Indonesia. Sebagaimana pendapat
Ali Maksum mencuplik dari Rahman bahwa pendidikan agama Islam (PAI)
tidak lagi menjadi proses intelektualisasi yang merekontruksi paradigma (pola
pikir) peserta didik melalui interpretasi secara kontinu dengan berbagai
disiplin ilmu sesuai perkembangan zaman, hingga pada akhirnya pendidikan

agama Islam mengalami proses “isolasi” diri sehingga pendidikan Islam

123 Fatah Yasin, Op.Cit, Hal 112
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termarginalisasi terhadap perkembangan pengetahuan maupun teknologi.'**
Hal ini diperkuat pemaparan Muhammad Qodri selaku direktur lembaga
penelitian Indo Barometer bahwa sikap toleran dalam kehidupan masyarakat
Indonesia sudah berstatus “lampu merah” mengacu pada hasil survei Qodri
pada pertengahan Maret 2007 di 33 Provinsi seluruh Indonesia.'* Oleh
karena itu pendidikan agama Islam perlu merekontruksi ulang model sistem
pendidikannya dengan mengintegrasikan gagasan multikulturalisme melalui
konsepsi pendidikan multikultural, mengingat pendidikan multikultural
merupakan formulasi terbaru dalam sistem pendidikan nasional guna
pengembangan diri menuju bangsa yang berbudaya luhur dalam kentalnya
nuansa keberagaman di Indonesia.

Dengan demikian pendidikan agama Islam tentulah harus mengalami
proses berkembang menuju arah yang lebih baik, gagasan pendidikan
multikultural sebagaimana kandungan nilainya tercermin dalam Pancasila dan
Piagam Madinah merupakan sebuah solusi untuk mengembangkan
pendidikan agama Islam dikarenakan pendidikan agama Islam (PAl)
menganggap Pancasila dan Piagam Madinah sebagai sumber nilai bagi
pengembangan pendidikan agama Islam, Pancasila sebagai dasar kebangsaan
Indonesia yang wajib untuk diinternalisasikan nilainya kemudian Piagam
Madinah merupakan salah satu wujud nyata pendidikan sosial yang
diteladankan Nabi Muhammad SAW tatkala usai berhijrah. Dengan kata lain

implementasi nilai pendidikan multikultural pada Pancasila dan Piagam

124 Ali Maksum, Op.Cit, Hal 199
125 |bid, Hal 199
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Madinah terhadap perkembangan pendidikan agama Islam dalam sistem
pendidikan Indonesia merupakan hal vital untuk direalisasikan demi
tercapainya tujuan pendidikan agama islam yakni menggugah fitrah
insaniyyah dan memunculkan kembali kebaikan yang telah ada pada diri tiap
orang sebagaimana pengamalan dari nilai-nilai ilahiyyah.*?®

Apalagi pasca runtuhnya “dinasti” orde baru pemerintah pusat
memberlakukan sistem otonomi daerah melalui sebuah proses desentralisasi,
Dede Rosyada mengartikannya sebagai pelimpahan kewenangan dan
tanggung jawab pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.**” Dengan kata
lain pemerintah daerah baik Pemprov atau Pemkab diberikan wewenang
penuh untuk mengambil kebijakan termasuk kebijakan dalam hal pengelolaan
dan pengembangan pendidikan dengan merujuk pada kurikulum yang
ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dengan demikian peluang untuk
mengembangkan nilai-nilai pendidikan multikultural pada suatu lembaga
pendidikan terbuka lebar, tinggal bagaimana cara dan langkah kongket dalam
implementasi nilai pendidikan multikultural dalam sebuah pendidikan
termasuk pendidikan multikultural.

Indikator ketiga meyebutkan bahwa terdapat simbiosis (daya
keterkaitan) satu sama lain antara nilai pendidikan multikultural pada
Pancasila dan Piagam Madinah dengan Pendidikan Agama Islam (PAI). Bagi
Pendidikan Agama Islam (PAl), nilai pendidikan multikultural pada Pancasila

dan Piagam Madinah berperan sebagai alat bantu rekontruksi paradigma

Dudung Rahmat Hidayat. Dkk, Pendidikan Agama, urgensi dan tantangan dalam ilmu dan

aplikasi pendidikan, (Jakarta: PT Imperial Bhakti Utama, 2007), Hal 2
27 Dede Rosyadi, Op.Cit, Hal 122
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Pendidikan Agama Islam (PAI) kearah humanis merujuk dengan maraknya
globalisasi yang menuntut sistem pendidikan harus senantiasa dinamis.
Kemudian adanya Pendidikan Agama Islam (PAI) menjadi tempat tersendiri
bagi nilai pendidikan multikultural sebagaimana terkandung pada Pancasila
dan Piagam Madinah, dimana Pendidikan Agama Islam (PAI) berperan
sebagai media transformasi nilai pendidikan multikultural pada Pancasila dan
Piagam Madinah mengingat pendidikan merupakan sebuah proses transfer of
value yang pada akhirnya bertujuan untuk mengembangkan potensi seseorang
sehingga dalam pengembangan nilai pendidikan multikultural membutuhkan
peran Pendidikan Agama Islam (PAl).

Berdasarkan kesesuaian tiga indikator diatas dapat disimpulkan bahwa
terdapat sebuah relevansi antara nilai pendidikan multikultural pada Pancasila
dan Piagam Madinah dengan Pendidikan Agama Islam (PAI). Kemudian
guna pengembangan Pendidikan Agama Islam (PAIl) kerelevansian
pendidikan multikultural pada Pancasila dan Piagam Madinah terhadap
Pendidikan Agama Islam (PAI) diwujudkan dalam unsur-unsur pembentuk
pendidikan agama Islam (PAI). Keterkaitan unsur-unsur pendidikan yang
mampu membentuk sebuah sistem pendidikan inilah yang menjadi alasan
mengapa nilai-nilai pendidikan multikultural Pancasila dan Piagam Madinah
perlu diwujudkan dalam tiap unsur-unsur pendidikan agama Islam (PAl).
Sebuah sistem pendidikan tidak akan terbentuk tanpa kesatuan yang bulat

pada tiap-tiap unsur pembentuk pendidikan. Sebagaimana pendapat para

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



168

pakar pendidikan yang membagi unsur-unsur pendidikan menjadi tujuh
macam antara lain;
1. Peserta didik.

Dalam aktifitas pendidikan manapun, peserta didik merupakan
sasaran (objek) sekaligus pelaku (subjek) pendidikan. oleh karena itu
dalam pendidikan seorang pendidik dituntut untuk mampu memahami
pemahaman umum tentang peserta didik. Choirul Mahfudz
mengemukakan bahwa secara umum peserta didik memiliki lima ciri
yaitu:'?

a. Peserta didik dalam keadaan berdaya, dalam hal ini peserta didik
mampu menggunakan kemampuan, kemauan dan sebagainya.

b. Peserta didik mempunyai keinginan untuk berkembang kearah dewasa.

c. Peserta didik mempunyai latar belakang yang berbeda-beda.

d. Peserta didik melakukan penjelajahan terhadap alam sekitarnya dengan
potensi-potensi dasar yang dimiliki secara individual.

Mengacu pada ciri peserta didik diatas, berkenaan dengan
pendidikan multikultural satu poin yang harus digaris bawahi adalah
poin ketiga, bahwahnya peserta didik mempunyai latar belakang yang
berbeda-beda. Ciri ketiga inilah yang pada dasarnya menjadi penekanan
gagasan pendidikan multikultural. Perbedaan kultur yang dimiliki
peserta didik hendaknya jangan disikapi secara negatif dalam sebuah

proses pendidikan agama Islam, dalam hal ini hendaknya perbedaan

128 Choirul Mahfudz, Op.Cit, Hal 178
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kultur dan latar belakang pada peserta didik tidak mengarah menuju
homogenitas sistem pendidikan.

James Banks mengatakan bahwa seorang pendidik hendaknya
mampu untuk melakukan prejudice reduction yaitu mengidentifikasi
karakteristik siswa guna menentukan metode pengajaran bagi mereka
kemudian melatih kelompok siswa untuk berinteraksi dengan seluruh
siswa dan staf yang berbeda jenis, ras, dan latar belakang dalam upaya
menciptakan budaya akademik yang toleran dan inklusif."*® Dengan
demikian merujuk pendapat James Bank dapat diketahui bahwa
pendidikan multikultural sangat menentang homogensitas pendidikan
seperti dalam hal pengelompokan siswa secara homogen, berdasarkan
budaya, kondisi, dan latar belakang tertentu. Sebaliknya pendidikan
multikultural mengharapkan akan heterogenitas pendidikan khusushya
dalam pengelompokan peserta didik secara acak sehingga peserta didik
akan mampu belajar memahami sebuah perbedaan antara diri mereka
dengan peserta didik lainnya.

Disinilah  urgensitas nilai-nilai  pendidikan multikultural
sebagaimana terdapat pada Pancasila dan Piagam Madinah, peserta
didik memerlukan implementasi nilai kemanusian dalam menghadapi
heterogenitas peserta didik yang penuh dengan pluralitas latar belakang,
dalam hal ini yaitu nilai toleransi. Nilai toleransi menyandang posisi

penting sebagai alat untuk mencapai sebuah keteraturan sosial termasuk

12hid, hal 177
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dalam sistem pembelajaran kelas, oleh karena itulah penting bagi
peserta didik memahami dan menghayati nilai tolerasi pada diri mereka
guna menjalin sebuah komunikasi yang baik antara peserta didik satu
dengan yang lain, mengingat komunikasi merupakan hal yang
terpenting dalam sebuah sistem organisasi untuk mencapai sebuah
tujuan organisasi, dalam hal ini termasuk sistem organisasi
pembelajaran kelas yang tentulah juga memiliki sebuah tujuan yakni
terciptanya sebuah pembelajaran yang harmonis, dinamis, aktif,
inovatif, dan menyenangkan.

Kemudian selain memerlukan nilai toleransi, peserta didik juga
memerlukan penghayatan nilai persatuan sebagaimana dicontohkan
oleh Pancasila dan Piagam Madinah yang mampu menyatukan
keberagaman masyarakat. Nilai persatuan diharapkan akan mampu
mengikat perbedaan yang terdapat pada setiap individu dari peserta
didik, hingga nantinya peserta didik akan dapat mengambil nilai positif
dari perbedaan-perbedaan tersebut. Dengan demikian melalui
implementasi nilai toleransi dan nilai persatuan pada akhirnya
diharapkan bagi peserta didik memiliki jiwa multikultural mengingat
nilai toleransi dan nilai persatuan merupakan hal yang diperlukan
ditengah-tengah heterogenitas masyarakat sebagaimana dicontohkan
oleh Nabi Muhammad SAW melalui Piagam Madinah dan ditarik oleh

para tokoh kebangsaan Indonesia dalam Pancasila.

2. Pendidik
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Rencana pengembangan pendidikan multikultural pada suatu
lembaga pendidikan tidak akan tercapai tanpa kontribusi nyata dari
pendidik sendiri terhadap pendidikan multikultural, dalam hal ini
pendidik dituntut untuk benar-benar mampu memahami paradigma
pendidikan multikultural secara utuh, baik bersifat teoritis, maupun
praktis. Mengingat teori tanpa praktek merupakan kebohongan dan
praktek tanpa sebuah pemahaman teori merupakan kekosongan.

Merujuk perkataan Dede Rosyada bahwa secara umum pendidik
itu harus memenuhi dua kategori yaitu memiliki capability dan loyality,
Capability menuntut pendidik harus memiliki kemampuan dalam
bidang ilmu yang diajarkannya, memiliki kemampuan teoritis tentang
mengajar yang baik mulai dari perencanaan, implementasi, hingga
evaluasi dalam pembelajaran, sementara loyality menuntut pendidik
untuk mampu bersikap loyal terhadap tugas dan tanggung jawab
pendidik. Merujuk pendapat Dede tersebut didapatlah sebuah
pemahaman bahwasahnya seorang pendidik / guru termasuk dalam
pendidikan agama Islam (PAI) dituntut untuk mampu menguasai secara
utuh dan menyeluruh berkenaan dengan pemahaman terkait nilai yang
dikembangkan oleh pendidikan agama Islam.

Pendidik termasuk guru PAI (Pendidikan Agama Islam)
tertuntut untuk menjiwai nilai-nilai ketuhanan sebagaimana terdapat
pada Pancasila dan Piagam Madinah mengingat hakekat seorang

pendidik merupakan suri tauladan bagi para peserta didik. Dengan kata
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lain pendidik agama Islam harus memiliki perilaku yang sesuai dengan
nilai-nilai ketuhanan seperti bertagwa kepada Allah SWT dan
berakhlaqul karimah disetiap tindakan yang dilakukannya. Kemudian
perlu digaris bawahi bahwa nilai ketuhanan yang harus dijiwai oleh
para pendidik berdasar pada Pancasila dan Piagam Madinah adalah nilai
ketuhanan universal, dimana nilai-nilai tersebut tidak hanya berlaku
bagi penganut islam saja namun juga berlaku bagi golongan diluar
Islam asal tidak berkenaan dengan hal ketauhidan agama. Dalam hal ini
yaitu pluralisme agama, bagaimana cara hidup berdampingan secara
baik dengan masyarakat yang berbeda agama. Kemudian nilai
ketuhanan sebagaimana diatas harus diinternalisasikan pendidik kepada
peserta didik mengingat tujuan pendidikan agama Islam adalah untuk
menjadikan seseorang menyandang status “insan kamil”.
Interaksi pendidik dengan peserta didik

Tidak bisa dipungkiri bahwa interaksi baik antara pendidik
dengan peserta didik akan berpengaruh pada tujuan sebuah
pembelajaran. oleh karena itulah dalam pembelajaran agama Islam
berbasis multikulturalisme tentu seorang pendidik dituntut untuk
mampu berkomunikasi dengan baik dengan berbagai peserta didik yang
penuh dengan heterogenitas. Dalam hal ini ketelibatan antar siswa yang
multi kultur diperlukan dalam membentuk nilai-nilai pendidikan

multikultural bagi sebuah pendidikan.
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Sebagaimana paparan Gorski dan Covert bahwa pendidikan
multikultural berorientasi kepada siswa, orientasi ini mempunyai
implikasi bahwa dalam proses belajar mengajar di Sekolah latar
belakang budaya yang dimiliki siswa mendapatkan pengakuan,
penghargaan, dan penerimaan oleh seseorang guru.**

Berkenaan dengan kaitan interaksi pendidik dengan peserta
didik dipaparkan oleh Dede Rosyada mengacu pada opini James Bank
bahwa seorang pendidik tidak saja dituntut untuk bisa menstimulasi
siswa-siswanya untuk belajar namun juga perlu memperhatikan
keragaman yang ada mengingat daya serap siswa tentu berbeda serta
akumulasi pengalaman beajar berbeda antara satu dengan yang
lainnya.** Dengan demikian interaksi yang baik mengacu pada model
pendidikan multikultural adalah yang mampu bersikap terbuka, toleran,
demokratis, dan humanis dalam melaksanakan proses pendidikan,
mengingat pendidikan multikultural merupakan gagasan untuk
pengembangan nilai kesatuan dalam sebuah keberagaman. Oleh karena
itulah dalam melakukan proses interaksi, seorang pendidik memerlukan
implementasi nilai demokrasi seperti yang diteladankan oleh Rasulullah
Muhammad SAW tatkala menyusun Piagam Madinah. Nilai demokrasi
diperlukan pendidik untuk menghadapi peserta didik yang beraneka
ragam latar belakang dan perbedaan yang terdapat dalam diri tiap

peserta didik. Hal ini dikarenakan untuk memperkenalkan dan

130 Ali Maksum, Op.Cit, Hal 221
31 Dede Rosyada, Op.Cit, HIm 111
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menanamkan nilai-nilai multikultural tentulah seorang pendidik perlu
implementasi nilai demokrasi dalam sebuah kegiatan pembelajaran
sepeti melalui berbagai macam strategi, metode, dan pendekatan
pembelajaran yang memberi kebebasan peserta didik untuk berkarya.
Dengan demikian guna mengimplementasikan nilai demokrasi
pada Pendidikan Agama Islam (PAI) maka perlu rekontruksi ulang
terkait sistem belajar mengajar dimana pembelajaran dalam Pendidikan
Agama Islam (PAI) dapat merujuk pada berbagai teori belajar mengajar
yang sesuai dengan paradigma pendidikan multikultural yang bersifat
sosial kultur. Setidaknya ada berbagai teori belajar mengajar yang
sesuai dengan pendekatan Pendidikan Multikultural, salah satunya
adalah teori belajar humanistik yang terlahir berdasar pada anggapan
manusia merupakan mahluk yang kompleks hingga akhirnya teori ini
menganggap bahwa segala teori belajar mengajar baik itu
behaviouristik, kognitif, atau kontruktivistik dapat dimanfaatkan asal
tujuannya untuk memanusiakan manusia yaitu mencapai aktualisasi diri
dan pemahaman diri."** James Bank menggambarkannyya dengan
istilah an equity paedagogy yaitu menyesuaikan metode pengajaran
dengan cara belajar siswa dalam rangka memfasilitasi prestasi
akademik peserta didik yang beragam baik ras, budaya, atau pun

sosial.*®

132 Asri Budiningsih, Belajar dan pembelajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), HIm 68
133 Choirul Mahfudz, Op.Cit, HIm 177
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4. Materi Pendidikan

Mengacu pada argumen James Banks bahwasahnya pendidikan
multikultural mempunyai beberapa dimensi, salah satu dimensi
berkenaan dengan pengembangan pendidikan multikultural melalui
materi pendidikan adalah content integration***, dimana nilai-nilai
pendidikan multikultural haruslah diintegrasikan dan diinternalisasikan
kepada seluruh mata pelajaran/disiplin ilmu termasuk materi-materi
dalam Pendidikan Agama Islam mengingat nilai-nilai pendidikan
multikultural seharusnya dikembangkan pada berbagai lini keilmuan
bukan lagi ditetapkan menjadi satu mata yang berdiri sendiri,
sebagaimana Ali Maksum (2011) meyebutnya dengan istilah hidden
curriculum, kurikulum yang tersembunyi.**

Kemudian untuk membentuk materi pendidikan sesuai dengan -
nilai pendidikan multikultural seperti yang terdapat pada Pancasila dan
Piagam Madinah tentulah memerlukan sebuah impelementasi dari nilai-
nilai tersebut. Adapun nilai yang dapat diimplementasikan kedalam
sebuah materi pendidikan untuk mengembangkan paradigma
pendidikan multikultural adalah nilai tentang humanisme menyangkut
nilai-nilai yang diperlukan bagi masyarakat yang plural, dalam hal ini
peran nilai persamaan (egaliter) sebagaimana terdapat pada Pancasila

dan Piagam madinah sangat diperlukan.

B34bid, HIm 177
135" Ali Maksum, Op.Cit, HIm 225

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



176

Nilai persamaan (egaliter) menuntut materi pendidikan
termasuk Pendidikan Agama Islam (PAI) harus mengedepankan
pembahasan tentang hak-hak asasi manusia (HAM) sebagai f itrah
bawaan pada setiap manusia sejak lahir. Kemudian materi pendidikan
haruslah menjunjung tinggi sebuah nilai keadilan (justice) sebagai
tindakan nyata dari nilai persamaan (egaliter), dengan demikian
paparan terkait prejudis dan dogmaitis kejelekan yang mengatas
namakan kalangan haruslah dihindari dalam sebuah materi pendidikan
guna tercapainya sebuah tatanan pembelajaran agama islam menuju
basis multikultural yang menghargai perbedaan sebagai sunnatullah.

Karena masyarakat kita majemuk, maka kurikulum Pendidikan
Agama Islam (PAI) yang ideal adalah kurikulum yang dapat menunjang
proses siswa menjadi manusia yang demokratis, pluralis, multikultural,
dan menekankan pada penghayatan hidup serta merefleksi untuk
menjadi manusia yang sempurna. Ali Maksum mengatakan bahwa ada
empat hak yang perku diperhatikan guru dalam pengembangan
kurikulum sebagai proses antara lain;**°
a. Posisi siswa sebagai subjek dalam belajar,
b. Cara belajar siswa ditentukan oleh latar belakang budayanya,
c. Lingkungan budaya mayoritas masyarakat dan pribadi siswa adalah

entry behavior kultur siswa.

d. Lingkungan budaya siswa adalah sumber belajar.

138 Ali Maksum, Op.Cit, HIm 231
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5. Lingkungan Pendidikan

Lingkungan pendidikan merupakan salah satu unsur pendidikan
yang sangat berpengaruh pada pencapaian sebuah tujuan pendidikan,
hal ini didasarkan pada teori pendidikan “empirisme” yang mengatakan
bahwa pembentukan perilaku seseorang dipengaruhi oleh lingkungan
sosial yang ditempati. Dengan demikian umtuk mengembangkan nilai-
nilai pendidikan multikultural perlu pemaknaan ulang model
lingkungan pendidikan, dimana sebenarnya lingkungan pendidikan
bukan hanya di sekolah saja sebagaimana pendapat Ki Hajar Dewantara
memproklamirkan adanya tiga lingkungan pendidikan yg disebut “Tri
pusat pendidikan” yaitu sekolah, keluarga, dan masyarakat.

Pendidikan dituntut untuk mampu mengkolaborasikan pendidikan
formal (sekolah) dengan lingkungan pendidikan lainnya seperti
lingkungan keluarga dan masyarakat, mengingat ruang lingkup
pendidikan multikultural sendiri adalah perbedaan kultur pada sebuah
masyarakat, sehingga rekontruksi ulang paradigma pendidikan yang
terfokus pada lingkungan formal perlu ditata kembali. Hal ini merujuk
pada undang-undang pendidikan (SISDIKNAS) tahun 2003 dikatakan
pada pasal 8 bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pendidikan.*’

Berkaitan dengan pengembangan pendidikan multikultural pada

sebuah lingkungan pendidikan termasuk lingkungan pendidikan agama

,UUD No.20 Tahun 2003 tentang SIKDIKNAS,(Bandung:Citra Umbara, 2003), Hal 9
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islam (PAI) tentu membutuhkan implementasi nilai-nilai pendidikan
multikultural dalam sebuah “Tri Pusat Pendidikan”, adapun nilai
pendidikan multikultural merujuk pada Pancasila dan Piagam Madinah
yang dapat diimplementasikan dalam lingkungan pendidikan adalah
nilai tentang humanisme atau berkenaan dengan gagasan kemanusiaan
seperti nilai persamaan (egaliter), nilai demokrasi, nilai toleransi, serta
nilai tentang persatuan, hal ini dikarenakan dalam menghadapi “Tri
Pusat Pendidikan” tentulah membutuhkan implementasi nilai-nilai
terkait kemanusiaan mengingat hakekat lingkungan pendidikan yaitu
masyarakat secara umum, sehingga dalam menghadapi heterogenitas
masyarakat perlu akan nilai-nilai berkenaan dengan humanisme
sebagaimana dicontohkan oleh Pancasila dan Piagam Madinah yang
mampu menjadi pelecut semangat humanisme dalam sebuah sistem
sosial masyarakat.

6. Tujuan Pendidikan

Merujuk pada hasil konferensi dunia Islam pertama tentang
pendidikan Islam di tahun 1977 berkesimpulan bahwa tujuan umum
pendidikan agama islam adalah menyerahkan diri kepada Allah SWT
secara mutlag, adapun tujuan akhir pendidikan agama islam adalah empat
hal;*%

a. Pembiasaan akhlaq
b. Menyiapakan peserta didik unyuk hidup di dunia dan di akhirat.
c. Penguasaan ilmu,

d. Keterampilan bekerja dalam masyarakat.

138 Dudung Rahmat Hidayat, Op.Cit, HIm 2
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Dengan kata lain jika dihubungkan dengan nilai pendidikan
multikultural didapatlah kesinambungan bahwa pendidikan multikultural
merupakan penguat tercapainya tujuan pendidikan agama islam
sebagaimana diatas, hal ini karena prinsip pendidikan multikultural yang
bersifat sosio humanis pada akhirnya mampu menjadi alat bantu bagi
peserta didik untuk mampu hidup di tengah-tengah kehidupan sosial
seperti yang diharapkan oleh Pendidikan Agama Islam (PAL).

Adapun nilai-nilai  pendidikan  multikultural yang dapat
diimplementasikan pada tujuan pendidikan agama Islam (PAI) merujuk
pada Pancasila dan Piagam Madinah secara umum terdiri dari dua nilai
antara lain;

a. Nilai ketuhanan, nilai ini merujuk pada tujuan PAI; Pembiasaan
akhlaq dan menyiapakan peserta didik unyuk hidup di dunia dan di
akhirat. Dengan demikian tujuan PAI haruslah tidak melenceng
dengan nilai ketuhanan Pancasila dan Piagam Madinah yang bersifat
universal sehingga melalui nilai ini diharapkan akan membawa
pendidikan agama Islam (PAI) mencapai hakekat tujuan inti yakni
sebagai “rahmatal lil ‘alamin”, nilainya tidak hanya diperuntukkan
bagi umat Islam saja namun bagi seluruh alam semesta.

b. Nilai kemanusiaan (humanisme), nilai ini merujuk pada tujuan
pendidikan agama Islam (PAIl); mencapai keterampilan bekerja
dalam masyarakat. Oleh karena itu untuk merealisasikan hal ini

tentulah diperlukan implementasi nilai-nilai berkaitan dengan
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kemanusiaan seperti nilai toleransi, nilai demokrasi, nilai persamaan,
nilai keadilan, serta nilai keadilan. Hal ini dikarenakan nilai-nilai
tersebut merupakan nilai yang ditekankan dalam sebuah masyarakat

yang multi kultur guna membentuk keteraturan sistem sosial.

Berdasarkan dua nilai diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan
pendidikan agama Islam (PAI) guna mengembangkan wawasan pendidikan
multikultural sebagaimana terdapat pada Pancasila dan Piagam Madinah
memerlukan rekontruksi ulang dimana memerlukan nilai ketuhanan dan
nilai kemanusiaan guna perwujudan komunikasi secara vertikal dan secara
horizontal.

Berkenaan dengan relevansi nilai pendidikan multikultural pada

Pancasila dan Piagam Madinahterhadap Pendidikan Agama Islam (PAI)

lebih jelasnya terangkum dalam tabel berikut:

Tabel 3

Relevansi Nilai Pendidikan Multikultural Pancasila Dan Piagam

Madinah Terhadap PAI

pondasi utama kehidupan
dalam kata lain nilai ini
jelas tidak bertentangan
dengan PAI yang
bertujuan untuk
mengembangkan nilai

No (N)gjiéli g]e?ébzaosg Penjelasan Relevansi Wujud Relevansi
1. | Nilai Tujuan Nilai ketuhanan pada Nilai ketuhanan
Ketuhanan | nilai tidak | Pancasila dan Piagam harus
melenceng | Madinah membuktikan direfleksikan
(Pancasila, | dengan bahwa dua konstitusi seorang pendidik
Piagam tujuan PAI | tersebut mengakui sebuah | sebagai suri
Madinah) unsur ketuhanan sebagai tauladan, dengan

kata lain guru PAI
harus memahami
dan
mengaplikasikan
nilai ketuhanan
dalam sebuah
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ketuhanan agama Islam

sistem

Mampu Nilai ketuhanan Pancasila | pembelajaran,
memberik | dan Piagam Madinah yang | selain itu seorang
an sebuah | bersifat universal pada guru PAI harus
pengaruh | akhirnya mempu mampu
terhadap mempengaruhi/ menanamkan
PAI berdampak terhadap PAI sebuah nilai
dalam hal eksistensi ketuhanan kepada
sebagai sarana peserta didik.
mengembangkan nilai
ketuhanan islam bagi
seluruh alam semesta.
Adanya Nilai ketuhanan
simbiosis | mempunyai keterkaitan
(daya satu sama lain dengan PAI
keterkaita | dimana ketuhanan
n) satu meruoakan bagian nilai
sama lain. | yang dipegang PAI
berkenaan dengan posisi
manusia sebagai ‘abd,
kemudian PAI sendiri
merupakan sebuah proses
usaha untuk
mengembangkan sebuah
nilai ketuhanan agama
Islam dalam kehidupan.
Nilai Tujuan Nilai kemanusiaan dan Nilai
kemanusia | nilai tidak | persamaan berperan kemanusiaan /
an dan melenceng | sebagai nilai yang persamaan dapat
persamaan | dengan menjunjung tinggi prinsip | diwujudkan
tujuan PAI | humanisme (mengakui dalam beberapa
(Pancasila, fitrah yang melekat pada unsur PAI seperti
Piagam diri manusia sejak lahir). lingkungan
Madinah) Nilai ini diperlukan untuk | pendidikan yang

dapat hidup berdampingan
secara baik dengan sesama
manusia. Dengan kata lain
nilai ini sejalan dengan
PAI yang bertujuan
mempersiapkan seseorang
untuk menjadi insan kamil,
mampu berperan sebagai
‘abd dan khalifah fil ‘ardl
mengingat fitrah manusia
merupakan homo social.

Mampu

Nilai kemanusiaan mampu

harus
memperhatikan
nilai
kemanusiaan,
sumber /
kurikulum PAI
juga harus
bersifat humanis
mampu
mengembangkan
nilai persamaan,

atau pun bagi
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memberik | memberikan dampak / pendidik yang
an sebuah | pengaruh bagi PAl dalam | harus mampu
pengaruh | hal sistem pengelolaannya, | mengembankan
terhadap dimana PAI harus mampu | nilai kemanusiaan
PAI mengembangkan nilai terutama
kemanusiaan / persamaan | persamaan dalam
dalam kehidupan, sebuah proses
mengingat manusia pada pembelajaran.
hakekatnya merupakan
seorang pemimpin dibumi
yang tentulah
membutuhkan komunikasi
dengan sesamanya.
Adanya PAI berkaitan erat dengan
simbiosis | gagasan nilai kemanusiaan
(daya / persamaan didalamnya,
keterkaita | hal ini dikarenakan nilai
n) satu ketuhanan dalam PAI
sama lain | selain berkaitan dengan
masalah tauhid juga
berkaitan dengan nilai
kemanusiaan, mengingat
manusia sebagai mahluk
sosial.
Nilai Tujuan Nilai persatuan merupakan | Nilai ini dapat
persatuan | nilai tidak | sebuah nilai yang diwujudkan pada
melenceng | bertujuan untuk peserta didik yang
(Pancasila, | dengan menghimpun berbagai harus mampu
Piagam tujuan PAI | perbedaan untuk menghayati nilai
Madinah) mengarahkan menuju persatuan dengan
sebuah tujuan yang dapat | peserta didik lain
dinikmati bersama, dengan | untuk
kata lain nilai ini tidak menciptakan
bertentangan dengan salah | kegiatan
satu tujuan PAI yakni pembelajaran
menghimpun kekuatan yang aktif,
ukhuwah basyariyah, dinamis, dan
maupun wathaniyyah. kretatif. Selain
Mampu Maraknya konflik yang peserta didik,
memberik | mengatas namakan agama | pendidik harus
an sebuah | menunjukkan bahwa mampu
pengaruh | tujuan PAI belum merefleksikan
terhadap sepenuhnya tercapai, nilai persatuan
PAI sehingga pada akhirnya dengan baik

internalisasi nilai
persatuan pada PAI

dengan pendidik

lain atau elemen
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mempunyai pengaruh
besar dalam
perkembangan PAI untuk
mengatasi berbagai
kelemahan PAI dalam
mengatasi konflik
terutama yang berkaitan
tentang agama.

lainnya guna
mengembangkan
PAI sesuai
dengan
perkembangan
zaman.

Adanya PAI berkaitan dengan
simbiosis | usaha untuk menjadikan
(daya sesorang menjadi insan
keterkaita | kamil yang mampu
n) satu bermanfaat bagi sesama
sama lain | manusia. Sehingga pada
akhirnya internalisasi nilai
persatuan menjadi hal vital
bagi pengembangan PAI
untuk menyebarkan
sebuah kemanfaatan bagi
sesama, mengingat nilai
persatuan mengarah
kepada sebuah kehidupan
damai.
Nilai Tujuan Tujuan nilai demokrasi Nilai demokrasi
Demokrasi | nilai tidak | adalah memberikan ruang | dapat diwujudkan
melenceng | public bagi seseorang dalam sebuah
(Pancasila, | dengan untuk berkarya dan proses interaksi
Piagam tujuan PAI | menyampaikan sebuah yang dilakukan
Madinah) kreatifitas sebagai bagian | pendidik dengan
dari hak asasi manusia, peserta didik atau
dengan demikian nilai ini | sebaliknya atau
sejalan dengan PAIl yang | justru dengan
juga mengutamakan nilai | sesama peserta
luhur terkait kebijaksanaan | didik melalui
dalam kebebasan berkarya | sebuah metode,
dalam rangka berlomba- strategi, dan
loma kearah kebaikan. pendekatan
Mampu Adanya nilai demokrasi pembelajaran
memberik | mampu memunculkan yang sesuai.
an sebuah | dampak atau pengaruh
pengaruh | bagi PAI untuk senantiasa
terhadap mengembangkan diri kea
PAI rah yang dinamis sesuai

dengan kebutuhan
masyarakat dan
berkembangnya zaman.
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Adanya Nilai demokrasi
simbiosis | merupakan sebuah nilai
(daya yang dijunjung dalam
keterkaita | agama Islam sebagai
n) satu perwujudan diri
sama lain | menampung fitrah
manusia yang memiliki
hak sama sejak lahir.
Dengan kata lain nilai ini
berkaiatan erat dengan PAI
yang juga mengharuskan
pengembangan sebuah
nilai tentang demokrasi.
Nilai Tujuan Keadilan merupakan nilai | Nilai keadilan
Keadilan | nilai tidak | pokok dalam Islam untuk | dapat diwujudkan
melenceng | membentuk keteraturan pada beberapa
(Pancasila, | dengan sosial yang manfaatnya unsur pembentuk
Piagam tujuan PAI | dapat dinikmati oleh PAI seperti pada
Madinah) semua pihak, sehingga interaksi
nilai ini sejalan dengan pembelajaran
PAI yang bertujuan yang harus
mengembangkan nilai menjunjung nilai
Islam pada peserta didik tentang keadilan,
termasuk keadilan. seorang pendidik
Mampu Nilai keadilan seperti pada | juga memerlukan
memberik | Pancasila dan Piagam internalisasi nilai
an sebuah | Madinah pada akhirnya keadilan dalam
pengaruh | mampu menimbulkan setiap tindakanya.
terhadap pengaruh / dampak bagi
PAI PAI untuk
mengembangkan
eksistensinya yang juga
untuk melestarikan nilai
keadilan dalam kehidupan
sosial.
Adanya Nilai keadilan
simbiosis | mengembangkan PAI
(daya untuk mencapai tujuannya,
keterkaita | sedangkan PAI sendiri
n) satu haruslah menjunjung nilai
sama lain | keadilan dalam sistem

pendidikannya mengingat
PAI merupakan wadah
pengembangan nilai
ketuhanan termasuk nilai
tentang keadilan.
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Nilai Tujuan Tujuan nilai toleransi Nilai toleransi
toleransi nilai tidak | adalah untuk terjalinnya dapat diwujudkan
melenceng | kehidupan sosial yang pada unsur
(Piagam dengan harmonis dan saling peserta didik yang
Madinah) | tujuan PAI | menghargai, sehingga hal | memerlukan
ini sejalan dengan PAI sebuah proses
yang juga mengedepankan | toleransi,
cara berkomunikasi mengingat
dengan baik antar sesama | perbedaan dari
sebagai perwujudan nilai tiap peserta didik
ketuhanan dalam mengharuskan
kehidupan. internalisasi nilai
Mampu Nilai toleransi dapat toleransi dari diri
memberik | berdampak bagi PAI peserta didik.
an sebuah | dalam pengembangan nilai
pengaruh | Islam universal, sebuah
terhadap nilai yang dapat dinikmati
PAI oleh semua umat manusia,
mengingat nilai Islam
adalah rahmatal lil
‘alamin.
Adanya PAI memandang nilai
simbiosis | toleransi memiliki sebuah
(daya urgensi, hal ini dapat
keterkaita | dilihat daru beberapa
n) satu sumber PAI yang kerap
sama lain | menyinggung pentingnya
toleransi bagi kehidupan.
Bagi PAI nilai toleransi
berperan untuk
menunjukkan eksistensi
Islam sebagai agama yang
senantiasa menjunjung
tinggi keragaman sebagai
fitrah manusia.
Nilai Tujuan Nilai perdamaian Nilal perdamaian
perdamaia | nilai tidak | diperlukan untuk dapat diwujudkan
n melenceng | mewujudkan tatanan pada tujuan
dengan kehidupan yang damai, Pendidikan
(Piagam tujuan PAI | harmonis, dan teratur, Agama Islam
Madinah) serta mengurangi konflik | (PAI) serta
sosial, dengan kata lain sumber /
nilai ini sangat sinkron kurikulum
dengan tujuan PAI yang belajar.

bertujuan untuk
menciptkan kedamaian
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bagi manusia baik di dunia
maupun di akhirat kelak.

Mampu Sebuah nilai perdamaian
memberik | berdampak positif bagi
an sebuah | PAI dalam
pengaruh | mengembangkan diri
terhadap kearah yang humanis dan
PAI cinta damai. Selain itu
nilai ini membantu PAI
dalam mengembangkan
diri mengatasi berbagai
konflik yang mengatas
namakan agama Islam.
Adanya Nilai perdamaian berkaitan
simbiosis | satu sama lain dengan
(daya PAI, mengingat PAI yang
keterkaita | meginduk pada nilai Islam,
n) satu kemudian nilai perdamaian
sama lain | sendiri merupakan nilai

primer dalam Islam yang
mendoktrinkan diri
sebagai rahmat bagi
seluruh alam.

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



187

BAB VI
PENUTUP
A.Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari temuan hasil penelitian tentang nilai

pendidikan multikultural pada Pancasila dan Piagam Madinah dapat ditarik

beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Nila Pancasila dan Piagam Madinah sgjalan dengan nilai-nilai pendidikan
multikultural mengingat keduanya merupakan sebuah konstitus yang
berhadapan dengan masyarakat multi kultur, adapun lebih jelasnya
sebagaimana berikut :

a. Pada Pancasila, nilai-nilai pendidikan multikultural secara esens
terintegrasi dalam lima nila Pancasila yaitu nilai  ketuhanan,
kemanusiaan, persatuan, demokrasi, serta keadilan sosial. Mengingat
kandungan lima nilai Pancasila tersebut sgjalan dengan nilai inti
pendidikan multikultural; demokrasi, humanisme, dan pluralisme.
Kemudian seseorang yang mengupayakan nilai-nilai Pancasila secara
sempurna pada hakekatnya juga telah mengembangkan nilai-nilai
pendidikan multikultural, mengingat pandangan Pancasila sgaan
dengan pandangan pendidikan multikultural dimana keduanya
memiliki tujuan untuk mengembangkan nilai-nilai humanisme dalam
sistem kehidupan masyarakat.

b. Pada Piagam Madinah, nilai pendidikan multikultural pada Piagam

Madinah tergambar dalam dua pespektif yakni secara tersurat dan
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tersirat. Secara tersurat nilai-nilai pendidikan multikultural tergambar
secara jelas dalam proses pembentukan Piagam Madinah dalam hal ini
nilai demokrasi, sementara perspektif tersirat mengatakan bahwa nilai-
nilai pendidikan multikultural terssmpan dan terkandung dalam is
Piagam Madinah, sehingga untuk memahami nilai pendidikan
multikultural yang tersembunyi pada Piagam Madinah tentulah harus
memahami nilai-nilai yang terkandung pada Piagam Madinah dalam
hal ini nilai ketuhanan, persamaan, persatuan kebangsaan, tolerans,
perdamaian, serta keadilan.

2. Reevans nilai pendidikan multikultural pada Pancasila dan Piagam
Madinah diwujudkan dalam unsur-unsur pembentuk Pendidikan Agama
Islam (PAI) meliputi; Pendidik, Peserta didik, interaksi pendidik dengan
peserta didik, materi atau kurikulum, lingkungan pendidikan serta tujuan
Pendidikan Agama Islam (PAI). Adapun proses relevansi mengacu pada
tigaindikator yang menjadi acuan dasar, antaralain:

a. Tujuan nilai pendidikan multikultural pada Pancasila dan Piagam
Madinah tidak melenceng atau bertentangan dengan tujuan Pendidikan
Agama lslam (PAI).

b. Nila pendidikan multikultural pada Pancasila dan Piagam Madinah
mampu memberikan sebuah pengaruh terhadap Pendidikan Agama

Ilam (PAL).
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c. Adanya simbiosis (daya keterkaitan) antar dua hal tersebut, dalam hal
ini nilai pendidikan multikultural pada Pancasila dan Piagam Madinah

dengan Pendidikan Agama Islam (PALI).

B. Implikas Penelitian

Berdasarkan hasil analisis tentang nilai pendidikan multikultural pada

Pancasila dan Piagam madinah didapatlah beberapa implikasi berkaitan

terhadap subjek penelitian antaralain;

1

Kongtitusi Pancasila sebaga dasar negara Indonesia sgaan dengan
gagasan Piagam Madinah yang dipelopori oleh Nabi Muhammad SAW,
dimana keduanya berperan sebagal media pemersatu masyarakat multi
kultur, Pancasila dengan konteks pluralitas ke-Indonesiaan dan Piagam
Madinah dengan heterogenitas Madinah yang terdiri dari bermacam-
macam budaya, suku bangsa, dan agama. Kemudian dalam segi kandugan
nilai antara Pancasila dan Piagam Madinah juga memiliki kesamaan yakni
terdapat nilai-nilai  humanisme seperti yang digagas pendidikan
multikultural. Oleh karena itulah tak perlu lagi mempermasalahkan
penggantian Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia seperti yang
diserukan beberapa kalangan islam radikal.

Pendidikan tidak bisa terlepas dari sebuah masyarakat, dikarenakan
masyarakat merupakan salah satu lembaga sosial non formal yang mampu
mengembangkan nilai-nilai  sebuah pendidikan sebagaimana dalam

pendidikan multikultura yang tidak bisaterlepas dari konteks masyarakat.
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3. Nilai-nilai pendidikan multikultural sebagaimana terdapat pada Pancasila
dan Piagam Madinah mempunyai sebuah relevans degan sistem
pendidikan nasional termasuk dalam kajian Pendidikan Agama Islam
(PA1) mengingat Pancasila merupakan gagasan multikultural bercorak
nasionalis universal dan Piagam Madinah tiada lain merupakan gagasan
yang lahir dari rahim Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Dengan
demikian nantinya diharapkan Pendidikan Agama Islam (PAI) akan
mampu melahirkan generas penerus yang bercorak Islam-nasionalis
kebangsaan, sebagaimana anjuran Islam sendiri “khubbul wathan minal
iman”.

C. Saran
Selaku peneliti, dalam hal ini ada beberapa saran yang sifatnya
konstruktif yang bisa kami berikan demi kemauan dan perkembangan ilmu
pendidikan khususnya berkenaan dengan Pendidikan Agama Islam (PAl).

Adapun saran-saran yang dapat diberikan antaralain:

1. Bagi pemerintah

Hendaknya dalam membuat berbagai kebijakan berkenaan dengan
pengelolaan sistem pendidikan nasional tidaklah melepaskan diri dari nilai-
nilai pendidikan multikultural, terutama yang terdapat pada Pancasila dan
Piagam Madinah. Keduanya telah terbukti mampu mempersatukan berbagai

perbedaan yang ada dalam sebuah masyarakat.
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2. Bagi lembaga pendidikan

Hendaknya berbagai lembaga pendidikan di Indonesia khususnya
lembaga pendidikan agama Isam mengimplementasikan nilai-nilai
pendidikan multikultural dalam sistem pendidikan masing-masing,
mengingat dewasa ini eksistensi pendidikan multikultural sangat diperlukan
guna penanaman nilai kemanusiaan berkaitan tentang bagaimana cara hidup
yang baik dalam sebuah sistem sosial masyarakat yang plural.

Bagi pendliti selanjutnya.

Peneliti berharap agar para peneliti selanjutnya dapat |ebih inovatif
dan kreatif dalam melakukan proses penelitian, mengingat perkembangan
zaman tentulah memunculkan berbagai problematika terbaru terkait isu-isu
pendidikan. Berkenaan dengan topik serupa, peneliti menyimpulkan masih
terdapat permasalahan-permasalahan berkenaan dengan kajian pendidikan
multikultural pada Pancasila dan Piagam Madinah seperti konsep
pendidikan multikultural, model pembelgaran multikultural, strategi
pembelgaran berbasis multikultural, media berbasis multikultural, dan lain

sebagainya.
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